BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah
melaksanakan kewenangannya di bidang urusan wajib pelayanan dasar,
urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Berdasarkan
peraturan diatas, dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) wajib
berpedoman terhadap dokumen perencanaan tahunan daerah. Setelah itu
rencana pembangunan yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD
yang telah disepakati dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran,
terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota
Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara,
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa P-PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah
untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) perangkat daerah.
Dengan tersusunnya dokumen P-PPAS ini, pelaksanaan program prioritas
daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dapat mencapai tujuan

dan sasaran yang diharapkan.
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1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 Kabupaten

Gorontalo Utara didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional ;

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-3406 Tahun
2024 perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Tahun 2010-2030;

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun
2014 tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031
Lembaran Daerah nomor 5;

Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Perubahan 2025 Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 8 Juli 2025
Berita Daerah Nomor 561.
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BAB I
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana perubahan penerimaan daerah meliputi Pendapatan
daerah dan perubahan penerimaan pembiayaan daerah. Rencana
perubahan pendapatan dan pembiayaan tersebut disusun secara rasional
dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas
pembangunan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar
yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap
pendapatan daerah. Komponen yang terdapat pada Perubahan
Pendapatan Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 30, yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain
Pendapatan yang Sah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan
sampai dengan semester 1 Tahun 2025, realisasi pendapatan berdasarkan

pagu terakahir dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KAB. GORONTALO UTARA
PER 30 JUNI 2025
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Kode Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH 712.276.695.756,00 | 342.921.376.393,82 | 48,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1 (PAD) 48.327.913.431,00 8.486.339.837,82 | 17,55

4.1.01 | Pajak Daerah 18.216.566.661,00 3.710.045.751,00 | 20,36

4.1.02 | Retribusi Daerah 1.856.346.770,00 416.649.740,00 | 22,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan

4.1.03 | Daerah yang Dipisahkan 4.000.000.000,00 3.502.436.856,00 | 87,56

4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 24.255.000.000,00 857.207.490,82 | 3,53

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 654.168.124.384,00 | 333.526.063.456,00 | 50,98
Pendapatan Transfer Pemerintah

4.2.01 | Pusat 636.420.946.000,00 | 319.710.493.357,00 | 50,23
Pendapatan Transfer Antar

4.2.02 | Daerah 17.747.178.384,00 | 13.815.570.099,00 | 77,84
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

4.2.03 | Sah 9.780.657.941,00 908.973.100,00 | 9,29




Realisasi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai 48% yaitu
sebesar Rp342.921.376.393,82 yang terdiri dari capaian Pendapatan Asli
Daerah sebesar 17% yaitu Rp8.486.339.837,82, sementara capaian
pendapatan transfer sebesar 50% yaitu Rp333.526.063.456,00 yang terdiri
dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar
Rp319.710.493.357,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp
13.815.570.099,00 dan Lain- lain pendapatan yang sah sebesar
Rp908.973.100,00
Berdasarkan capaian realisasi tersebut di atas dan
mempertimbangkan potensi pendapatan yang sudah disesuaikan dengan
pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maka Rencana Perubahan
Pendapatan Daerah Tahun 2025 diperkirakan mengalami perubahan
sebesar Rp712.276.695.756,00, yang terdiri dari PAD sebesar Rp
48.102.640.190; dan Pendapatan Transfer sebesar Rp654.168.124.384,00.
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah tersebut sudah
memperhitungkan Dana Alokasi Khusus, baik DAK Fisik maupun Non-

Fisik, Dana Alokasi Umum Specific Grant, .

Sementara itu, untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, berdasarkan
Pasal 70 PP Nomor 12 Tahun 2019, pada tahun 2025 yang bersumber dari
Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan sesuai hasil audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran
2025 bahwa SiLPA sebesar Rp. 9.890.256.625,60, SiLPA tersebut adalah
SiLPA realisasi anggaran Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran

2024.

2.1. Pendapatan Daerah
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 diasumsikan mengalami
penyesuaian yang berjumlah Rp. 48.102.640.190 yang berasal dari
Pendapatan Pajak Daerah Rp. 18.391.293.419; Hasil Retribusi Daerah Rp.
1.856.346.770,00; Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
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Rp 3.600.000.000,00; serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp 24.255.000.000,00

2.1.2. Pendapatan Transfer
Bahwa sesuai KMK 29 tahun 2025 tentang penyesuaian Alokasi
Transfer ke Daerah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD
maka besaran dana Transfer Ke Daerah untuk Kabupaten Gorontalo Utara
mengalami penyesuaian yang semula sebesar Rp. 731.469.524.000 menjadi

sebesar Rp. 636.420.946.000,

selain itu terdapat pula penyesuaian atas DAK Non Fisik bantuan
operasional penyuluh pertanian sebesar Rp. 421.800.000,00, serta bantuan
keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar 3.200.000.000,
sehingga total Pendapatan Transfer yang semula Rp.746.016.702.384
menjadi 654.168.124.384

(Rp.91.848.578.000,00)

atau mengalami pengurangan sebesar

Rincian rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

dapat dijelaskan dalam Tabel berikut :

PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

PREDIKSI PERUBAHAN
orel e AWAL setelah efisiesnsi | Asumsi Perubahan Lebih/{Kurang)
1 2 3 4 5 6 =(5-3)

4 PENDAPATAN DAERAH 804.125.273.756 712.276.695.756 |  712.051.422.515 (92.073.851.241)
4.1 |PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48.327.913.431 48.327.913.431 48.102.640.190 (225.273.241)
4. 1. 1|Pajak Daerah 18.216.566.661 18.216.566.661 18.391.293.420 174.726.759
4 . 1. 2|Retribusi Daerah 1.856.346.770 1.856.346.770 1.856.346.770 -
4. 1. 3|Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.000.000.000 4.000.000.000 3.600.000.000 (400.000.000)
4. 1. 4|Lain-lain PAD yang Sah 24.255.000.000 24.255.000.000 24.255.000.000 -
4.2 |PENDAPATAN TRANSFER 746.016.702.384 654.168.124.384 |  654.168.124.384 (91.848.578.000)
4.2 . 1|Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 731.469.524.000 636.420.946.000 |  636.420.946.000 (95.048.578.000)
4.2 .2|Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.547.178.384 17.747.178.384 17.747.178.384 3.200.000.000
4.3 |LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.780.657.941 9.780.657.941 9.780.657.941 -
4 . 3. 3|Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 9.780.657.941 9.780.657.941 9.780.657.941

Keterangan :
Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir)
Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI



Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2025

BAB il
PERUBAHAN PRIORITAS DAN FLAPON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Rencana perubahan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025
didasarkan pada perubahan kondisi anggaran untuk mengakomodir

perubahan - perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2025.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025
PER. TANGGAL 30 JUNI 2025

5 BELANJA DAERAH 711.351.456.655,69 300.787.989.674,01 42,28
5.1 BELANJA OPERASI 517.995.744.487,66 232.187.841.160,60 44,82
5.1.01 Belanja Pegawai 350.242.511.533,30 190.960.809.326,60 54,52
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.097.282.966,36 28.487.269.445,00 19,36
5.1.03 Belanja Bunga 6.796.600.000,00 3.286.924.226,00 48,36
5.1.05 Belanja Hibah 13.859.349.988,00 9.452.838.163,00 68,20

JUMLAH BELANJA OPERASI 517.995.744.487,66 232.187.841.160,60 44,82
5.2 BELANJA MODAL 55.368.365.741,65 2.052.101.288,41 3,70
5.2.01 Belanja Modal Tanah 280.338.000,00 0,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.078.251.642,06 807.781.775,00 2,87
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.961.005.814,59 596.855.513,41 3,14
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.998.453.675,00 549.964.000,00 9,16
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 697.816(610,00 0,00 0,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.352.500.000,00 97.500.000,00 7,20

JUMLAH BELANJA MODAL 55.368.365.741,65 2.052.101.288,41 3,70
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 754.485.646,13 204.088.093,00 27,04
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 754.485.646,13 204.088.093,00 27,04

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 754.485.646,13 204.088.093,00 27,04
5.4 BELANJA TRANSFER 137.232.860.780,25 66.343.959.132,00 48,34
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.007.291.343,10 0,00 0,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 135.225.569.437,15 66.343.959.132,00 49,06

JUMLAH BELANJA TRANSFER 137.232.860.780,25 66.343.959.132,00 48,34

JUMLAH BELANJA 711.351.456.655,69 300.787.989.674,01 42,28

Realisasi Belanja pada semester pertama APBD baru mencapai 42%
yakni sebesar Rp300.787.989.674,01 dari total anggaran belanja sebesar
Rp711.351.456.655,69 ini menunjukkan realisasi belanja yang masih
rendah dibandingkan dengan prediksi pencapaian pada semester

pertama, hal ini diakibatkan adanya pengaruh pemberlakuan pencairan

KABUPATEN GORONTALO UTARA
2025



anggaran sesuai dengan sumber dana yang ada, hal ini sangat

mempengaruhi capaian realisasi belanja.

3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan
terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan wurusan pemerintahan umum. Sedangkan urusan
pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah
urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan
pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan
pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan

strategis nasional.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan
penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
urusan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Tenaga kerja; Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan
hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan
masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil dan
menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olahraga; Statistik;

Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan. Selain dua urusan
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tersebut, urusan lainnya yaitu Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan ini
merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah, yang meliputi Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian;
Kehutanan; Energi dan Sumberdaya mineral; Perdagangan; Perindustrian;

dan Transmigrasi.

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditempatkan ke
dalam urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat berdasarkan amanat Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 25 pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Program dan kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan
Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Perubahan Program dan
kegiatan tersebut dirangkum pada pembagian urusan yang dilaksanakan
oleh setiap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah
Gorontalo Utara. Rekapitulasi perubahan plafon anggaran menurut

perangkat pemerintahan dapat dilihat pada lampiran.

3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan

Kegiatan

Setiap organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara diharuskan untuk
menyusun dan mengajukan rencana perubahan program, kegiatan, dan
sub kegiatan beserta anggarannya masing-masing yang akan dilaksanakan
selama satu tahun anggaran sesuai dengan perencanaan lima tahunan
dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra), perencanaan
satu tahunan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Guna memudahkan
perangkat daerah dalam penyusunan perubahan anggaran dan

mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan maka perlu
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ditetapkan perubahan plafon anggaran yang merupakan batas atas
rencana anggaran belanja setiap perangkat daerah. Perubahan plafon
anggaran tersebut dapat ditetapkan bagi setiap urusan pemerintahan,
fungsi, dan program, serta kesuaian antara tugas pokok dan fungsinya

(Tupoksi).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perubahan plafon
anggaran sementara berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang dibagi berdasarkan urusan mengalami perubahan yang dapat dilihat

pada lampiran.

3.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawali,
Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja

Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer berdasarkan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, diprediksi
mengalami perubahan yang disebabkan penyesuaian SiLPA tahun 2024
sesuai hasil auditlaporan Keuangan tahun 2024 dan terdapat penyesuaian
dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja.
Informasi perubahan belanja tersebut dapat dijabarkan pada Tabel

berikut:
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PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA
PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA
BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN,

DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER

PREDIKS| PERUBAHAN
Norek Uraian . . Lebih/(Kurang)
AWAL setelah efisiesnsi | Asumsi Perubahan
1 2 3 4 5 6 =(5-3)

5 BELANJA DAERAH 803.200.034.656 711.351.456.656 702.085.479.144 (101.114.555.511)
5.1 |BELANJA OPERASI 535.617.002.809 517.995.744.488 513.729.766.976 (21.887.235.833)
5. 1. 1|Belanja Pegawai 350.242.511.533 350.242.511.533 350.242.511.533 -
5. 1. 2|Belanja Barang dan Jasa 172.921.379.450 147.097.282.966 142.831.305.455 (30.090.073.996)
5.1. 3|Belanja Bunga 6.796.600.000 6.796.600.000 6.796.600.000 -

Belanja Subsidi -
5.1.5|Belanja Hibah 4.656.511.825 13.859.349.988 13.859.349.988 9.202.838.163
5.1 . 6|Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 - - (1.000.000.000)
5.2 |BELANJA MODAL 128.350.171.067 55.368.365.742 52.368.365.742 (75.981.805.325)
5.2. 1|Belanja Modal Tanah 280.338.000 280.338.000 280.338.000 -
5. 2. 2|Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.171.395.127 28.078.251.642 26.078.251.642 (4.093.143.485)
5. 2. 3|Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.748.552.815 18.961.005.815 18.961.005.815 (5.787.547.000)
5. 2. 4|Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 71.015.865.365 5.998.453.675 4.998.453.675 (66.017.411.690)
5. 2. 5|Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 697.816.610 697.816.610 697.816.610 -

Belanja Modal Aset Lainnya 1.436.203.150 1.352.500.000 1.352.500.000 (83.703.150)
5.3 |BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 754.485.646 754.485.646 (1.245.514.354)
5.3 . 1|Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 754.485.646 754.485.646 (1.245.514.354)
5.4 |BELANJA TRANSFER 137.232.860.780 137.232.860.780 135.232.860.780 (2.000.000.000)
5.4 . 1|Belanja Bagi Hasil 2.007.291.343 2.007.291.343 2.007.291.343 -
5.4 . 2|Belanja Bantuan Keuangan 135.225.569.437 135.225.569.437 133.225.569.437 (2.000.000.000)
Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir)
Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI




BAB IV

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN

DAERAH

1. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebikajam Umum Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran
2025 diarahkan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhituangan
Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, SiLPA Tahun 2025 berdasarkan hasil
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
telah di audit oleh BPK sebesar Rp9.890.256.629,60 mengalami
penurunan sebesar Rp9.040.704.270,09 atau 48 % dari yang telah
dianggarakan yaitu sebesar Rp18.930.960.899,69.

2. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan
modal (investasi) Pemerintah Daerah investasi ini dilakukan dalam
bentuk penambahan penyertaaan modal.
PREDIKSI PERUBAHAN
Norek Uraian -
AWAL setelah efisiesnsi | Asumsi Perubahan Lebih/(Kurang)
1 2 3 4 5 6 =(5-3)
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 18.930.960.900 18.930.960.900 9.890.256.630 (9.040.704.270)
6. 1. 1|Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 18.930.960.900 18.930.960.900 9.890.256.630 (9.040.704.270)
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
6.2 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.856.200.000 19.856.200.000 19.856.200.000
6. 2. 2|Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
6.2. 3|Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 18.356.200.000 18.356.200.000 18.356.200.000 -
PEMBIAYAAN NETTO (925.239.100) (925.239.100)  (9.965.943.370) (9.040.704.270)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0 0 0 (0)

Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir)

Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjamin
konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan
penganggaran, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan PPAS pada tahun anggaran 2025 yang telah disepakati antara
eksekutif dengan legislatif, selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perubhan (RKAP) perangkat daerah, dengan tetap
mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan terhadap
program/Kkegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran definitif yang belum ditampung
dalam Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang dilakukan pada saat proses
pembahasan Rancangan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota

Kesepakatan Perubahan PPAS.

Demikian dokumen Perubahan PPAS tahun anggaran 2025 disepakati sebagai
dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Semoga harapan
Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan secara Efektif dan Efisien dapat
terlaksana dan mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2024 dan Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026.

Gorontalo Utara, 24 Juli 2025
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PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA PER SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

NO NAMA SKPD/UNIT ORGANISAS! PAGU Lebih/(Kurang)
*Induk **Efisiensi ***perubahan
1 Dinas Pendidikan 233.735.920.047,00 226.842.265.807,96 221.851.735.960,19 (11.884.184.086,82)
2 Dinas Kesehatan 84.924.864.108,96 85.484.632.314,24 83.603.970.403,33 (1.320.893.705,63)
3 Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki 49.795.477.000,00 49.295.477.000,00 48.807.451.777,70 (988.025.222,30)
4 Puskesmas Kwandang 1.893.511.882,00 1.893.511.882,00 1.874.766.114,37 (18.745.767,63)
5 Puskesmas Limbato 703.775.718,00 703.775.718,00 696.808.338,39 (6.967.379,61)
6 Puskesmas Sumalata 1.229.195.639,00 1.229.195.639,00 1.217.026.602,17 (12.169.036,83)
7 Puskesmas Molingkapoto 1.827.757.380,00 1.827.757.380,00 1.809.662.581,94 (18.094.798,06)
8 Puskesmas Tolinggula 1.233.832.309,00 1.233.832.309,00 1.221.617.369,14 (12.214.939,86)
9 Puskesmas Dambalo 1.370.990.190,00 1.370.990.190,00 1.357.417.387,12 (13.572.802,88)
10 Puskesmas Gentuma 1.454.256.153,00 1.454.256.153,00 1.439.859.017,09 (14.397.135,91)
11 Puskesmas Biau 989.812.088,00 989.812.088,00 980.012.948,33 (9.799.139,67)
12 Puskesmas Atinggola 1.711.132.483,00 1.711.132.483,00 1.694.192.271,42 (16.940.211,58)
13 Puskesmas Ponelo 899.908.467,20 899.908.467,20 890.999.373,37 (8.909.093,83)
14 Puskesmas Anggrek 1.441.355.937,00 1.441.355.937,00 1.427.086.513,22 (14.269.423,78)
15 Puskesmas Dulukapa 1.161.067.048,00 1.161.067.048,00 1.149.572.484,22 (11.494.563,78)
16 Puskesmas Buloila 873.295.364,00 873.295.364,00 864.649.739,90 (8.645.624,10)
17 Puskesmas llangata 1.166.591.888,00 1.166.591.888,00 1.155.042.628,31 (11.549.259,69)
18 Puskesmas Monano 1.186.591.272,00 1.186.591.272,00 1.174.844.018,41 (11.747.253,59)
19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.330.841.360,00 9.672.364.748,00 9.643.347.653,76 (72.687.493.706,24)
20 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 2.725.463.002,00 2.683.753.002,00 2.657.183.847,28 (68.279.154,72)
21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 3.027.658.000,00 3.583.198.652,52 3.547.724.985,86 520.066.985,86
22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.502.202.279,00 2.459.701.777,00 2.435.350.729,41 (66.851.549,59)
23 Dinas Sosial 2.912.457.738,81 2.818.355.596,31 2.790.453.875,91 (122.003.862,90)
24 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.595.772.474,03 2.270.579.265,65 2.248.100.530,92 (347.671.943,11)
25 Dinas Ketahanan Pangan 2.299.020.218,00 2.250.973.098,00 2.228.688.464,33 (70.331.753,67)
26 Dinas Lingkungan Hidup 2.606.101.000,00 2.632.811.799,00 2.606.746.962,19 645.962,19
27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.442.858.910,00 2.423.876.783,05 2.399.880.402,90 (42.978.507,10)
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.531.565.255,00 4.304.581.914,00 4.261.966.553,05 (269.598.701,95)
29 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.798.297.176,00 8.798.297.176,00 8.711.194.033,96 (87.103.142,04)
30 Dinas Perhubungan 3.483.305.300,00 3.699.437.278,37 3.662.812.849,31 179.507.549,31
31 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.038.548.671,96 3.870.248.623,96 3.831.933.162,58 (206.615.509,38)
32 Dinas Penanaman Modal 2.607.267.407,94 2.545.345.205,93 2.520.146.288,39 (87.121.119,55)
33 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.964.722.000,00 1.942.508.955,20 1.923.278.116,54 (41.443.883,46)
34 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.521.287.042,04 2.494.287.042,04 2.469.593.600,32 (51.693.441,72)
35 Dinas Kelautan dan Perikanan 11.806.200.663,92 3.467.082.404,46 3.432.758.288,66 (8.373.442.375,26)
36 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.537.773.529,24 2.552.895.205,12 2.527.621.542,59 (10.151.986,65)
37 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.158.893.000,00 3.102.368.000,00 3.071.654.556,80 (87.238.443,20)
38 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 7.966.519.851,86 8.342.068.609,86 8.259.482.130,62 292.962.278,76
39 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.812.846.000,00 2.765.721.000,00 2.738.340.362,10 (74.505.637,90)
40 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2.709.385.922,36 2.683.542.522,36 2.656.975.451,39 (52.410.470,97)
41 Sekretariat Daerah - -
42 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 328.199.989,00 251.000.789,00 248.515.881,19 (79.684.107,81)
43 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.666.099.540,00 2.601.350.790,00 2.575.597.417,18 (1.090.502.122,82)
44 Bagian Hukum 604.820.915,53 483.195.915,53 478.412.275,97 (126.408.639,56)
45 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 286.200.000,00 229.200.000,00 226.930.920,00 (59.269.080,00)
46 Bagian Administrasi Pembangunan 404.922.995,20 364.172.995,20 360.567.682,55 (44.355.312,65)
47 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 403.977.004,80 372.497.004,80 368.809.284,45 (35.167.720,35)
48 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi 323.200.000,00 257.969.023,00 255.415.129,67 (67.784.870,33)
49 Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan 693.474.399,96 615.488.963,46 609.395.622,72 (84.078.777,24)
50 Bagian Umum 16.655.024.155,51 14.736.774.453,81 14.590.880.386,72 (2.064.143.768,79)
51 Sekretariat DPRD 30.445.214.000,00 26.330.780.000,00 26.105.547.099,93 (4.339.666.900,07)
52 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 6.003.524.719,00 5.559.034.719,00 5.504.000.275,28 (499.524.443,72)
53 Badan Keuangan 157.528.598.911,19 156.689.334.450,21 156.532.645.115,76 (995.953.795,43)
54 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2.934.968.000,00 2.698.165.937,56 2.671.454.094,78 (263.513.905,22)
55 Inspektorat 12.623.222.893,00 8.927.872.893,00 8.839.486.951,36 (3.783.735.941,64)
56 Kecamatan Anggrek 1.215.321.998,00 1.183.935.058,00 1.172.214.100,93 (43.107.897,07)




57 Kecamatan Monano 1.332.032.834,00 1.304.146.172,20 1.291.235.125,10 (40.797.708,90)
58 Kecamatan Sumalata 1.414.454.000,00 1.394.677.930,00 1.380.870.618,49 (33.583.381,51)
59 Kecamatan Sumalata Timur 1.432.821.534,00 1.398.761.534,00 1.384.913.794,81 (47.907.739,19)
60 Kecamatan Kwandang 1.717.823.717,61 1.693.240.637,61 1.676.477.555,30 (41.346.162,31)
61 Kecamatan Tomilito 1.517.689.043,00 1.486.952.138,51 1.472.231.312,34 (45.457.730,66)
62 Kecamatan Gentuma Raya 1.513.801.406,00 1.486.203.026,00 1.471.489.616,04 (42.311.789,96)
63 Kecamatan Atinggola 1.636.182.346,60 1.615.799.726,60 1.599.803.309,31 (36.379.037,29)
64 Kecamatan Biau 1.471.993.995,99 1.441.593.654,99 1.427.321.877,81 (44.672.118,18)
65 Kecamatan Tolinggula 1.574.117.677,00 1.548.887.677,00 1.533.553.689,00 (40.563.988,00)
66 Kecamatan Ponelo Kepulauan 1.196.167.344,00 1.177.982.344,00 1.166.320.318,79 (29.847.025,21)
67 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.297.859.459,98 13.372.991.222,98 13.299.439.771,25 9.001.580.311,27
JUMLAH 803.200.034.655,69 711.351.456.655,69 702.085.479.144,20 (101.114.555.511,49)
KETERANGAN
* Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan
** Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir)

*Ek Pagu hasil efisiensi (struktur terakahir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI




RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO U:gsD:N NAMA URUSAN NAMA SKPD NAMA BIDANG URUSAN ANGGARAN
NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUMBER DANA LEBIH/(KURANG)
ASUMSI
INDUK PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
! ! WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar sD - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
2 ! WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
3 ! WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar sD - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
4 ! WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar sD - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
R IR e I [ e e I T
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Pendidikan-Reguler-SD 1.300.153.150,00 1.200.000.000,00 100.153.150,00
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
6 ! WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar sD - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN - DAU yang Ditentukan Penggunaannya
7 1 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ;EL,J;S,\:AG,\IPPEE%TS:EZ:HAN FF:EESIEITKMA;ENGELOLAAN ::Egle;ﬁlgaa;‘;e"d'd'ka” Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang 168.913.00000 | oo o000 oo )
DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan-Reguler-SD T
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
8 ! WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
9 1 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 845.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 750.000.000,00 95.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
10 1 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 701.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 701.400.000,00 -
1 1 \l/JvRAljf;\"{\lAT\jE(';\A;gﬁ;ﬁ;?\jN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 2.256.221.725,00 638.621.725,00 1.617.600.000,00
1 1 u:ﬂf?y/j\%ggﬁ;ﬁ:ﬁq Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Reguler,DAK Non
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Fisik-BOS Kinerja 12.407.950.000,00 12.000.950.000,00 407.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN X . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
13 1 WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN - s o A
14 1 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Sekolah Dasar

sb




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengelolaan Pendidikan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

15 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . o 40.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 40.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
16 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR g
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
17 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 40.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 40.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN
. . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
18 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 207.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 207.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN - .
: WA | onsrean | S| rroomuriouan | pestobnrdsion | oay gt s | omtono | ooy |
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 ’ U
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
0 WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN - DAU yang Ditentukan Penggunaannya
21 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ggﬂ?g::%fgmﬁ“m gESSIFE)?KMA:ENGELOLAAN ::Egg:';g:;e"d'd'ka" Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang 330.000.000,00 | Lo 000 ]
DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan-Reguler-SD T
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
2 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR €
URUSAN PEMERINTAHAN
. . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
23 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 295.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan 295.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
2 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
= WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN X . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
% WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
)
BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah D ! : 2.529.309.850,00 2.207.726.002,22 321.583.847,78
DENGAN PELAYANAN DASAR ekolah Dasar Pendidikan-Reguler-SD g g ’
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
8 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama v - -
DENGAN PELAYANAN DASAR €
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
» WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama sMP - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 6
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
0 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama sMp - -
DENGAN PELAYANAN DASAR B
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
3 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama sMp - -
DENGAN PELAYANAN DASAR &
URUSAN PEMERINTAHAN - o .
0 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Sekolah Menengah Pertama

SMP




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengelolaan Pendidikan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

33 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang 188.734.000,00
BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah M h Pert: ! ! 183.734.000,00 5.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR ekolah Menengah Pertama Pendidikan-Reguler-SMP ’ g
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
3 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 8
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
= WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 s
URUSAN PEMERINTAHAN , . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
36 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang 168.913.000,00 168.913.000,00 .
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 Pendidikan-Reguler-SMP T
URUSAN PEMERINTAHAN X . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
37 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama | Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR s s
URUSAN PEMERINTAHAN - .
. WSOMESmAT | omsrenon | ST | proomuraiciow | postorowstar | oy msonn st | assoomon | oo |
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 i 220009,
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
3 WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR & i
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
40 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . . 503.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan 503.600.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN
. . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
41 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 690.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - 690.000.000,00
@ WAIBYANG SERKATAN. | Dina Pendian URUSANPEMERINTAHAN | PROGRAMPENGELOLAAN | Pengeloaanpendidian | fCl B8 AERCRESOE o
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Kinerja 5.483.740.000,00 5.450.000.000,00 33.740.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
s WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR s i
URUSAN PEMERINTAHAN
. . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
44 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . o 40.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan 40.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
4 WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR i i
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
46 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . . 40.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan 40.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
47 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 134.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan 134.200.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
48 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . - 10.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan 10.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
49 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 s
URUSAN PEMERINTAHAN - .
50 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pendidikan




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengelolaan Pendidikan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

51 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . o 120.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan 120.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
52 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 8
5 WAIBYANG SERKATAN. | Dina Pendidcan URUSANPEMERINTAHAN | PROGRAMPENGELOLAAN | Pengelolaan pendidian | o 08 BLELCL it
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Pendidikan-Reguler-SMP 1.668.946.000,00 1.000.000.000,00 668.946.000,00
54 ;Jv:ljf;\y;\fgﬂsgﬁ;ﬁ:ﬁ\‘ Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- 37.435.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) PAUD 18.760.000,00 18.675.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN X . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
55 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) PAUD - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
56 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan . B
DENGAN PELAYANAN DASAR e
57 \l,JVRAlJJIS;‘L\‘AZEéVI:;;':;ﬁ_}-LA’\‘N Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan 2.066.850.000,00 1.607.550.000,00 459.300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
58 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . . . 289.100.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan 289.100.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN 4 .
59 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan glﬁiﬁg PPEEI\'J\/[I)TS:E/IQHAN EgsglﬁszNGELOLAAN Besir;ggliilia(apr/‘ngr;dldlkan Arak gggnyaginl)c;itj&;kan enggunaznya 935.000.000,00 | 45 600.000,00 475.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR g T T
URUSAN PEMERINTAHAN
. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak .
60 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan o DAK Non Fisik-BOP PAUD
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) 2.883.644.000,00 2.883.644.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
61 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN X . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
62 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
63 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan . B
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN s .
o wato oA | oreagin | ST | rocunravionan | cerscean endsion sk | Do e | oo | (oo |
DENGAN PELAYANAN DASAR s o008
R N PEMERINTAHAN
URUSA RINTAHA . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
65 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan B B
DENGAN PELAYANAN DASAR s
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
66 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) PAUD B -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
. . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya
67 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan A . . 10.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan 10.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN - o .
68 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Usia Dini (PAUD)
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengelolaan Pendidikan Anak

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

69 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan T . .
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan - -
URUSAN PEMERINTAHAN

. - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya

70 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan . . . 220.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan 220.000.000,00 -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya

7 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya

72 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8

7 \L/J\;ljf;\\’;‘AT\‘EG'V':EAE;ﬁnN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak gggn":ginﬂ:j&;ikglii?iifgzzzzya
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) pendidikan-PAUD 2.807.280.000,00 2.426.673.000,00 380.607.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya

74 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan . B
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya

7 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan B B
DENGAN PELAYANAN DASAR i

76 ;JVI{ALJFQ\L“AT\IEG’W;;;':/IG"—L?\]N Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Kesetaraan Kinerja 1.095.100.000,00 1.000.000.000,00 95.100.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan

7 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Kesetaraan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

s WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

& WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN X . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

80 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

81 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Bidang Pendidikan . B
DENGAN PELAYANAN DASAR e
URUSAN PEMERINTAHAN s .

. W smarn | onparsen | SSEMEITGA | oot reiccoun | peretommraratien | oyt s | oo | oo |
DENGAN PELAYANAN DASAR s OO050%
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan

83 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Kesetaraan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

8 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

& WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN Nonformal/Kesetaraan Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8
URUSAN PEMERINTAHAN - .

36 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Nonformal/Kesetaraan
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN

Penetapan Kurikulum Muatan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

87 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan o ’ o
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KURIKULUM Lokal Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan - -
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN Penetapan Kurikulum Muatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
88 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN KURIKULUM Lokal Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan - -
DENGAN PELAYANAN DASAR e
Pemerataan Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga
RUSAN PEMERINTAHAN
89 :IJVALj?;YANG BERKAG’A?\I Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIK DAN Kependidikan bagi Satuan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pend!d{kan Dasar, PAUD, dan Bidang Pendidikan - -
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Pemerataan Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga
RUSAN PEMERINTAHAN
%0 \LIJ\IALJJIS;VANG BERKAG’A}:\I Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIK DAN Kependidikan bagi Satuan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pend!d{kan Dasar, PAUD, dan Bidang Pendidikan - -
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan (ZﬁD)IlJ[i)taer:\ilﬁ!s:aPsér:Jmllj:]ailr::ua)lDAU
01 WAIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan BIDANG PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah ¢ ;‘dg Pendidik DigK N F‘y‘k—TPG 193.109.580.322,00 | 186.593.601.232,96 | 6.515.979.089,04
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA giat Daera \dang rendidikan, on Fist Bttt OIS B0%E3% Rt
PNSD,DAK Non Fisik-Tamsil Guru
PNSD,DAK Non Fisik-TKG PNSD
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I )
92 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan g:;iﬁg‘:;\mg:sm'*m URUSAN PEMERINTAHAN s::;‘;"'igtag'aﬁs:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) 7 .
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I )
93 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan gl';lfNAG’\‘PPEE%TE:EZ:HAN URUSAN PEMERINTAHAN ;\:::L"'i;rta;'aierg:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) _ ]
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
9 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan gl';iﬁe’\‘::,\"ggmm%” URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r:r"s"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) _ )
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
95 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ;’;L,J;S,\:AGI\IPPEE%TS:EZQHAN URUSAN PEMERINTAHAN Q;"e"r'a",f"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) ) ]
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
9% WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ggﬂ?g:;\'}gfgmﬁ'*m URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) . ]
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
97 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan glﬁiﬁg:&gﬁg:xﬁHAN URUSAN PEMERINTAHAN gggg‘:"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU)
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
98 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan g:;iﬁg‘:;\mg:sm'*m URUSAN PEMERINTAHAN g‘:g‘a’f"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 7 .
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
99 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ;'E)L/:SNA(I;\IPPEE%EE:?Z:HAN URUSAN PEMERINTAHAN g‘:g‘:ﬁ"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 7 7
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
100 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ;T)TNA(;\‘PPEE%TE:EZ:HAN URUSAN PEMERINTAHAN Qﬂ'e"r;”r'f"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) _ ]
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
101 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan ;RDL,JASr\jA(;\‘pPEEl\’j\TI;g:EZﬁHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) B :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
102 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Penyediaan Jasa Penunjang Dana Alokasi Umum (DAU)

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan Daerah




103

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor

104

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

105

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

106

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-
Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem
Kesehatan

107

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-
Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar

2.480.000.000,00

2.280.000.000,00

200.000.000,00

108

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

109

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan
Sistem Kesehatan

110

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

111

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan
Sistem Kesehatan

112

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

113

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
BOK Kabupaten/Kota

163.238.000,00

163.238.000,00

114

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

115

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

116

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

15.968.000.000,00

15.572.400.000,30

395.599.999,70

117

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang
Ditentukan Penggunaannya Bidang
Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

4.527.453.190,00

4.327.453.190,00

200.000.000,00




118

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU)

119

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
BOK Kabupaten/Kota

120

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

121

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

122

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

123

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

124

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

125

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

126

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

127

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

128

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

129

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

130

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

131

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

132

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

10




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

133 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKM dan UKP Kewenangan Puskesmas B -
KESEHATAN MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Fasilitas
134 :”JVRALJJIS‘:"(\‘AT\‘EGM;;;':;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Pelayanan Kesehatan untuk DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKM dan UKP Kewenangan Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Fasilitas
135 \l,JVRAlJJIS;‘L\‘AZEéVI:;;':;ﬁ_}-LA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Pelayanan Kesehatan untuk DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- 110.826.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKM dan UKP Kewenangan BOK Kabupaten/Kota e 110.826.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota
. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan -
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang
136 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N Ditentukan Penggunaannya Bidang 558.693.300,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah - 558.693.300,00 -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
P BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
137 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 59.529.510,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 56.529.510,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
138 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 67.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 66.000.000,00 1.500.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
139 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 40.892.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 38.892.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
140 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 76.844.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 74.844.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
141 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 21.198.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 21.198.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
142 \lIJVRAleSBA"(\‘A'I)\IE(":\A;E;ﬁ;G'F:\?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 33.093.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 193000 33.093.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
143 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 83.051.810,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 81.051.810,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
144 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . . 80.336.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 79.500.000,00 836.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
145 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 113.346.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 112.346.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
146 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 79.357.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 69.784.197,12 9.572.802,88
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN . -
147 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 42.288.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN

Kesehatan untuk UKM dan

Puskesmas

42.288.000,00
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PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

148 EVEAJ&V».ASEGLEYELTEQ:& R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 5949582000 | ¢4 495 850,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
149 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 27.217.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 27.217.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
150 :",JVRALJJISBA"(\‘A’:\‘EG'\A;;;’:;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 43.979.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 43.979.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
151 \l,JVRAlJJIS;‘L\‘AZEéVI:;;':;ﬁ_}-LA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- 86.091.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota T 83.091.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan -
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang
152 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N Ditentukan Penggunaannya Bidang 315.881.539,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah - 315.881.539,00 -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
P BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
153 :",JVRALJJISBA"(\‘A’:\‘EG'\A;;;’:;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
154 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 300.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 300.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
155 \l;\;leSBA";‘AT\IEé\A::;ﬁ;ﬁ_HA?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
156 \lj\/'TALJJfBA";‘AT\jE(’;\A:EAﬁ;ﬁ'HA?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
157 :/Jv:ljls;"(\‘AT\jE(’;w;;Lﬁ;ﬁi?\lN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
158 \lIJVRAleSBA"{\‘A'I)\IE(":\A;;lﬁ;G;?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
159 :,JVRALJJISBA";‘AT\‘EG'\ABE;;’:;GT:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
160 \lIJ\IZLJJIS;"(\‘AFI'\IE(;\ABE;lﬁlﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
161 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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162

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

163

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

164

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

165

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

167

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

168

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Non
Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

169

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

170

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

171

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

172

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

173

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

174

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

175

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

176

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

17 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
178 :",JVRALJJIS‘:"(\‘A’:\‘EG'\A;;;’:;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
179 \lIJ\IRAlJJIS;‘L\‘AT\‘E(';\A::;’:;ﬁiA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
180 \l;\;ljlsBA";‘AT\‘EG'\A;:;ﬁ;ﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
181 \L/J\IFTALJJISBA"(\‘AT\IE('SVI:;;’:/IGT:IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
182 :IJV'T':JJISBA";‘AT\IE('%\/I;:FL’::IA‘I'F,"\?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
183 :,JVRALJJISBA\’{\‘AT\‘EG'\A;E;ﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
184 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N 15.356.304,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 15.356.304,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
185 \l;\IRAleS;"(\‘AT\JE(:‘,\A;;iﬁ;G:?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
186 \L/JJLLJJISBA‘L\‘A’:\‘EG'\A;;;’:;GT:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
187 :}JVRALJJISBA";‘AT\‘EG'VI;EA’:;GFLA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
188 \llJvRAleSBA"{\‘AT\‘E(';\A;:;ﬁ;ﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
189 :IJV:leSl:\"(\‘AT\IE('S\A:;;ﬁ;ﬁ'FL?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
190 \lIJvRAleSBA\’{\‘AT\‘E(';\A;;;ﬁlﬁ:?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
191 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

192 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
193 :’,JVRALJJISBA"(\‘A’:\‘EG’\A;;;’:;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
194 \lIJVRAlJJISBA";‘AT\‘E(’SVI::;’:;ﬁiA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
195 \l;\;leSBA";‘AT\IE(’;\A::;ﬁ;ﬁi%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
196 \L/JVTJJISBA‘L\‘AT\IE(’;\A;;;’::?&%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
197 :IJV'T':JJISBA"I\‘AT\IE(’;VI;:;’::IA‘I'F/:?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
198 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG’\A;;ﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
199 :IJVRAleSBA"(\‘AF;\IEG'\ABEEILE;ﬁ:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan .
URUSAN PEMERINTAHAN _ URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Dana Alokasi Umurm (DAU) DAK Non
200 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota P
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
201 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 64.700.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 61.700.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
202 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N 25.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 23.900.000,00 1.500.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
203 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 37.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 36.600.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
204 :IJv:leSl:\"(\‘AT\IE(’;\A;s;ﬁ;ﬁ'FL?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 40.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas U 40.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
205 \l/JvRAljfBA\’{\‘AT\]E(';\A;E;ﬁlﬁi?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 25.575.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 25.575.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
206 :‘IJVRALJJISBA"{\‘A’:\IEG'\ABEEIL’EXG'T\/?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 80.400.000,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 79.400.000,00 1.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

207 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 34.000.000,00 | 35 550 000,00 1.500.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
208 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 41.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 40.600.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
209 \llj\liljls;";‘AT\‘EgA::;’:;ﬁiANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 39.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 36.200.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
210 \l;viljls;";‘/\l:\i’;w;:;ﬁ;ﬁi?\:\‘ Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 43.200.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 43.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
211 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 55.950.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 53.950.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
212 :/JvzljfBA\'(\‘AT\jE(’;w;:;’:;ﬁi%N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 76.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -O00.000, 76.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
213 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG'\ASEAﬁ;ﬁ_HA?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 23.100.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -100.000 23.100.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
214 :IJVRAleSBA"(\‘AF;\IEG'\ABE;ILz;ﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 46.300.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 46.300.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
215 \l;\IRAleS;"(\‘AT\IE(:‘n\A:;lﬁ;Gi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 63.600.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 60.600.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan N
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Y 8su - v e e 286.226.193,00 100.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
P BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
217 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 850.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 850.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
218 \llj\liljjls;"(\‘AT\lEéw::;’:;ﬁiANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 6.680.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 6.680.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
219 \L/J\;LJJISBA";‘AT\‘E(’;\A;;;’ELGT:\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 1.774.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas o 1.774.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
220 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 774.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 774.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
221 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 5.580.000.00
BIDANG KESEHATAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Puskesmas T 5.080.000,00 500.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR
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PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

222 E\/EAJQV».ASEGLEYEK/Z:& R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 850.000,00 | g4 500,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
223 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 778.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 778.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
224 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 2.295.190,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 2.295.190,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
225 \l/J\[RAljjls;"(\‘AT\jE(’;w:;ri’:;ﬁiA[\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 11.128.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 11.128.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
226 \L;\I';Lj?;yAilEé\A;:;':;ﬁ_i?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 3.534.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 3.534.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
227 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 814.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 814.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
228 \llJvRAleSBA\'{\‘AT\‘E(’;\A;:;ﬁ;ﬁi?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 3.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas =008 688 3.600.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
229 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG'\ASEAﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 6.008.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 108000 6.008.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
230 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N 976.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 976.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
231 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 760.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 760.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
232 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 52.005.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 52.005.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
233 :/Jvzljf;\'(\‘AT\]E(’;w::riﬁ;ﬁ'HA?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
234 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 12.013.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 11.013.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
235 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 4.800.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas

4.800.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

236 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 2:400.000,00 | 5 454 000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
237 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 10.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 9.800.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
238 \lIJVRALJJIS;‘L\‘AT\‘E(’S\ABE:;’:;ﬁ:A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
239 \lj\[iljls;"(\‘AT\jE(’;w::;ﬁ;ﬁi?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
240 \L/J\;TALJJISBA‘L\‘AT\‘E(’;A;;;’:/IGFX:\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 4.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 4.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
241 :IJVI;leSBA‘I(\IAI:\‘E(l;\A;:;l:;ﬁr}'LA’\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 25.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -<00.000, 25.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
242 :,JvRAleSBA\’;‘AT\‘EG'\A;E;ﬁ;ﬁ_HA?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 4.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -600.000 4.800.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
243 :IJVRAleSBA"(\‘AF;\IEG'\ABEEILE/Iﬁ'F/‘&?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
244 \l;VRALJJIS;C‘AT\‘Eé\A:E;ﬁ;ﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 7.200.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 7.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
245 \L/JVILLJJISBA‘L\‘A’:\‘E(’;\A;;;’:;G_FXLN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 5.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 5.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
246 :}JVRALJJISBA";‘AT\‘EGNI;;L’:;?&A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
247 \lIJVRAleSBA"{\‘AT\IE(";VI;:ILﬁ;ﬁ:?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas SO8.000 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan R :
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Kinerja Tahun Berjalan,DAU yang
248 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) Ditentukan Penggunaannya Bidang 700.396.400,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah - 700.396.400,00 -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
P BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
249 \'}Jv';ljlséQ"(\‘AT\‘EgA;:;’:;ﬁiANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN . -
250 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN

Kesehatan untuk UKM dan

Puskesmas

18




PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

251

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

252

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

253

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

254

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

255

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

256

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

257

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

258

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

259

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

260

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

261

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

262

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

263

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

264

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
Kinerja Tahun Berjalan,DAU yang
Ditentukan Penggunaannya Bidang
Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

19




265

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

266

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

267

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

268

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

270

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

271

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

272

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

273

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

274

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

275

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

276

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

277

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

278

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

279

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
Puskesmas

20




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-

280 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂism Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota B -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
281 :”JVRALJJISBA"(\‘A':\‘EG'\A;;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 11.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas U 11.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
282 \l,JVRALJJISBA";‘AT\‘EgI::;’:;ﬁI:A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 14.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 13.400.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
283 \lj\lileSBA"{\‘Al:\lE(';w::;ﬁ;ﬁi?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 16.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 16.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
284 \L/J\;LJJISB/\’;‘AT\‘E(';\A:;;’::?&/:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 10.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 10.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
285 :/JvzljfBA\'(\‘AT\jE(’;w;:;’:;ﬁi%N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 11.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 400.005, 11.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
286 :IJVRALJJISBA"{\‘A'I)\IEG'\ABEEILEXGT\?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 8.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -500.000 8.800.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
287 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N 7.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 7.300.000,00 500.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
288 \l;\IRAleS;"I\‘AT\IE(:‘.\A:;iﬁIIG:\T\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 18.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 18.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
289 \L/J\/[;LJJISBA";‘AT\IE(';\A:;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 32.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 32.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
290 \'}JVRALJJISBA";‘AT\‘EG'\/I;E;’:;GFLA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 14.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 14.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
291 \lIJVRAleSBA"{\‘AT\IE(’S\A::FLﬁZﬁ':\?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 8.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 8.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
292 :/Jv:ljls;\"(\‘AT\jE(';w;;;ﬁ;ﬁ:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 12.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 12.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
293 \lIJvRAleSBA\’{\‘AT\‘E(';\A;E;ﬁ;ﬁ:?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 10.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 10.600.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
294 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 21.600.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas

21.600.000,00

21




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

295 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 39.600.000,00 | 3¢ £60.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
296 ;JV[{ALJFQ\L“AT\IEG’W;;;':/IG'FIL%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Dana Alokasi Umum (DAU)
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan - .
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Kinerja Tahun Berjalan,DAU yang
297 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N Ditentukan Penggunaannya Bidang
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah - - -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
P BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
298 \l/JlejlfBA\’(\‘AT\]E(';\A;;;ﬁ;ﬁ:?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 17.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 17.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
299 :‘IJVRALJJISBA"{\‘AFI'\IEG'\A;E;ﬁ;G:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 14.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 13.000.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
300 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 21.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 20.600.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
301 \lj\;ljls;";‘/\':\i’;w::;ﬁ;ﬁiﬁ:\‘ Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 5.600.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 25.600.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
302 \lj\/ileSBA"{\‘AT\IE(';\ABEEAE/IﬁrF/:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 16.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR ese BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 16.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
303 :/Jv:ljfBA\’(\‘AT\]E(';\A;;iﬁ;ﬁ:%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 12.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 12.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
304 \lIJvRALJJISBA"{\‘AT\‘Eé\A;E;ﬁ;ﬁi?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 20.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -400.000 20.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
305 :’,JVRALJJIS‘:"(\‘A’:\‘EG’\A;;;’:;GFXLN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 16.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 16.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
306 \llj\/iljjf;\’(\‘AT\jEéw::[i’:;ﬁiANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 17.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 17.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
307 \L/JV'TALJJISBA";‘A’:\‘E(’;A:;;’:;GFXLN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 29.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 29.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
308 :/Jv';ljféA\’(\‘AT\]E(’;w;:;’:;ﬁi%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 22.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 22.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN i -
309 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 19.400.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN

Kesehatan untuk UKM dan

Puskesmas

19.400.000,00
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PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

310 E\/EAJQV».ASEGLEYEK/Z:& R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 8.125.000,00 | ¢ 155 000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
311 \lIJvRAleSBA"{\‘AT\IE(';\A;E;ﬁlﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 13.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 13.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
312 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 22.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 20.000.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
313 \l,JVRAlJJIS;‘L\‘AZEéVI:;;':;ﬁ_}-LA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
314 \L;\I'llj?;yAT\lEé\A;;;':lﬁ'i?vN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
315 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N 800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
316 \lIJVRAleSBA"{\‘AT\IE(’S\A::FLﬁZﬁ':\?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
317 :IJVRALJJISBA"{\‘A'I)\IEG'\ABEEILEXGT\?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
318 :IJVRAleSl;\"I\‘AF;\IEG'\A;;iE/IﬁE\?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
319 \l;\IRAleS;"I\‘AT\IE(:‘.\A:;iﬁIIG:\T\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
320 \L/J\/[;LJJISBA";‘AT\IE(';\A:;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
21 :/JvzljfBA\'{\‘AT\]E(’;w;:riﬁ;ﬁ'HA?\jN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
322 \L/J\/ileSBA"I\‘AT\IE(’;\A;;;ﬁ/IﬁrFL?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
323 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

324 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
325 :”JVRALJJISBA"(\‘A':\‘EG'\A;;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
326 \l,JVRALJJIS;‘L\‘AT\‘EgA::;’:;ﬁ&A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 2.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
327 \lj\;ljls;";‘/\l:\féw::;ﬁ;ﬁ&%’\‘ Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
328 \L/J\/'TALJJISBA‘L\‘AT\IE(';\A:;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
329 ;Jv';ljlséA"(\‘AT\‘EgA;:;’:;ﬁiANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
" Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan - .
330 \L/Jviljfé\&fa“ﬂ;gﬁmm Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan E'ifee:fug:up"e:erﬂaa?nof: ;iac;]algn 161.107.672,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah 88 - v 8 e 161.107.672,00 -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
P BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
331 \lj\/ileSBA"{\‘A'I)\IE(';\A:EAE/I?:/:?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 312.295.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR ese BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 309.295.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
332 :IJV:leSBA"l\‘AFI,\IE('%\A;;iﬁ;ﬁ'F/‘\?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 188.160.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 185.160.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
333 \lIJvRALJJISBA\’{\‘AT\‘Eé\A;E;ﬁ;ﬁFL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 231.968.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -208.000/ 229.968.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
334 :”JVRALJJISBA"(\‘A':\‘EG'\A;;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 245.759.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 241.759.000,00 4.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
335 \llj\;ljls;";‘AT\lEéw;:;’:;ﬁ&ANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 150.232.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 148.732.000,00 1.500.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
336 \L/J\/'TALJJISBA‘L\‘AT\IE(';\A::;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 225.748.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 220.748.000,00 5.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
337 \'}Jv';ljlséA"(\‘AT\‘EgA;:;’:;ﬁiA,\lN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 220.186.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 217.807.060,14 2.378.939,86
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
338 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 242.313.000,00
BIDANG KESEHATAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Puskesmas T 238.713.000,00 3.600.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR
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PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

339 mﬁgﬁﬁiﬁmgms R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 256.153.000,00 | 553 153 090,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
340 \lIJvRAleSBA"{\‘AT\IE(';\A;E;ﬁ;ﬁi?\lN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 224.764.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 222.764.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
341 :",JVRALJJISBA"(\‘A’:\‘EG’\A;;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 157.812.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 153.812.000,00 4.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
342 \lIJ\IRAlJJISBA";‘AT\‘E(’;\ABE:;’:;ﬁI:A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 210.372.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 205.572.860,33 4.799.139,67
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
343 \L;\I';Lj?;yAi‘Eé\A;:;':lﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 151.271.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 148.271.000,00 3.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
344 \'}JVRALJJISBA";‘AT\‘EG’\/I;;L’:;?&A’\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 221.485.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 465000/ 219.485.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
345 \lIJVRAleSBA"{\‘AT\IE(’S\ABE:ILﬁZﬁ'FL?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 282.341.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -35L000/ 280.341.000,00 2.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
346 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 900.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 900.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
347 :IJVRAleSl;\"{\‘AT\IEG'\ABEEILE/Iﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 1.958.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 1.958.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
348 \l;\IRAleS;"I\‘AT\IE(:‘.\A:;lﬁIIG:T\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 6.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 6.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
349 \L/J\IITALJJISBA"I\‘A’:\IE(’S\ABESL’ELG'FX:\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 2.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
350 :/Jv'j\ljlsBA"{\‘AT\]E(’;v';:;ﬁlﬁ'HA?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 15.250.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 15.250.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
351 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 1.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 1.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
352 :/Jv:ljfBA\’(\‘AT\]E(’;\A;;lﬁ;ﬁi%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 1.500.000,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 1.500.000,00 -

DENGAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

353 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 1.500.000,00 | 504 000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
354 :’,JVRALJJISBA"(\‘A’:\‘EG’\A;;;’:;GFX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 4.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 4.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
355 \l;\liljls;yAzEgA::;’:;ﬁriANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 2.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
356 \l;\;leSBA";‘AT\‘E(’;\A::;ﬁ;ﬁ&?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 1.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 1.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
357 \L/JVTJJISBA";‘AT\‘E(’;\A:;;’:/IGFL%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 1.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 1.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
358 :IJV'T':JJISBA";‘ATVE(’%VI;:FL’::IA‘I'F,’:?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -400.000 2.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
359 :,JVRALJJISBA\I{\IAI"\‘EGNI;E;ﬁ;?r}-L?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 4.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -L00.000 4.000.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
360 :IJVRAleSl;\"(\‘AF;\IEG'\A:EILz;?;\?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 1.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 1.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
361 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 31.156.997,60
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 31.156.997,60 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
362 \L/J\I’TALJJISBA"(\‘A’:\IE(’S\A;E;’ELGFXLN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Dana Alokasi Umum (DAU) R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah ! - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
363 \'}JVRALJJISBA";‘AT\‘EG’\/I:E;’:;GFLA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 17.061.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 17.061.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
364 :IJvRAleSBA\'{\‘AT\‘E(’;\A;:;ﬁ;ﬁ_HA?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 6.800.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 6.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
365 :IJVleIS;\"(\‘AT\IE(';\A;:;ﬁ;ﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 11.776.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 11.776.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
366 \lIJvRAleSBA\’{\‘AT\‘Eé\A;;;ﬁ;ﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 13.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 13.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
367 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.475.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas

9.475.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

368 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 13800.000,00 |43 g5 000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
369 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 28.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 27.000.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
370 \l;\liljls;yAzEé\A::;’:;ﬁiANN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 22.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 21.000.000,00 1.400.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
371 \lj\lileSBA"(\‘Al:\lE(';w;:;ﬁ;ﬁi?\lN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 18.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 18.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
372 \L/JVTJJISBA";‘AT\‘E(';A;;;’:IGFL%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 15.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 15.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
373 :IJV'T':JJISBA"I\‘ATVE('SVI;:FL’::IA‘I'F/:?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 10.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -e00.000, 10.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
374 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG'\A;;ﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 6.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas ->00.000 6.500.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
375 :IJVRAleSBA"(\‘AF;\IEG'\A:EILzlﬁ'FL?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 2.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
376 \l;\IRAleS;"(\‘AT\IE(:‘:\A;EFLﬁXG:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 10.800.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 10.800.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
377 \L/J\I’TALJJISBA"(\‘A’:\IE(';\ABEE;’:;GFX:IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 8.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 8.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan .
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BgOK Dinas-B(E)K Kabupaten/Kota T 420.000.000,00 75.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota P
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
379 \lIJVRAleSE;A"{\‘AT\IE(’S\A;:I;ﬁ;ﬁ'F/:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Dana Alokasi Umum (DAU)
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
380 :/Jv:ljf;\\’(\‘AT\]E(';w;s;ﬁ;ﬁi%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
381 \lIJvRAleSBA\’{\‘AT\‘E(';\A;E;ﬁ;ﬁ_FL?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
382 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

383 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
384 :",JVRALJJISBA"(\‘A’:\‘EG’\A;;;':;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
385 \l;\liljf;yAzEgA;:;':;ﬁiA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
386 \l;\;leSBA";‘AT\IE(’;\A;:;ﬁ;ﬁ_HA?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
387 \L/J\/'TALJJISBA"(\‘AT\IE(’;VI;SL':/IGT:\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
388 :IJV'T':JJISBA";‘ATVE(’;VI;:;'::IA‘I'F,"\?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
389 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG’\A;;ﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas B B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
390 :IJVRAleSBA"(\‘AF;\IEG'\A;;m/Iﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
301 \l;\IRAleS;"(\lAT\IE(:‘.\A;EFLﬁIIG:T\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
392 \L/JVILLJJISBA";‘A’:\‘E(’;\A;;;':;ﬁi/:\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
393 :}JVRALJJISBA";‘AT\‘EG’VI;;L':;GFLA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
394 \lIJvRAleSBA‘I{\IAI:\‘E(I;\/I;:;ﬁ;ﬁ-}-L?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
395 :/Jv:ljlsé\"(\‘AT\lE(’;w:;;ﬁ;ﬁi?\lN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- 235.774.606.25
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota o 235.774.606,25 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
396 szljfé\yAT“Eé\A;é{;ﬁlﬁ_i?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 3.975.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 3.975.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
397 :‘IJVRALJJISBA"{\‘AT\IEG'\ABE;IL'I\:XG'FI‘;:\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.000.000,00
BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 9.000.000,00 -

DENGAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

398 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 22.700.000,00 |5 260.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
399 :"’JVRALJJISBA"(\‘AT\‘EG’\A;;;':;G_FX:‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.300.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 9.300.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
200 \lIJ\IRAlJJISBA";‘AT\‘E(’;\ABE;;':;ﬁ:A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 13.450.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 13.450.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
201 \l;\;leSBA";‘AT\‘E(’;\A;:;ﬁ;ﬁi?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK £.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 8.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
202 \L/J\;LJJISB/\’;‘AT\‘E(’;\A;;;':/IGT:\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 11.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 11.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
203 :/Jv';ljfBA\'(\‘AT\]E(’;\A;:;':;ﬁi%N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -400.000 9.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
404 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG'\ASEAﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 40.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas ->00.000 39.755.114,37 744.885,63
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
205 :’JVRAleSBA‘:\‘AF’:‘EG’\A;;;ﬁ;ﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 18.750.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 18.750.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
206 \l;\IRAleS;"(\lAT\IE(;\A:EFLﬁ;G'FLT\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.400.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 9.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
207 \L/J\IITALJJISBA"(\‘A’:\IE(’S\A;;;':;ﬁ'T:\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 14.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 14.500.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
208 :}JVRALJJISBA";‘AT\‘EGNI;E;':;?&A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.950.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 9.950.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
409 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 11.950.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 10.950.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
410 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan N y 13.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 12.400.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
M1 ;Jvzljfé\\?ATuEé\A;é{;ﬁ;ﬁiﬁN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- 192.271.500,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota R 192.271.500,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN - "
12 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

BOK Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

413 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 21.200.000,00 |1 550.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
214 :’,JVRALJJIS‘:"(\‘A’:\‘EG’\A;;;’:;GFXLN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 5.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 5.600.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
215 \lIJVRALJJIS;";‘AT\‘E(’;\A::;’:;ﬁI:A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 12.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 12.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
216 \l;\;leSBA‘l‘\IAI:\‘EGIVI::;ﬁ;ﬁ—FL?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 15.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 15.200.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
217 \L/JVTJJISBA";‘AT\‘E(’;\A:;;’:/IGFL%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 6.900.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 6.900.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
218 :IJV'T':JJISBA";‘ATVE(’%VI;:FL’::IA‘I'F/:?\IN Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 5.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas fesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 00000 5.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
419 :,JVRALJJISBA\’;‘AT\‘EG'\ASEAﬁ;ﬁ_FL?\‘N Di Kesehat URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 7.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR inas Resehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -200.000 7.200.000,00 B
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
220 :IJVRAleS:"(\‘AT\IEG'\A:;ILz;ﬁ:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 12.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 12.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
421 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . ) 9.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 8.200.000,00 1.000.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
222 \L/JJLLJJISBA";‘A’:\‘E(’;\A:;;’:;GFXLN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 8.450.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas R 8.450.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
223 :}JVRALJJISBA";‘AT\‘EGNI:E;’:;GFLA’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 8.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas e 8.000.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
224 \llJvRAleSBA\'{\‘AT\‘E(’;\A;:;ﬁ;ﬁi?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas - -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
225 :IJVleIS;\"(\‘AT\IE(';\A;:;ﬁ;ﬁ'FL?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 3.600.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 3.600.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
226 \lIJvRAleSBA\’{\‘AT\‘E(';\A;;;ﬁ;ﬁ:?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 8.400.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas T 8.400.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
227 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 21.200.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas

21.200.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-

428 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 102.840.000,00 | ;5 g40.000,00 -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
429 m’xgﬁ’:fjﬂmzﬂis R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 180.846.000,00 178.846.000,00 | 5 155 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
430 m’xgxs:if:mzﬂ:s AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 97.030.000,00 97.030.000,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
431 \IQ?I\:IGBA‘:\IAI:SL;EE:/::’?)'\/‘\S AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 118.745.000,00 115.745.000,00 | 3 436 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
432 ‘[’)"E’xgﬁgfuifiz’::ﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 121.293.000,00 119.293.000,00 |, 434 600,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
433 m’m;ﬁgfjfimm)’:s R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 75.181.000,00 7518100000 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
434 mﬁ?&ﬁfjﬂmgﬂis R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 131.858.000,00 129.858.000,00 | 5 155 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
435 m’xgx’:&iﬂmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 104.261.000,00 101.261.000,00 | 5 155 600,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
436 mﬁgALAEEGLE\E:Ei:%ZS AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 139.281.000,00 136.281.000,00 | 5 436 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
437 \I;\g?\IJIGBA‘:\IA’I;fLAB\E::i:’?)’\LS AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 151.807.000,00 146.807.000,00 | 5 1, 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
438 m’xgxs:jfﬁm:ﬁ% AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 116.183.000,00 116.183.000,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
439 m’ngrgfjfimzﬁis R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 81.574.000,00 81.574.000,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
440 m’xgxsfjﬂngis R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 115.789.000,00 113.789.000,00 |, 455 600,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
) URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
441 mﬁ?&?&if:;im)’:s AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 125.066.000,00 122.066.000,00 | 5 434 090,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
a2 WA YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 186.439.000,00 186.439.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

443 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas 82.376.000,00 80.376.000,00 | 55 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD),Dana Alokasi Umum
. (DAU), Insentif Fiskal Untuk
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan L
444 mlj?m?gﬁlﬁm Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan ::EEIT::\gnaaanDKI-I\TJerJaanTagiL:Zntukan 3.127.891.941,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Pen unaann a Bi\::iang 3.386.641.941,00 : ! o 258.750.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota B8 v 8
Kesehatan,Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rokok,Pendapatan Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
445 m’xgxssjfﬁm:ﬁ% R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota 48.465.000,00 48.465.000,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan - .
446 \l;\IRALJJIS;"(\‘AT\IE('S\A;EFLﬁ/T\ﬁ:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Elirt‘:r?:ul::L:’ne:e”jr:aar;’r?r?g ;ia;agn 9.119.339.038,49
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Kesehatan Pendgag atan B;/ i Hasil ﬁa,ak 10.000.000.949,40 . ) U 880.661.910,91
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota R, P e )
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
447 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Ditentukan Penggunaannya Bidan 1.081.998.557,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Keseh:tan gey v e 1.159.738.557,00 . ) o 77.740.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
448 :IJV:leS;\"I\‘AFI,\IE(’%\A;;;ﬁ;ﬁ:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
449 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂism Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 967.693.973,00 963.753.76142 | 3440211,58
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
450 mﬁ?&’*g‘fj&ﬁmﬁﬂis R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 709.050.639,00 707.050.639,00 |, 130,000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
451 m’xgﬁgﬁfﬁmﬁms AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 833.754.937,00 830.794.937,00 | 3 400.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
452 m’xgﬁg&:ﬂmgﬁism Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 643.139.272,00 639.392.018,41 | 5247 553,59
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
453 mﬁgg&’*&ﬂfﬁmgg’:sw Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 593.323.048,00 589.828.484.22 | 3 494.563,78
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN X
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
454 m’ng‘ﬁgfjfﬁmzﬁism Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 760.831.10,00 760.831.190,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
455 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 695.355.309,00 693.355.309,00 |, 100.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten/Kota

Kapitasi JKN pada FKTP
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya
Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana

436 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬁ%m Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 807.152.153,00 805.152.153,00 | 5 160.000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
457 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . y 1.100.189.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 1.105.189.882,00 5.000.882,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
n URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
458 m’xgxs:if:mzﬂ:s AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 439.415.364,00 434.769.733,90 | 4 64562410
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
459 \IQ?I\:IGBA‘:\IAI:SL;EE:/::’?)'\/‘\S AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 468.962.088,00 465.962.088,00 | 3 130 000,00
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
460 ‘[’)"E’xgﬁgfuifiz’::ﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 625.991.888,00 620.442.628,31 | ¢ 549 559,69
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
461 ‘S’E/m?ALASEGLifARmm)’XSAR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 333.023.718,00 329.056.338,39 | 546737961
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN
X URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
462 mﬁ?&ﬁfjﬂmgﬂism Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 505.668.647,20 501.759:553,37 | 3 909.093,83
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana
463 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan . N 1.026.518.581,94
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana 1.030.613.380,00 4.094.798,06
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kapitasi JKN pada FKTP
Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Tahun Sebelumnya,DAU yang
464 m’m;ﬁgfjfimm)’:s R Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Ditentukan Penggunaannya Bidang 364.943.800,00 364.943.800,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
265 a;ﬂf;y;\fgg:;’:;ﬁ:ﬂ“ Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- }
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
266 \L/J\/iljls;"(\‘AT\lE(';wBE;;ﬁlﬁi?\jN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan Dana Alokasi Umum (DAU) R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah ! -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
267 \l/Jva\lfBA\’(\‘AT\jE(’;\A;éiﬁ;ﬁ:ﬁN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah BOK Kabupaten/Kota -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
268 \lIJVRAleSBA"{\IA'I)\IE(":\A;;lﬁlG:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN -
269 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 2.000.000,00 2.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

470 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂis AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
a1 :",JVRALJJIS‘:"(\‘A’:\‘EG'\A;;;’:;G_'—L%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
472 \lIJVRAlJJIS;";‘AT\‘Eé\A:;;’:;ﬁ:A’\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
473 \lj\liljf?yAT\lEé\A;:;ﬁlﬁ'i?\lN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
2474 \l/JVTJJISBA";‘AT\‘EgA:;;’:/I?&%N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
475 :IJV'T':JJISBA";‘ATVE('%VI;::::IA‘I'F,’:?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
476 :IJVRALJJIS:"(\‘AT\IEG’\A;E&;G}:\?\JN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK :
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
477 :IJVRAleS:"(\‘AF;\IEG’\ABEEILz/IG'F/‘S\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
478 \l;\IRAleS;"(\‘AT\IE('S\A:;iﬁ/IG'F/‘S\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
479 \L/Jv’lleSBA";‘A’:\‘EgA;;;’:;ﬁi/:\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
480 m’xgxs:jfﬁm:ﬁ% AR Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah | Puskesmas 1.250.000,00 125000000 |
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
281 \llJvRAleSBA"{\‘AT\‘E(';\A;:;ﬁ;ﬁ_HA?\‘N Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Penyediaan Layanan
482 :IJV:leS;\"(\‘AT\IE(’S\A;s;ﬁ;G'FL?\IN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas -
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Sistem .
483 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Informasi Kesehatan Secara DAU yang Ditentukan Penggunaannya 55.170.000,00 55.170.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Terint . Bidang Kesehatan -
KESEHATAN MASYARAKAT erintegrasl
EME
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN B’;/O-\sﬁill\i/lSEPHrTBNUHAN Penyelenggaraan Sistem
484 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan Informasi Kesehatan Secara Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Terintegrasi
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas

485 mﬁgﬁgfjfﬁmzﬂism Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Pelayanan Kesehatan Tingkat | D2n@ Alokasi Umum (DAU) -
KESEHATAN MASYARAKAT Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Pemberian Izin Praktik Tenaga .
486 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EITJL,JASI\IA(;\‘KPEES’\SIEE;’\/‘\TI\IAHAN KAPASITAS SUMBER DAYA Kesehatan di Wilayah gﬁ:th:f;'r“ F’\A'S;'E:’rzim'%"gawasa" -
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Pemberian IZ.in ?raktik Tenaga _
487 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Kesehatan di Wilayah Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN PendaYagunaan Sumber Daya .
488 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Manusia Kesehatan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Pendayagunaan Sumber Daya Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif
489 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Manusia Kesehatan untuk Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja 2.851.200.000,00 2.851.200.000,00 .
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN UKP dan UKM di Wilayah Tahun Sebelumnya B U
Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Pendayagunaan Sumber Daya _
490 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Manusia Kesehatan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) 9.372.600.000.00 8.788.199.999,40 584.400.000.60
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN UKP dan UKM di Wilayah ! e
Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Pendayagunaan Sumber Daya )
491 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Manusia Kesehatan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kompetensi . "
492 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan g:;iﬁg;;s'\::i;'\g\f%” KAPASITAS SUMBER DAYA Teknis Sumber Daya Manusia géi E:;‘u?:'tl‘e':/"K";:OK’BOK Dinas- 780.502.897,90 780.502.897,90 |
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Penirv\gkatan Kompetensi i )
493 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Teknis Sumber Daya Manusia Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR MANUSIA KESEHATAN Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM SEDIAAN FARMAs|, | Femberian lzin Apotek, Toko i
494 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;RDL:\SNA(;‘KPE?S:Z'T'\LT’fHAN ALAT KESEHATAN DAN dO::%;EEZIALa:aﬁZS:;}E:E" gﬁ:t“;"ai FM'S'a'::rZ';KB'Pe”gawasan 73.697.099,00 73.697.099,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR MAKANAN MINUMAN -
Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, . . -
495 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan g:;iﬁg:é’:ﬁi;’g\f“’*” ALAT KESEHATAN DAN ;fsjﬁi' ,:;;"k::;:”,\'jfi'r"s;ta“nk gﬁ:t%‘:r“ F’\A'S'a';:’rEEKB’PE"gawasa" 86.940.799,09 86.940.799,09 |
DENGAN PELAYANAN DASAR MAKANAN MINUMAN
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM SEDIAAN FARMAg, | Higiene Sanitasi Tempat
496 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN ALAT KESEHATAN DAN Pengelolaan Makanan (TPM) Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

MAKANAN MINUMAN

antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI,

Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post

DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan

497 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ALAT KESEHATAN DAN Market pada Produksi dan 94.939.929,00 94.939.929,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN MAKANAN MINUMAN Produk Makanan Minuman Obat dan Makanan .
Industri Rumah Tangga
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran - N
498 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂﬁg‘f&“ﬁ:i;’i{,ﬁ““ MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas géE E:EUF'ZLIZ:;‘K";;SOK’BOK Dinas- -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah P
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
499 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :I';LiﬁgKPEES'\S:i'T'\g\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas EAKkNE’" Fisik-Dana BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah uskesmas
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
500 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl"DLi?gKPEZ,\éI:i;'\LTI\IAHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas EAKkN‘:: Fisik-Dana BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah uskesmas
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
501 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :IRDLiS’\@KPEi'\é':i'T'\LT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Eﬁszg::anmk Dana BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
502 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EIELASNA(’;‘KPEES'\S:/TT'\;\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas E:S'(kgs"r:;'s'k'm"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
503 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';lf’\fGNKPEES'\S:'TT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Ei'(kgst::;'s'k’Da"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran i
504 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;'E)L/strxfer\‘KPEEs’\EA:ZIT’\fr\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Ei'(kg::;'s'k Dana BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
505 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';iﬁgKP;\EA:Z'T'\g\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas EAKkNm Fisik-Dana BOK-80K -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah uskesmas
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
506 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;T)L/JxSn\ngPEEs’\gEiIT’\LTI:HAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas EASKkeNS‘:“aFS'S'k"Da"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah Y
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
507 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EIRDT’\?G'\‘KPEZ':'EZ'T'\LT’\?HAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Eﬁigg‘:‘;’s'k’m"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
508 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK B

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

KESEHATAN

Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

509 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah Puskesmas -
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
510 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂﬁg‘f&“ﬁ:i;’ﬂfm MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Efig;::s's'ma"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
511 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gﬁiﬁgKPEEs’\S:iIT’\LTI\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Efs'(kg;::s's'k")a"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
512 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl"DLi?gKPEZ,\éI:i;'\LTI\IAHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas EASKkgS‘::aZ'S'k Dana BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah Y
Kabupaten/Kota
Advokasi, Pemberdayaan,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Kemitraan, Peningkatan Peran -
513 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :IRDLiS’\@KPEi'\é':i'T'\LT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG serta Masyarakat dan Lintas Eﬁszg::anmk Dana BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN rangka Promotif Preventif DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
514 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG o o D BOK Kabupaten/Kot _
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN Ingkat Laera abupaten/Kota
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
515 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';iﬁgKP:S’:':i'T'\g\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g:atrg"m:f Preventif EAKkN"" Fisik-Dana BOK-BOK 7
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN grat Daera uskesmas
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
516 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;T)lfl\lAG’\‘KPEEs’\S:iIT’\/‘\TI\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpsgggﬁ'f Preventif E:ig::::s's'k'm"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
517 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;JEL/J;S;:(?KPE?::ZIT’\LKHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpggggaf Preventif E:;g;:;s's'k'm”a BOK-BOK .
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN : ! -
518 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';iﬁgKPEEs'\é':i'T'\g\fHAN MASYARAKAT BIDANG ::g::t':;’:r;’:f Preventif Eﬁig:::s's'k'[)a"a BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN : i -
519 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :I"Dti?gKPEi“é'Si'T'\LT’fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpsgg"r‘a’:f Preventif Eﬁigx;’s'koa"a BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN : ! -
520 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gIRDL/JASI\IA(;\‘KPEES’:IEi;"\/‘ATI\IAHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::trgggg:"f Preventif EASKkeNS‘::aFS'S'k"Da"a BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8 Y
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
521 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan vtk MASYARAKAT BIDANG ;?:g:atrgm";'f Preventif DAI Non Fisik-Dana BOK-80K )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN grat Daera uskesmas
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN -
522 WAIIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG Pelaksanaan Sehat dalam DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

KESEHATAN

rangka Promotif Preventif

Puskesmas
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Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan Sehat dalam
rangka Promotif Preventif

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

523 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan MASYARAKAT BIDANG :
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN KESEHATAN Tingkat Daerah Puskesmas -
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
524 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂﬁg‘f&“ﬁ:i;’i{,ﬁ““ MASYARAKAT BIDANG rT?:g::tF;;n:rg:f Preventif Efig;::s's'ma"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN i i »
525 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :IRDLiS’\@KPEi'\é':i'T'\LT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG ::g::‘tpsg':r;’:f Preventif Eﬁs'(kgs‘:::s's'k'oa"a BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN g
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN . i -
526 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂﬁg:&'ﬁsi:ﬂ\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpsgg"rg:f Preventif Eﬁigg"g;’s'k’[’a"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
527 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;’EL,J;S,\:AG,\‘KPEE;?:/TT’\LKHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::trggg‘rg:f Preventif EszkeN:;:an's'k’Da"a BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
528 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';lisl\lA(’i\‘KPEES’:I:i[r’\/‘\Tl\lAHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpsgggﬁ'f Preventif E:;g::::s's'k'm"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
529 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan g:;iﬁg‘KPé“::Z'T'\g\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpgg?g:f Preventif E:;g;:‘;'s'koa”a BOK-BOK .
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
RUSAN PEMERINTAHAN Promotif P if
530 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;DL/JASr\fG KESEH/F:TA’? A MASYARAKAT BIDANG ::g::t [:;’2:;’: reventi Dana Alokasi Umum (DAU) )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
531 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂ?g;é'\g;i;’f’f'*m MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tps‘a’;"rg:f Preventif Eﬁigg‘g‘;’s'k’oa"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
532 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';[f’\fGNKPEES':'Ei'T'\LT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::trggg‘rg:f Preventif Ei'(k:':::a';'s'k’Da"a BOK-BOK ]
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
533 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glRDL/JASr\fG’\‘KPEEs’:I:iIT’\LTr\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tlg'g;nrg:‘lf Preventif EASKkeN:::aFS'S'k"Da"a BOK-BOK )
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8 Y
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
534 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glglisl\lA(’i\‘KPEES’\::Z[r’\/‘\Tl\lAHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpgg?r;:'f Preventif E:igﬁ;'s'k'm”a BOK-BOK 7
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
535 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan g:;iﬁg;;s'\é':i;'\g\f“m MASYARAKAT BIDANG rT?:g:athomo:f Preventif EAKkN°" Fisik-Dana BOK-80K 7
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN grat Uaera uskesmas
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
536 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG rangka Promotif Preventif DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

KESEHATAN

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan Sehat dalam
rangka Promotif Preventif

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

537 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan MASYARAKAT BIDANG : -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN KESEHATAN Tingkat Daerah Puskesmas -
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN i i »
538 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :IRDLiS’\@KPEi'\é':i'T'\LT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG ::g:;gg:rz:f Preventif Eﬁs'(kgs‘:::s's'k'oa"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN g
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN i i -
539 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂﬁg:&'\gsi;’f’\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tpsgg"rg:f Preventif Eﬁigg";‘;’s'k’[’a"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN . " .
540 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;’EL,J;S,\:AG,\‘KPEE;?:/TT’\LKHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::trggg‘rg:f Preventif E:igﬁ;’“wa"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
541 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;T;fNAgKPEES'\gEi'T'\LT,:HAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::trgg":g;'f Preventif EAsigsc:“an's'k"Da"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8 © Y
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
542 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EIELASNA(’;‘KPEES'\S:/TT'\;\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tggggalf Preventif E:S'(kgs"r:;'s'k'm"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
543 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EBJIELASIG\(;“KPEES'\S:/F-{\[F'\,‘ATI\?HAN MASYARAKAT BIDANG ::g::t':;’:r;’:f Preventif Eﬁigs‘:::s's'k'[)a"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
544 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂ?g;é’!ji;’g\f’*m MASYARAKAT BIDANG ;?:g::tps‘a’;"rz:f Preventif Eﬁigﬁ;’s'k’oa"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sehat dalam
545 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';lf’\fGNKPEES'\S:'TT’\fHAN MASYARAKAT BIDANG ;?:g::trggg‘rg:f Preventif Ei'(kgst::;'s'k’Da"a BOK-BOK -
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 8
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan - "
546 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';iﬁg‘Kpé“E":Z'T’f,\fHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat ggi E:EUF'Z:::;"K";:OK’BOK Dinas- 89.700.000,00 89.700.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah P
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
547 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EEL/J;SAAGI\IKPEESI\SEEIT’\LEHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat E:S'(keN:::an's'k"Da"a BOK-BOK 4.370.000,00 4.370.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
548 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EIRDT’\?GNKPEZ'\SSTT'\LT’\?HAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Eﬁigx;’s'k Dana BOK-BOK 20.498.000,00 19.32896317 | | 0o
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah It
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
URUSAN PEMERINTAHAN DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
549 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Puske:r:as's' ana 5.553.000,00 5.553.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pengembangan dan .
550 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG Pelaksanaan Upaya Kesehatan | DK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.437.000,00 9.437.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

KESEHATAN

Bersumber Daya Masyarakat

Puskesmas
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(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

551 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat 3.499.000,00 3.499.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah Puskesmas -
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan .
552 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';LfNAg‘KPEES'\::Z'T'\LT,\fHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat E:S'(kg;:‘aFS's'k'Da"a BOK-BOK 7.995.000,00 7.995.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
553 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan g:;irg;;s'\g:i;'f,\f“m MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat E:ig;::s's'koa"a BOK-BOK 2.416.000,00 2.416.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan i
554 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;'E)L,J;Sr\ngPEEs’\EA:ZIT’\E,\fHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Ei'(kg::;'s'k Dana BOK-BOK 11.951.000,00 11.951.000,00 | _
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
RUSAN PEMERINTAHAN DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
555 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;DL;S,G\G KESEHiTA,\f A MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Pfskes"n:as's'k ana BOK-80 3.503.000,00 3.503.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan .
URUSAN PEMERINTAHAN DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
556 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Puskes‘::as's' ana 4.172.000,00 4.172.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
557 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂ?g;é'\g;i;’f’f'*m MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Eﬁigx;s'k Dana BOK-BOK 3.000.000,00 3.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
URUSAN PEMERINTAHAN DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK
558 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat Puskes"n:‘as's' ana 2.460.000,00 2.460.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan .
559 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EIEL/L?VA(;\‘KPEEBS:,E;’\:\TI\IAHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat E:ig;’;‘:s's'k'm"a BOK-BOK 5.832.000,00 5.832.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
560 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glRDL,JASr\lA(;\‘KPEES’:IEi;"\/‘ATI\IAHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat E:S'(kg::::s's'k"[)a"a BOK-BOK 14.058.000,00 14.058.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya Kesehatan -
EME D. -Dana BOK-B
561 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG Bersumber Daya Masyarakat AK Non Fisik-Dana BOK-BOK 9.601.000,00 9.601.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

KESEHATAN

(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas
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562

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

563

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

564

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

565

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

566

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),DAU
yang Ditentukan Penggunaannya

Bidang Kesehatan

54.857.759.034,72

55.339.017.240,00

481.258.205,28

567

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

568

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

569

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

570

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

571

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

572

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

1.350.777.000,00

1.350.777.000,00

573

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

574

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

575

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

576

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

577

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

578

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

579

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

41




580

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

581

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

582

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

583

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

584

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

585

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

586

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

587

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

588

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

589

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

590

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

591

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

592

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

593

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

594

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

595

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

596

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

597

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

42




598

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

599

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

600

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

601

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

602

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

603

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

604

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

605

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

606

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

607

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

608

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

609

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

610

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

611

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

612

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

613

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

614

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

615

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

43




616

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

617

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

618

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

619

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

620

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

621

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

622

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

623

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

624

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

625

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

626

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

627

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

628

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

629

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

630

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

631

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

632

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

633

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

44




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

634 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah .
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
EME
635 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :I"DL;?QKPES'\SHZ;'\LT’?HAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perangk
636 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gIDLiSNG CESERATAN URUSAN PEMERINTAHAN D:g:'a":"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
637 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag'r':'f rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
638 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';lfNAG’\'KPEES'\SEi'TT,\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r':r"s"as' Umum Perangkat | . . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
639 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;’EL,J;S,\:AG,\‘KPEE;?:/TT’\LKHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;:s"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
640 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EIRDT’\?G'\‘KPEZ':'SZ'T'\LT’\?HAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a'us"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 30.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
641 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan g|';i?§KPEi’\€:i;'1T£HAN URUSAN PEMERINTAHAN g:z'a"rf"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN inistrasi P
642 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;DL/JASr\fG KESEH/F:TA’? A URUSAN PEMERINTAHAN g:g:'a":"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
643 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag:':rls rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
644 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESELATAN URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':; rasiiimum Perangkat | pha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
645 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glRDL/JASr\fG’\‘KPEEs’:I:iIT’\LTr\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r:r"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
646 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';[f’\fGNKPEES':'Ei'T'\LT’\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN Q‘a"e"r'a”,f"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
647 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂ?g;é'\g;i;’f’f'*m URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN inistrasi P
648 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;DL/JAS,G\G KESEH/F:TA’? A URUSAN PEMERINTAHAN g:;"r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perangk
649 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gIDLiSNG CESERATAN URUSAN PEMERINTAHAN D:;“r';:"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
650 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESELATAN URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':r:s rasiimum Perangkat | p.ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
651 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN ministrasi Umum Ferangkat | o ha Alokasi Umum (DAU) B

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

652 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah .
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
EME
653 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan :I"DL;?QKPES'\SHZ;'\LT’?HAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perangk
654 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gIDLiSNG CESERATAN URUSAN PEMERINTAHAN D:g:'a":"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
655 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag'r':'f rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
656 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';lfNAG’\'KPEES'\SEi'TT,\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r':r"s"as' Umum Perangkat | . . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
657 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EITJL,JASI\IA(;\‘KPE?I?IE,':;’\/‘\TI\IAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
658 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glﬁiﬁgKPEi'?SZ;IXTIfHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
659 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glgtiﬁngEi'\éI:i;'\LTh‘AHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
RUSAN PEMERINTAHAN
660 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan lLBJIDLiSI\fG KESEH/F:TAI\f A URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
661 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
662 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
663 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glRDL/JASr\fG’\‘KPEEs’:I:iIT’\LTr\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN Ber;'z::'s:;f::sﬁz:”s:’e‘ih Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
664 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gl';[f’\fGNKPEES':'Ei'T'\LT’\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN E?EZ::'SZ;?;&:EQ:”SEZE;,h Dana Alokasi Umum (DAU) 46.512.000,00 44512.000,00 | 5 o000
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA OUR000,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
665 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ggﬂ?g;é'\g;i;’f’f'*m URUSAN PEMERINTAHAN B‘izz::':Z;J:risstzﬁz:nézrefah Dana Alokasi Umum (DAU) 15.012.000,00 15.012.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Penyedi Penunj
666 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan ;DL/JAS,G\G KESEH/F:TA’? A URUSAN PEMERINTAHAN Uen':‘s’::':Z;iis:taﬁz:"ézfah Dana Alokasi Umum (DAU) 526.937.400,00 526.937.40000 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Penyedi Penunj
667 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gIDLiSNG CESERATAN URUSAN PEMERINTAHAN Uerz‘s’::':Z;J;is:taﬁzr‘jgz';ih Dana Alokasi Umum (DAU) 30.186.000,00 27.91657622 | 5 ,c0 4
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA :269.423,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Penyediaan Jasa Penunj
668 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESELATAN URUSAN PEMERINTAHAN uenr:::n ':Z;ei?:taﬁz:”szgfah Dana Alokasi Umum (DAU) 6.012.000,00 6.012.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Penyediaan Jasa Penunj
669 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN enyediaan ‘asa Fenunjang Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 36.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan Daerah
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670

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

48.006.000,00

48.006.000,00

671

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

18.000.000,00

17.000.000,00

1.000.000,00

672

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

38.988.000,00

38.988.000,00

673

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

36.000.000,00

36.000.000,00

674

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

12.006.000,00

12.006.000,00

675

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

24.012.000,00

24.012.000,00

676

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

42.012.000,00

40.614.864,09

1.397.135,91

677

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

65.988.000,00

65.988.000,00

678

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

24.012.000,00

24.012.000,00

679

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

60.012.000,00

60.012.000,00

680

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

681

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

682

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

54.000.000,00

54.000.000,00

683

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

20.100.000,00

20.100.000,00

684

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

685

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

686

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

687

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)
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688

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

689

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

690

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

691

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

692

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

693

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

694

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

695

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

696

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

697

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

698

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

699

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

700

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

701

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

702

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

703

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

704

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

705

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

706 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
EME
707 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EBJ|RDLiSr\f(’3\IKPEs,\:HZ[r’\,‘ATr\fHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
RUSAN PEMERINTAHAN
708 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan gIDLiSNG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
709 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
710 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
711 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan EITJL,JASI\IA(;\‘KPE?I?IE,':;’\/‘\TI\IAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
712 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glﬁiﬁgKPEi'?SZ;IXTIfHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
713 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan glgtiﬁngEi'\éI:i;'\LTh‘AHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
R N PEMERINTAHAN
714 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan lLBJIDLiSI\fG KESEH/F:TAI\f A URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
715 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
716 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan ?arang Milik )
717 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
718 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN Peningkatan Pelayanan BLUD Pendapatan dari BLUD 18.000.000.000,00 17.991.974.778,00 8.025.222.00
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA B " e
Pengelolaan SDA dan -
n Insentif Fiskal Untuk Penghargaan
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN B P Pant
Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN angun?n engamar} antal Kinerja Tahun Sebelumnya,Insentif
719 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR (SDA) pada Wilayah Sungai (W) Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja B -
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG dalam 1 (Satu) Daerah i Pengharg; )
Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN Bangunan Pengaman Pantai
Di Pek PROGRAM PENGELOLAAN
720 WAJIB YANG BERKAITAN d;a;e:a;:ia;u::“m BIDANG PEKERJAAN UMUM SUf\)/IGBER DAYA ZR?SDA) pada Wilayah Sungai (WS) Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN Bangunan Pengaman Pantai
721 WAJIB YANG BERKAITAN Z’;Za;ep:aktzgzagu::”m BIDANG PEKERJAAN UMUM zﬁfﬂiﬁ'\g:ﬂiﬂggg\‘ pada Wilayah Sungai (WS) Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ] . URUSAN PEMERINTAHAN Pengembangan dan
722 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Pekerjaan Umum | o\ ' EKERIAAN UMUM PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Sistem Irigasi Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

dan Penataan Ruang

DAN PENATAAN RUANG

SUMBER DAYA AIR (SDA)

Primer dan Sekunder pada
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Daerah Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pekerjaan Umum

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada

723 WAIJIB YANG BERKAITAN BIDANG PEKERJAAN UMUM Daerah Irigasi yang Luasnya di Dana Alokasi Umum (DAU -
DENGAN PELAYANAN DASAR dan Penataan Ruang DAN PENATAAN RUANG SUMBER DAYA AIR (SDA) Bawah 1080 Hz daglam 1 ’ (oA .
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi .
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN Primger dan Sekunder pgada Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
724 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Pekerjaan Umum | g0\ pEERIAAN UMUM PROGRAM PENGELOLAAN Daerah Irigasi yang Luasnya di | Ditentukan Penggunaannya Bidang -
DENGAN PELAYANAN DASAR dan Penataan Ruang DAN PENATAAN RUANG SUMBER DAYA AIR (SDA) Bawah 1000 Ha dalam 1 Pt_ekeqaan Umum,DAK Fisik-Bidang 5.774.063.000,00 5.774.063.000,00
Irigasi-Penugasan
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN Primer dan Sekunder pada
725 WAJIB YANG BERKAITAN Z;':]a;::a';‘;gza;ug;"g”m BIDANG PEKERJAAN UMUM zﬁfﬂiﬁ'\g :lef\lERL?SLl?:)N Daerah Irigasi yang Luasnya di | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG Bawah 1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN E':%GPREA’\"\(/IE;;’;?EZOAL’CAN Pengembangan Sistem
726 WAIJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR Penyediaan Air Minum Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG MINUM (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN Ei?lGPF:E/?\I’\g;\EI’;i;LG%ICAN Pengembangan Sistem Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
727 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AR Penyediaan Air Minum Ditentukan Penggunaannya Bidang - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG MINUM (SPAM) di Daerah Pekerjaan Umum
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN Ei?\‘GPREAN’\g;a’;iEZ%:AN Pengembangan Sistem
728 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR Penyediaan Air Minum Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG (SPAM) di Daerah
MINUM
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN E::g::llf::g:insmem i
729 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Limbah Domestik dalam Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM AIR LIMBAH
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN ::gz::llf;:giinsmem i
730 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Limbah Domestik dalam Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM AIR LIMBAH
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dins Pekerjaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN ::gz::s::g‘iinﬁstem .
731 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Limbah Domestik dalam Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM AIR LIMBAH
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN . . PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),DAU
Dinas Pekerjaan Umum Pengembangan Sistem Air X
732 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Limbah Domestik dalam yang Ditentukan Penggunaannya 20.960.000,00 8.960.000,00 12.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM AIR LIMBAH Bidang Pekerjaan Umum !
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN g::gz::ﬁaa:giinsmem
733 WAIJIB YANG BERKAITAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

dan Penataan Ruang

DAN PENATAAN RUANG

SISTEM DRAINASE

Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
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dalam Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pekerjaan Umum

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung

734 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Langsung dengan Sungai Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM DRAINASE
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN E‘:;gnzr:ebjgfzr}i;tf&ng
735 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Langsung dengan Sungai Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM DRAINASE
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN E‘:ignzr:ebjgfz'}zitfﬁng
736 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN Langsung dengan Sungai Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG SISTEM DRAINASE
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENATAAN Kabupaten/Kota, Pemberian Umum (DAU),DAU yang Ditentukan
737 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERIAAN UMUM BANGUNAN GEDUNG 1zin Mendirikan Bangunan Penggunaannya Bidang Pekerjaan 1.482.000.000,00 391.163.000,00 1.090.837.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG o . ’ o
(IMB) dan Sertifikat Laik Umum
Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah .
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN . Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
738 WAJIB YANG BERKAITAN Z;T;::aﬁzgza;ug;"g”m BIDANG PEKERJAAN UMUM Eiggm’f; E“éADL’LAGN :(Z?:‘,‘\;’:;Z?r/i';:;aézﬁgiz:an Ditentukan Penggunaannya Bidang 7.432.800.000.00 2700.000.000,00 | , o000 o
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG e . Pekerjaan Umum e R : T
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENATAAN Eae:l?:agtg:'l\/lrclxi:a:e[)n:)z;?:‘an F::\\‘[)D)AIDPaAr\ZA/[\“I:liLin?JArESQ’-‘(DAU) DAU
739 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERIAAN UMUM BANGUNAN GEDUNG Izin Mendirikan éangunan yang ISitentukan Penggunaannya' 493.000.000,00 166.800.000,00 326.200.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG e . . . !
(IMB) dan Sertifikat Laik Bidang Pekerjaan Umum
Fungsi Bangunan Gedung
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN
740 WAJIB YANG BERKAITAN g'a':]a;::aktzgzagu'::gum BIDANG PEKERJAAN UMUM ggs&;’;'& CARAAN JALAN E:E‘ézlaet';ig;f: Jalan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN
741 WAJIB YANG BERKAITAN g'a';a;::aizgza;ug;”g”m BIDANG PEKERJAAN UMUM gES\?E'T_AEZIGGARAAN JALAN E:Ezz:i’;ig/?:g" Jalan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAN PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum (DAU),DBH
Sawit,DAU yang Ditentukan
Penggunaannya Bidang Pekerjaan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM Penyelenggaraan Jalan Umum,DAK Fisik-BiL‘:la_ng Jalan-Jalan
742 m’xgﬁ’;‘fj\fﬁmzﬂis R dan Penataan Ruang ELDSEENTTKAE:,J\IA:SA%'!UM PENYELENGGARAAN JALAN Kabupaten/Kota gj’k’i‘:g::: ﬁ;‘:k;:’r::;f ;Z;j;;’:ﬁ 63.550.511.500,00 277501640576 | ¢, 275 495.094,24
Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan
Hewani),Opsen PKB
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM Penyelenggaraan Jalan . .
743 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruang BIDANG PEKERJAAN UMUM PENYELENGGARAAN JALAN Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU),DBH Sawit 592.720.000,00 590.720.000,00 2.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

DAN PENATAAN RUANG
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

744 WAJIB YANG BERKAITAN g'a';a;::aﬁgza;ug;”um BIDANG PEKERJAAN UMUM gESfERLé"\\fGGARAAN JALAN E:Ezei’iﬁm‘" Jalan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG P
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN
D
745 WAIJIB YANG BERKAITAN d';a;ep:ak;!za;ug:”m BIDANG PEKERJAAN UMUM EEst't’;"\\fGGARAAN JALAN :Ezez’iﬁf&" Jalan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG s
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM Penyelenggaraan Jalan Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
746 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM PENYELENGGARAAN JALAN Kabupaten/Kota Umum (DAU) B -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG s
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Pekerjaan U PROGRAM Penyel Jal
747 WAJIB YANG BERKAITAN d;la;e:aggza:ua:?”m BIDANG PEKERJAAN UMUM DENYELENGGARAAN JALAN K:Ef::;iﬁf;" alan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG P
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekeriaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM ;ZZ:MC’J?ERESC(:?;\,TVTZ.E,H
748 WAJIB YANG BERKAITAN e BIDANG PEKERJAAN UMUM PENYELENGGARAAN e e R Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG g
(RRTR) Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerioan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM gz::ta&;’”r;R:;c(:';:VT\f;Zan
749 WAJIB YANG BERKAITAN e BIDANG PEKERJAAN UMUM PENYELENGGARAAN e e R Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG e
(RRTR) Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerioan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi
750 WAJIB YANG BERKAITAN e BIDANG PEKERJIAAN UMUM PENYELENGGARAAN Pemanfaatan Ruang Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerinan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi
751 WAJIB YANG BERKAITAN - Penata;n i BIDANG PEKERJIAAN UMUM PENYELENGGARAAN Pemanfaatan Ruang Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekeriaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM g::ri:‘;:;igs':,::]l;'nofz':;sr"
752 WAJIB YANG BERKAITAN e BIDANG PEKERIAAN UMUM PENYELENGGARAAN o Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG 8
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekeriaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM gz:r:':j:;lgzr:,z:':]';'n‘;;":ta;"
753 WAJIB YANG BERKAITAN o Penata;n o BIDANG PEKERJAAN UMUM PENYELENGGARAAN o ai Dot Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG uang
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o
754 WAJIB YANG BERKAITAN Zglasep:ak;ﬁa:u::“m BIDANG PEKERJIAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'igta;'ater:s”ga" f:?gf;?::g;i?JAWESQH(DAU) 5 011.026.860.00 293792824800 | oo oo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA g g -311.026.860, 201,388,
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerinan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Adiministrasi Keoezawaian
755 WAJIB YANG BERKAITAN - Penata;n i BIDANG PEKERJIAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN i DaerShg Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA &
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekeriaan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Perangkat
756 WAJIB YANG BERKAITAN s Penata;n A BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN o g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerioan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Perangkat
757 WAJIB YANG BERKAITAN o Penata;n o BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN ot g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerioan Umam | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Perangkat
758 WAJIB YANG BERKAITAN o Penata;n o BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Do g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerioan Umam | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umom Perangkat
759 WAJIB YANG BERKAITAN e BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN o 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 25.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerioan Umum | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
760 WAJIB YANG BERKAITAN ) BIDANG PEKERIAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

dan Penataan Ruang

DAN PENATAAN RUANG
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pekerjaan Umum

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

761 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataan Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
762 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
763 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekeriaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
764 WAIJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
765 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penvediaan Jasa Penunian
766 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan Saeih Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penvediaan Jasa Penunjan
767 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan Saeih Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penvyediaan Jasa Penunjan
768 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan [J)aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 39.000.000,00 38.000.000,00 1.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA T
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
769 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Umum (gAU) ’ 9.760.000,00 9.760.000,00 R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekeriaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
770 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Umum (gAU) ! - R
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
771 WAIJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
772 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penataajm Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
773 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pekerjaan Umum URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
774 WAJIB YANG BERKAITAN dan Penata;n Ruan BIDANG PEKERJAAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Dinas Perumahan Pembangunan dan
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN P P
775 WAJIB YANG BERKAITAN E:l:;a:;(::ﬁasj:n BIDANG PERUMAHAN DAN ggsg&’:“: APIE NGEMBANGAN gz:i:::zst'azu’:; E)hk:;rban :(':;ee:ta'f;a';tar: l;g;‘;ruf::g:argaan 349.999.670,00 34043051528 | oo 1cs oo
DENGAN PELAYANAN DASAR ! KAWASAN PERMUKIMAN ) v ) o
Pertanahan Program Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Penataan dan Peningkatan
URUSAN PEMERINTAHAN Rakyat K:wasan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM KAWASAN Kualitas Kawasan
776 WAJIB YANG BERKAITAN Perrtm;(iman dan BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Permukiman Kumuh dengan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR ! KAWASAN PERMUKIMAN Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
Pertanahan Ha
Dinas Perumahan Peningkatan Kualitas Kawasan
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN .
777 WAJIB YANG BERKAITAN Rakyat, Kawasan BIDANG PERUMAHAN DAN PROGRAM KAWASAN Permukiman Kumuh dengan Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR
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URUSAN PEMERINTAHAN
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Pencegahan Perumahan dan

778 WAIJIB YANG BERKAITAN i BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Kumuh | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ot KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH pada Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN [R’;lisa:e'::vr:::;" URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Urusan penyelenggaraan psy | PENDAPATAN ASLI DAERAH
779 WAIJIB YANG BERKAITAN i BIDANG PERUMAHAN DAN PRASARANA, SARANA DAN P o (PAD),PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik 120.420.000,00 110620.00000 | oo
DENGAN PELAYANAN DASAR oot KAWASAN PERMUKIMAN UTILITAS UMUM (PSU) dari Sumber Lain g
URUSAN PEMERINTAHAN RD;EZ:?:‘L":SZT URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
780 WAIJIB YANG BERKAITAN o rasen BIDANG PERUMAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 77.500.000,00 37.590.000,00 | oo o
DENGAN PELAYANAN DASAR ot KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah '
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Perumahan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG A
781 WAJIB YANG BERKAITAN E:':r‘:]a:;(::;as;:n BIDANG PERUMAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;’;’i;ﬁ'ﬁf:s”gan f::‘DD)Ag QEX‘I :IZL;]%:EQH(D " 1755 843.622.00 1.755.843.622,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR ot KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ( ’
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Perumahan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o Dana Alokasi Umum
Rakyat, Kawasan Administrasi Umum Perangkat . Som
782 WAIJIB YANG BERKAITAN b e BIDANG PERUMAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN oo (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 93.000.000,00 90.000.000,00 | 5o
DENGAN PELAYANAN DASAR o KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor '
URUSAN PEMERINTAHAN E'al?/sa:elg:x:;‘;" URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
783 WAIJIB YANG BERKAITAN Permul;irnan dan BIDANG PERUMAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR portans ot KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN D”l‘(as PEK'“maha" URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG penvediann Jasa Penuni
784 WAJIB YANG BERKAITAN s:,:qa:[(m?:;asj:n BIDANG PERUMAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Uenrj“s’:n ':::q;is:taﬁzr‘jnéz';ih Dana Alokasi Umum (DAU) 28.200.000,00 28.200.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR ot KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN E;T:;:e;:vr::;;" URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik bendapatan Bagi Hasil Pajak
785 WAIJIB YANG BERKAITAN i BIDANG PERUMAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan o g oy 18.000.000,00 18.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR bt KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Dinas Perumahan .
URUSAN PEMERINTAHAN Rakyat, Kawasan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYELESAIAN Penyelesaian Sengketa Tanah )
786 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Permukiman. dan BIDANG PERTANAHAN SENGKETA TANAH GARAPAN Garapan dalam Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR ! Kabupaten/Kota
Pertanahan
. Penyelesaian Masalah Ganti
URUSAN PEMERINTAHAN E:@Z:EJ:VT:SZT URUSAN PEMERINTAHAN Ziﬂif{?xi%ﬁﬁ'm Kerugian dan Santunan Tanah
787 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Permukiman, dan BIDANG PERTANAHAN SANTUNAN TANAH UNTUK untuk Fembangunan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) 282.499.710,00 276.499.710,00 6.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Pemerintah Daerah
Pertanahan PEMBANGUNAN
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN .
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EZ:::tg;::lanZnaglf‘lzz:ertiban Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
788 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA KETENTERAMAN DAN Unum dalom 1 (atu) Dacrah | Unmom (0AU) ' 9.750.204,00 7.510.204,00 | 0000
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN KETERTIBAN UMUM Kabupaten/Kota '
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN benanganan Gangguan
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamon BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENINGKATAN Ketenteraman dan Ketertiban Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
789 WAIJIB YANG BERKAITAN P?aja o Kebakarang KETERTIBAN UMUM SERTA KETENTERAMAN DAN Umam dalam 1 (5atw) Dacrah | Umum (ﬁAU) g 5.249.796,00 2624.898,00 | L ool o
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN KETERTIBAN UMUM Kabupaten/Kota 625898/
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN atuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENINGKATAN Penegakan Peraturan Daerah | [ o e Dana Alokasi
790 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA KETENTERAMAN DAN Kabupaten/Kota dan Unmam (DAU) ' 2.000.000,00 1.000.000,00 | 4 oo
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN KETERTIBAN UMUM Peraturan Bupati/Wali Kota B
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN atuan Polisi Pamong URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN Penegakan Peraturan Daerah [ [ o e e Alokasi
791 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran BIDANG KETENTERAMAN DAN | KETENTERAMAN DAN Kabupaten/Kota dan Umum (DAU) 13.000.000,00 10880.000,00 |, 100 000 60

DENGAN PELAYANAN DASAR

KETERTIBAN UMUM SERTA

KETERTIBAN UMUM

Peraturan Bupati/Wali Kota
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PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

URUSAN PEMERINTAHAN

Satuan Polisi Pamong

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahan

Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi

& waANGEERATAN | SIS | ETERTOAN UMOMSERTA | POvYELAATAN KEoaaan | (L IEREIER | e e asesosao0 | a0 | oo oo
MASYARAKAT KEBAKARAN Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENCEGAHAN, Pencejaha"’ Pe”ge':da"a”'
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN PENANGGULANGAN, z:nm;esg:\ag:ln:?g::amnatanl Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
793 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA PENYELAMATAN KEBAKARAN | 71 PR 0RE (2000 Umum (DAU) ' 30.430.908,00 25.430.908,00 | oo
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN NON b '
MASYARAKAT KEBAKARAN
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH ]
794 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN berangkat bacrah (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana 5.071.258.000.00 266337624252 | Lo) o
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Alokasi Umum (DAU) e ’ eS8
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN » BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG A A )
795 WAJIB YANG BERKAITAN i?;;*:g;o:fe'bpaak':r‘;:\g KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN 322':,?"“' Umum Perangkat B:‘jﬁ??ﬁﬁ’)s” (DBH),Dana Alokasi 1.000.000,00 1.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN » BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG R — )
796 WAJIB YANG BERKAITAN if;;':z;o:zb?k':;:‘g KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN gggg‘f"as' Umum Perangiat B:jn??gﬁa)s” (DBH),Dana Alokasi 13.500.000,00 10.000.000,00 | 0o o
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA g
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG Administras! Umum Perangkat
797 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN o Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN . BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG A A )
798 WAIJIB YANG BERKAITAN if;;‘aaza:":('se'b';‘:g;:g KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN gg'e"r;:s"as' Umum Perangkat B:‘jﬂ??g’/xﬁs” (DBH),Dana Alokasi 500.000,00 500.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN atuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat | PENDAPATAN ASLI DAERAH
799 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN o (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana 35.000.000,00 15.000.000,00 | o 000
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Alokasi Umum (DAU) 00500
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
800 WAIJIB YANG BERKAITAN Praja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN satuan Polsi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik Dana Bag Hasil (DBH),Dana Alokasi
801 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Umam (94U} g 13.000.000,00 10.000.000,00 | 4 o0
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah '
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjang Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
802 WAIJIB YANG BERKAITAN braja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Urtian Pemerintahan Dactah | Umum (DAU) 21.600.000,00 19.600.000,00 |, 100 600,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA
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URUSAN PEMERINTAHAN

Satuan Polisi Pamong

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN

PROGRAM PENUNJANG

Penyediaan Jasa Penunjang

Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi

803 \I;VEAI\:IGBA‘:\IASSLESAR:\(&:I?)’:SAR Praja dan Kebakaran g;i:zNTIIDBUANNGL/j\’\l\TUM SERTA gi;ﬁ:’_’\: ;;';j:g;:??gm Urusan Pemerintahan Daerah Umum (DAU) 685.800.000,00 675.326.333,34 10.473.666,66
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
804 WAJIB YANG BERKAITAN Praja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
805 WAJIB YANG BERKAITAN Praja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 64.000.000,00 60.000.000,00 4.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor . . '
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
806 WAJIB YANG BERKAITAN Praja dan Kebakaran KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN d | BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM | f .
807 WAJIB YANG BERKAITAN S:nign:e;;‘fag; aNgaN | \ETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN EZ:C";::E;EU°‘:::Z:/’;2¥?” Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Informasi Rawan
808 WAIJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Bencana Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Pencegahan dan
809 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Kesiapsiagaan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA Bencana
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Pencegahan dan
810 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Kesiapsiagaan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA Bencana
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Pencegahan dan
811 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Kesiapsiagaan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA Bencana
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Pencegahan dan
812 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Kesiapsiagaan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA Bencana
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Pencegahan dan
813 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Kesiapsiagaan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA Bencana
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM Pelayanan Pencegahan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
814 WAIJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Kesiapsiagaan Terhadap Bidang Pendidikan 372.400.000,00 332.048.452,41 40.351.547.59
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA Bencana !

MASYARAKAT
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN 4 | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM | \ 4
815 WAJIB YANG BERKAITAN Ezni;’nze;:ig: angan | \ETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN ::kﬁ:;:reb”afsgi;’; 3" | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | BIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM belayanan Penyelamatan dan
816 WAJIB YANG BERKAITAN g e KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN B e o Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM belayanan Penyelamatan dan
817 WAIJIB YANG BERKAITAN o e KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN B e o Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM belayanan Penyelamatan dan
818 WAJIB YANG BERKAITAN PR KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Ao Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN § | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM .
819 WAJIB YANG BERKAITAN S:nign:e;;‘fag; aNgaN | \ETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN Ez:z;agag':”a';t;": g:;i;na Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan | BIPANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM benataan Sistem Dasar
820 WAJIB YANG BERKAITAN B e KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN benanggulongan Beneana Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM benatoan Sistem Dasar
821 WAJIB YANG BERKAITAN e poee KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN benansgulangan Bemeana Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM penataan Sistem Dasar
822 WAJIB YANG BERKAITAN B e paee KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN benanegulangan Bemeana Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 100.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN BENCANA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan | PIDANG KETENTERAMIAN DAN | PROGRAM PENUNIANG Perencanaan, Penganggaran,
823 WAIJIB YANG BERKAITAN g e KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.004,00 12.500002,00 | o o0 o
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah -200.002,
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG A
824 WAJIB YANG BERKAITAN Ezii;nze;:fagﬁ'a"ga" KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:ggi;asaier:sngan f::‘;Agﬁ.m:fafi?ﬁfmmw 1.803.002.275,00 1783.002.275,00 | |0 30000
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA g -803.002.275/ -000.000,
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN § | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG dministrasi )
825 WAJIB YANG BERKAITAN g:nignzegzszag: aNgaN | \ETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN ’;er';‘:;'i;a;'a'(;xgawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan enanggulangan | PIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat
826 WAJIB YANG BERKAITAN KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

Bencana Daerah

PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

Badan Penanggulangan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

827 WAJIB YANG BERKAITAN e poee KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN o Dana Alokasi Umum (DAU) )
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan | PIDANG KETENTERAMIAN DAN | PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat
828 WAJIB YANG BERKAITAN g e KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN o Dana Alokasi Umum (DAU) ]
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | PIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
829 WAIJIB YANG BERKAITAN o e KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN N Dana Alokasi Umum (DAU) ]
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | PIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
830 WAJIB YANG BERKAITAN PR KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN S Dana Alokasi Umum (DAU) .
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN § | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG dministrasi y
831 WAJIB YANG BERKAITAN S:nign:e;;‘fag; aNgaN | \ETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN ga;“r'a"rf"as' Umum Perangkat | . - Alokasi Umum (DAU) )
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan enanggulangan | PIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat
832 WAJIB YANG BERKAITAN B e KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN o Dana Alokasi Umum (DAU) ]
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan | PIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
833 WAJIB YANG BERKAITAN e poee KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) )
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | PIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
834 WAJIB YANG BERKAITAN B e paee KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) )
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan | PIDANG KETENTERAMIAN DAN | PROGRAM PENUNIANG Pengadaan Barang Milik
835 WAIJIB YANG BERKAITAN g e KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) ]
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan penanggulangan | PIDANG KETENTERAMANDAN | PROGRAM PENUNJANG benyediaan Jasa Penunjang
836 WAJIB YANG BERKAITAN B KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN o e o6 | Dana Alokasi Umum (DAU) _
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN § | BIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNJANG " )
837 WAJIB YANG BERKAITAN g:nignzegzszag: aNgaN | \ETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Berzz_:n ':Z;J:risstzﬁz:nézre'ih Dana Alokasi Umum (DAU) ]
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan enanggulangan | PIDANG KETENTERAMAN DAN | PROGRAM PENUNIANG benyediaan Jasa Penunjang
838 WAJIB YANG BERKAITAN KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU)

DENGAN PELAYANAN DASAR

Bencana Daerah

PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

Badan Penanggulangan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

839 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Bagi Hasil (DBH) 1.800.000,00 1.800.000,00 R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
840 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
841 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
842 WAJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Penanggulangan BIDANG KETENTERAMAN DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
843 WAIJIB YANG BERKAITAN Bencana Daerah KETERTIBAN UMUM SERTA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 196.000.000,00 4.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR PERLINDUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN Pemberdayaan Sosial
844 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial :I'ElJA?\‘AgS?:f;FINTAHAN :CR)SE\TAM PEMBERDAYAAN Komunitas Adat Terpencil Dana Alokasi Umum (DAU) - }
DENGAN PELAYANAN DASAR (KAT)
URUSAN PEMERINTAHAN Pemberdayaan Sosial .
845 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ggﬂﬁg;ﬁx;ﬁ'mwm :ggiFEAM PEMBERDAYAAN Komunitas Adat Terpencil :ﬁgny;?,intﬂf;”k?nka" Penggunaannya 222.003.147,46 208578.14746 | 1o oo o000
DENGAN PELAYANAN DASAR (KAT) e
URUSAN PEMERINTAHAN Pengembangan Potensi
846 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial gIRDLiS’\‘A(’;‘S?SI\IAAEFINTAHAN :SSIGATAM PEMBERDAYAAN Sumber Kesejahteraan Sosial Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Pengembangan Potensi
847 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial :IZiﬁgsﬁy:FINTAHAN z?)gl(;\TAM PEMBERDAYAAN Sumber Kesejahteraan Sosial Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI TerIZntar, Agnak Terlantar, .
848 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR -
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlzntar, Agnak Terlantar, .
849 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR -
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terl!ntar, Agnak Terlantar, .
850 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR .
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN P
851 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Penyandang Disabilitas Dana Alokasi Umum (DAU) R

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG SOSIAL

SOSIAL

Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
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Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM REHABILITASI

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,

Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang

852 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial . . Ditentukan Penggunaannya Bidang 38.028.489,10 31.778.489,10
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, §ert_a Kesehatan 6.250.000,00
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas .
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlantar, Anak Terlantar, bana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
853 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Laniut Usia Terlantar, serta Ditentukan Penggunaannya Bidang 36.971.030,10 25.971.030,10 11.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR : L Kesehatan T
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlantar, Anak Terlantar, .
854 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Laniut Usia Terlantar. serta Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR ; -
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN
RUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terl Anak Terl
855 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ;DLfN oA . OSIiL S L:;_i't‘tsg'ia ;‘:rla:t;f":z;a Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 50.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR ) .
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlantar, Anak Terlantar, .
856 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, sert Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR jut Usla Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlantar, Anak Terlantar, .
857 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR o - Sert
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN . . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlantar, Anak Terlantar, .
858 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR J“ - Sert
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
URUSAN PEMERINTAHAN ) . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Terlantar, Anak Terlantar, .
859 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Laniut Usia Terlantar. serta Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR ) .
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
URUSAN PEMERINTAHAN
EME EHABILI j i
860 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 10.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL SOSIAL Lainnya Bukan Korban -
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN Rehabilitasi Sosial
RUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI
861 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial URUS 06 S Penyandang Masalah Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG SOSIAL

SOSIAL

Kesejahteraan Sosial (PMKS)
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Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM REHABILITASI

Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

862 m’xgx’;ﬁiﬂmz’;’ism Dinas Sosial BIDANG SOSIAL SOSIAL Lainnya Bukan Korban Dana Alokasi Umum (DAU) -
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM REHABILITASI Kesejaht Sosial (PMKS,;
863 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial esejahteraan Sosial (PMKS) Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 7.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL SOSIAL Lainnya Bukan Korban 7.500.000,00
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN Pengelolaan Data Fakir Miskin Qana Alokasi Umum (DAU),Ilnser\tlf
864 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL Cakupan Daerah Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja 74.999.992,68 43.552.850,18 31.447.142.50
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota Tahun Berjalan A
URUSAN PEMERINTAHAN ) . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN Pengelolaan Data Fakir Miskin _
865 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL Cakupan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN Pengelolaan Data Fakir Miskin )
866 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL Cakupan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Perlindungan Sosial Korban .
867 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial :I';iﬁgsfx:F'NTAHAN EEES:::AM PENANGANAN Bencana Alam dan Sosial gggnyazizx':::ka" Penggunaannya 99.999.999,98 72499.999,98 | L o0 o000
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota g R
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENANGANAN Perlindungan Sosial Korban DAU yang Ditentukan Penggunaannya
868 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL BENCANA Bencana Alam dan Sosial Bidang Kesehatan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota 8
URUSAN PEMERINTAHAN Perlindungan Sosial Korban
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENANGANAN
869 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL BENCANA Bencana Alam dan Sosial Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Perlindungan Sosial Korban
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENANGANAN
870 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL BENCANA Bencana Alam dan Sosial Dana Alokasi Umum (DAU) -]
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Perlindungan Sosial Korban
871 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial gIRDLiS’\‘A(;\‘SPOESI\I/EFINTAHAN gEgS::AM PENANGANAN Bencana Alam dan Sosial Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN n . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH
872 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 2.097.967.202.92 2.097.967.202,92 R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA e ! U o
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Barang Milik
873 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial :I';Liﬁgsfx:FINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah pada Perangkat Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG . . .
EME
874 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial gl';iﬁgszs'\l"Af'NTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i:rtag'aters:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG - .
URUSAN PEMERINTAHAN Ad t u P kat
875 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Dagl"lanr:S rastimum Perangkat | pha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi U P kat
876 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN ministrasi Umum Ferangkat | p,ha Alokasi Umum (DAU) 9.988.350,00 9.988.350,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG SOSIAL

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

877 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial AIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN ! Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
EME
878 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial :I';Liﬁgszs'\l"Af'NTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perangk
879 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial gIDLiSNG oA URUSAN PEMERINTAHAN D:g:'a":"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
880 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Dag'r':'f rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
881 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ;’I';lfNAG"‘Sr;ES“I’fLR'NTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r':r"s"as' Umum Perangkat | . . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
882 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ggﬂ?gggﬁ'”m“m URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;:s"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 33.880.000,00 16.900.000,00 | o go0 oo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA oS0 00
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
883 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ;RDL,JQS,\’;\(?SP(I)ESIYI:FINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
884 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial glgiﬁgsfx:FINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik )
885 WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 6.119.526,57 6.119.526,57 R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
886 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Penyediaan Jasa Penunj
887 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Ufz::ﬂ 'sz;:risstaﬁz:";:fah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
888 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ggﬂ?gggﬁ”mwm URUSAN PEMERINTAHAN Ber;'z::'s:;f::sﬁz:”s:’e‘ih Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
889 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial ;T;L,J;S,\IA(;\ISPC;ES’YIAEFINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN E?EZ::'SZ;?;&:EQ:”SEZE;,h Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 10.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
890 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial glgiﬁgsfx:FINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
891 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.500.000,00 7.500.000,00 ;
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
RUSAN PEMERINTAHAN
892 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial gIDLiSNG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
893 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
- WAJIBYANG BERKATAN. | Dinas Sosta urusan peverivTatan | (EECEE BRI | Doerah senumiong Uissan | Dans Alokast rnum (0AU) 20000000000 | 19200827960
Inas >osia BIDANG SOSIAL aera enunjang Urusan ana Alokasi Umum X X A " N ), 7901720’40

DENGAN PELAYANAN DASAR

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

895 WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Sosial BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM Pelembagaan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan EIRDL/J\SI\IAG’\‘PPEEIVIM:SR”;.LﬁiﬁE PENGARUSUTAMAAN Pengarusutamaan Gender Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
896 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN GENDER DAN (PUG) pada Lembaga Ditentukan Penggunaannya Bidang 74.999.900,00 51.655.000,00 23.344.900,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN Pemerintah Kewenangan Pendidikan o
PEREMPUAN Kabupaten/Kota
PROGRAM Pemberdayaan Perempuan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan ;R[)L,JASIQA(?‘PPEE[\T;;S;;?/:?E PENGARUSUTAMAAN Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
897 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN GENDER DAN dan Ekonomi pada Organisasi Ditentukan Penggunaannya Bidang 175.046.200,00 20.060.000,00 154.986.200,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan Kewenangan Pendidikan e
PEREMPUAN Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan .
. URUSAN PEMERINTAHAN A . DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PERLINDUNGAN Lanjutan bagi Perempuan Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana
898 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan Korban Kekerasan yang . 99.492.075,00 99.492.075,00
. PEREMPUAN DAN PEREMPUAN L Pelayanan Perlindungan Perempuan -
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak Memerlukan Koordinasi
PERLINDUNGAN ANAK dan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan dalam Mewujudkan .
BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PENINGKATAN DA Di kan P
899 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Perempuan dan G 06 G Kesetaraan Gender (KG) dan AU yang Ditentukan Penggunaannya 243.994.000,00 236.515.265,27
. PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA . Bidang Pendidikan 7.478.734,73
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak Hak Anak Tingkat Daerah
PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota
Pelembagaan PHA pada 5
. URUSAN PEMERINTAHAN . DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan Lembaga Pemerintah, . s .
900 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Perempuan dan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PEMENUHAN HAK |\ o erintah, dan Dunia Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana 71.050.000,01 71.050.000,01
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PEREMPUAN DAN ANAK (PHA) Usaha Kewenangan Pelayanan Perlindungan Perempuan -
& PERLINDUNGAN ANAK & dan Anak
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi
. URUSAN PEMERINTAHAN Anak yang Memerlukan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PERLINDUNGAN Perlindungan Khusus yang Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana
901 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan N ) 161.098.000,00 156.098.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK Memerlukan Koordinasi Pelayanan Perlindungan Perempuan 5.000.000,00
8 PERLINDUNGAN ANAK Tingkat Daerah dan Anak
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
. URUSAN PEMERINTAHAN Pengembangan Lembaga DAU yang Ditentukan Penggunaannya
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PERLINDUNGAN Penyedia Layanan bagi Anak Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana
902 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan . 69.020.000,10 64.020.000,10
DENGAN PELAYANAN DASAR perlindunaan Anak PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK yang Memerlukan Pelayanan Perlindungan Perempuan 5.000.000,00
8 PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Khusus Tingkat dan Anak
Daerah Kabupaten/Kota
. URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH
903 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 1.361.823.270,54 1.361.823.270,54 R
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan gIRDL,JASI\IA(;\‘PPEEI\TBESFyI\;Lizﬁz PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
904 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan glﬁi?VAgPPEEIWM:§;’;;¢2£E PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
905 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan LBJI'E)LASI\IA(’S\‘PPEE&ABEERRI"I\I‘);Q:Z’:‘I PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
906 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG . .
907 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Perempuan dan BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat | o | 01aci Umum (DAU) 1.000.110,00 714.000,00
P PEREMPUAN DAN Daerah T e 286.110,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

Perlindungan Anak

PERLINDUNGAN ANAK

DAERAH KABUPATEN/KOTA
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pemberdayaan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

908 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 116.559.998,38 34.490.000,00
. PEREMPUAN DAN Daerah 82.069.998,38
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
909 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan BIDANG PEMBERDAYAAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
910 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 27.132.000,00 13.566.000,00 13.566.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
R N PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan EBJIDLASI\:\G PEMBlERRDAeA»/:N PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
911 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan g:‘siﬁg::m;:&’;;ﬁ:ﬁz PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian
912 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan l;aefah Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG . .
BIDANG PEMBERDAYAAN Penyediaan Jasa Penunjang .
913 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 6.676.920,00 6.676.920,00 .
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG . .
BIDANG PEMBERDAYAAN Penyediaan Jasa Penunjang N
914 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 - 54.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan g|RDL/J;S[\1A(’;\‘pPEE|v|M;§R”;;¢2ﬁ|’:‘| PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
915 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.780.000,00 3.780.000,00 :
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan g:;iﬁgpﬁ&g;g;ﬁ::ﬂ PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
916 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 5.100.000,00 3.160.000,00 1.940.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdayaan :IRDLJASI\’IA(’E\‘PPEEI\,/\I/I;;FL’;;e:iz PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
917 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perempuan dan PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 125.000.000,00 :
DENGAN PELAYANAN DASAR Perlindungan Anak PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Penyediaan Infrastruktur dan
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENGELOLAAN Seluruh Pendukung
Dinas Ketahanan URUSAN PEMERINTAHAN SUMBER DAYA EKONOMI - . .
918 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Kemandirian Pangan sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan BIDANG PANGAN UNTUK KEDAULATAN dan Kewenangan Daerah -
KEMANDIRIAN PANGAN 8
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN
URUSAN PEMERINTAHAN . Pengelolaan dan . o
919 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Ketahanan URUSAN PEMERINTAHAN DIVERSIFIKASI DAN Keseimbangan Cadangan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 100.000.000,00 100.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan BIDANG PANGAN KETAHANAN PANGAN Pangan Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor -
MASYARAKAT & P
PROGRAM PENINGKATAN Pelaksanaan Pencapaian
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Ketahanan URUSAN PEMERINTAHAN DIVERSIFIKASI DAN Target Konsumsi Pangan . .
920 m’xgﬁg&;ﬁﬂ;ﬁfgﬁfﬁ“ Pangan BIDANG PANGAN KETAHANAN PANGAN Perkapita/Tahun sesuai Dana Bagi Hasil (DBH) $9.000.000,00 58.250.000,00 | 554 55,09
MASYARAKAT dengan Angka Kecukupan Gizi
URUSAN PEMERINTAHAN P Peta Ki t
Dinas Ketahanan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENANGANAN enyusunan Peta ferentanan | - oo 1o hatan Bagi Hasil Pajak
921 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN pangan BIDANG PANGAN KERAWANAN PANGAN dan Ketahanan Pangan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 25.700.000,00 4.300.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 Kecamatan R
URUSAN PEMERINTAHAN n Penanganan Kerawanan . n
Di Ketah: URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENANGANAN D: Bagi Hasil (DBH),Pendapat:
922 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN inas Ketahanan S o Pangan Kewenangan ana Bagi Hasil (DBH),Pendapatan 229.000.000,00 209.715.366,33

DENGAN PELAYANAN DASAR

Pangan

BIDANG PANGAN

KERAWANAN PANGAN

Kabupaten/Kota

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

19.284.633,67
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923

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN

Dinas Ketahanan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENANGANAN

Penanganan Kerawanan
Pangan Kewenangan

Dana Alokasi Umum (DAU)

P BIDANG PANGAN KERAWANAN PANGAN -
DENGAN PELAYANAN DASAR angan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Ketahanan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGAWASAN Pelaksanaan Pengawasan )
924 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Pangan BIDANG PANGAN KEAMANAN PANGAN Keamanan Pangan Segar Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Dinas Ketah RUSAN PEMERINTAHAN
925 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;';]asaneta anan gIDLiSNG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Dinas Ketah URUSAN PEMERINTAHAN
926 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;’:'Sane ananan BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Ketahanan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH
927 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | o BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 1.653.020.028,00 1.653.020.028,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAERAH KABUPATEN/KOTA g g 1653.020.028/
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG o )
928 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;';""Z:“aha”a” glRDL/JASNA(;\‘PTI\’;/(ISTILNTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i;a;'aﬁs:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG o
929 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;Tz:e‘aha"a" EIRDT’\?GNPT&T’LNTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a'us"as' Umum Perangkat | .\ Bagi Hasil (DBH) 1.074.840,00 1.074.840,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG o
930 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;’;az:etaha”a” ggﬂ?gg&immmm URUSAN PEMERINTAHAN g:z'a"rf"as' Umum Perangkat | . Bagi Hasil (DBH) 9.778.230,00 777823000 | o0 0
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA R
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Ketah RUSAN PEMERINTAHAN inistrasi P
931 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;TSaneta anan ;DL/JASr\fG PANG:N AHA URUSAN PEMERINTAHAN g:g:'a":"as' Umum Perangkat | - Bagi Hasil (DBH) 2.065.500,00 1555500,00 | oo
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 DAERAH KABUPATEN/KOTA 000,
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Ketah URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
932 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;’;asane ananan BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag:':rls rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Ketah URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
933 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;’;asane ananan BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':; rasiiimum Perangkat | pha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG o
934 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;’;""ZEE‘aha”a" ;';thfgprf,\’;/g{,LNTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;“r;"s"as' Umum Perangkat | . . gagi Hasil (DBH) 9.881.620,00 8544.500,00 | | oo
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA 337:120,
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG o o )
935 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;':]az:e‘aha”a” EITJL,JASNA(;\‘PTI\’Y(ISTILNTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Q‘a"e"r'a”,f"as' Umum Perangkat B:‘jﬁ?ﬁma)s” (DBH),Dana Alokasi 59.370.000,00 2422000000 | Lo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA 150000
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG ) )
936 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;';az:ﬂaha”a” ggﬂ?g;f&?&mwm URUSAN PEMERINTAHAN B‘izz::':Z;J:risstzﬁz:nézrefah Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 28.000.000,00 | oo
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA R
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Dana Alokasi Umum
Dinas Ketah RUSAN PEMERINTAHAN Penyedi Penunj
937 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;Tzneta anan ;DL/JAS,G\G PANG:N AHA URUSAN PEMERINTAHAN Uen':‘s’::':Z;iis:taﬁz:"ézfah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 93.000.000,00 90.000.000,00 | Lo s
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor OURR0
URUSAN PEMERINTAHAN } PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik o
Dinas Ketah RUSAN PEMERINTAHAN Dana Bagi Hasil (DBH),P
938 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;asaneta anan gIDLiSNG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan B:”iaH;ﬁ' P::'k (Kend);r:a":ng:gtm 19.800.000,00 17.800.000,00 | , 0000
DENGAN PELAYANAN DASAR & DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah & ! -000.000,
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
Dinas Ketah URUSAN PEMERINTAHAN
939 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P;’:'Sane ananan BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Bagi Hasil (DBH) 3.030.000,00 3.030.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR g DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Kajian
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PERENCANAAN
940 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Strategis Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 100.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

LINGKUNGAN HIDUP

(KLHS) Kabupaten/Kota

65




URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU

Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan

941 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KERUSAKAN LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR HIDUP Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN Pencegahan Pencemaran
URUSAN PEMERINTAHAN
n . " URUSAN PEMERINTAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU dan/atau Kerusakan .
942 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KERUSAKAN LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR HIDUP Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN Pencegahan Pencemaran
URUSAN PEMERINTAHAN
n . . URUSAN PEMERINTAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU dan/atau Kerusakan .
943 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KERUSAKAN LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR HIDUP Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN
URUSAN PEMERINTAHAN P lol; K ki
944 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup | oo 8 % 1ol Pl i | KEANEKARAGAMAN HAYATI Hzngfi OK;?: ;::Z(Z;:gama” Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR (KEHATI) v P
PROGRAM PENGENDALIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BAHAN BERBAHAYA DAN . .
945 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup gl';lfNAG’\‘LT;ZfSkNGT:NHAHTDUP BERACUN (B3) DAN LIMBAH Eer:g:g’;"a” sementara :anya;i:ﬁ::;:ka" Penggunaannya 529.000.000,00 480.589.298,00 | o000 o
DENGAN PELAYANAN DASAR BAHAN BERBAHAYA DAN 8 o
BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan
PENGAWASAN TERHADAP Terhadap Usaha dan/atau
URUSAN PEMERINTAHAN
. . . URUSAN PEMERINTAHAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN Kegiatan yang Izin Lingkungan . R
946 \IgéAh:IC?A‘:\IAE:LZ\IIZAI\VZBNEgiég:N Dinas Lingkungan Hidup | g1\ \G LINGKUNGAN HIDUP | PERLINDUNGAN DAN dan Izin PPLH Diterbitkan oleh | D2 Alokasi Umum (DAU) -
PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pemerintah Daerah
HIDUP (PPLH) Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan
PENGAWASAN TERHADAP Terhadap Usaha dan/atau
URUSAN PEMERINTAHAN
. . . URUSAN PEMERINTAHAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN Kegiatan yang Izin Lingkungan . ~
947 m’xgﬁgf&ﬂﬁ;fsxgﬁN Dinas Lingkungan Hidup | g\ \G LINGKUNGAN HIDUP | PERLINDUNGAN DAN dan Izin PPLH Diterbitkan oleh | D22 Alokasi Umum (DAU) -
PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pemerintah Daerah
HIDUP (PPLH) Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan
PENGAWASAN TERHADAP Terhadap Usaha dan/atau
URUSAN PEMERINTAHAN
. . . URUSAN PEMERINTAHAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN Kegiatan yang Izin Lingkungan . R
948 m’xgﬁgf&ﬂﬁ;fsxgﬁN Dinas Lingkungan Hidup | 1\ \G LINGKUNGAN HIDUP | PERLINDUNGAN DAN dan Izin PPLH Diterbitkan oleh | DM@ Alokasi Umum (DAU) -
PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pemerintah Daerah
HIDUP (PPLH) Kabupaten/Kota
Penyelesaian Pengaduan
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENANGANAN Masyarakat di Bidang
949 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PENGADUAN LINGKUNGAN Perlindungan dan Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR HIDUP Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
950 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah . 20.244.000,00 17.244.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERSAMPAHAN (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN
951 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
952 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup EITJL/JASI:IA(;\‘LT:I’(\;/IIESINN(IAASAHII\‘DUP gESfARGF’YL:i’;‘\lGELOLAAN Pengelolaan Sampah Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
953 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG R
954 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup | CRUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.913.735.826,00 | .

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah

(PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)

1.848.614.150,00

65.121.676,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Kepegawaian

955 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 1\ e AH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
EME
956 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup :I"DL;?QLTN?KS"\‘N(::SAHTDUP URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
RUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perangk
957 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup gIDLiSNG INGKUNGAN HIDUp | URUSAN PEMERINTAHAN D:g:'a":"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
958 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup | o+ %P Bt el | URUSAN PEMERINTAHAN Dag'r':'f rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
959 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup ggﬁ?g;gﬁgk”g:ﬂﬁ%up URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r'a"r"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
960 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup EITJL,JASNA(;\‘LTIEI’(\SAIESII\IN(IAASAHII\‘DUP URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;:s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
961 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup glﬁiﬁ?ﬁﬁ&fﬁﬁgmﬁoup URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a'us"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 12.000.350,00 600017500 | (oo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA ettt
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Ba'rang Milik )
962 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik )
963 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN o . URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Mk ‘
964 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Penyediaan Jasa Penunj
965 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup | o+t X' Bl e i | URUSAN PEMERINTAHAN Ufz::ﬂ 'sz;:risstaﬁz:";:fah Dana Alokasi Umum (DAU) 44.242.500,00 40242.500,00 | , o0
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA B
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
966 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup ggﬂ?gﬁ;gfﬁk”gmﬁ%up URUSAN PEMERINTAHAN Ber;'z::'s:;f::sﬁz:”s:’e‘ih Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
967 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Lingkungan Hidup ggﬂ?&ﬁgﬁgﬁgﬁ:ﬁ'ﬁwp URUSAN PEMERINTAHAN E?EZ::'SZ;?;&:EQ:”SEZE;,h Dana Alokasi Umum (DAU) 39.000.000,00 35935.16319 | oo oo o
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA PORED
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
968 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 5.050.500,00 5.050.500,00 :
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan 'Barang Milik _
969 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.949.500,00 7.949.500,00 ;
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN o _ URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Millk _
970 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) } URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan ?arang Milik )
971 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Lingkungan Hidup BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN )
972 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Kependudukan BIDANG ADMINISTRASI PROGRAM PENDAFTARAN Pelayanan Pendaftaran Dana Alokasi Umum (DAU) ;

DENGAN PELAYANAN DASAR

dan Pencatatan Sipil

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

PENDUDUK

Penduduk
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kependudukan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI

PROGRAM PENDAFTARAN

Pelayanan Pendaftaran

Dana Alokasi Umum

973 mﬁgﬁgf&ﬁﬁ;fgﬁf:h‘ dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK Penduduk &Zﬁg;';::‘d;;’:;a;ffg' Hasil Pajak 204.284.137,91 195.287.757,76 | g 996.380,15
PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan glRDlj\Sl\lA(’i\‘:gl’:/IAFl\:{IIS’\“I'TRAAilAN
974 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P L PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Dana Alokasi Umum (DAU) 7.896.300,00 7.896.300,00
DENGAN PELAYANAN DASAR dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN -
PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan glﬁiﬁg:;mﬁ\:{llsh“r;i:f’q
975 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN P o PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN -
PENCATATAN SIPIL
R N PEMERINTAHAN P lan D
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Keoendudukan gIDL/iS,\fG ADM”\TISTR’ZJ PROGRAM PENGELOLAAN e 3; Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
976 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P L INFORMASI ADMINISTRASI P - Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil 32.327.400,00 2.927.400,00
DENGAN PELAYANAN DASAR dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN KEPENDUDUKAN Pemanfaatan dan Penyajian Paiak Kendaraan Bermotor 29.400.000,00
PENCATATAN SIPIL Database Kependudukan .
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Kependudukan BIDANG ADMINISTRASI PROGRAM PENGELOLAAN Penyusunan Profil .
77 m’xgxg‘f&:{iﬂ;ﬁf[’:ﬁfﬁ“ dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN PROFIL KEPENDUDUKAN Kependudukan Dana Alokasi Umum (DAU) -
PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan BIDANG ADMINISTRASI PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH -
978 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 1.782.332.105,84 1.825.808.956,54 43.476.850,70
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 ’ B B e
PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan ;Jlf)lisl\lA(;\‘:;mﬁ\:{IIS’\‘TTRé\ilAN PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat
979 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencpatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.366.112,17 3.366.112,17 R
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan gIRDL/J\SI\IA(’i\‘:;l’\\;IIFI\:{IIS’\“I'TRAAifN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat Dana Alokasi Umum
980 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencpatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 20.925.305,65 15.925.305,65 5.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan glﬁiﬁg:;l’:ﬂﬂﬁ\:{lg;iifN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat Pendapatan Bagi Hasil Pajak
981 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 11e0 "ePencus Sl KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN ! g o g oot el 2.448.000,00 2.448.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan :IRDUASI\’II\('E\I:;I\’\;IIIEI\';IS’\"FLAAFS‘IAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
982 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencpatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil 87.537.837,76 54.478.860,11 33.058.977.65
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA Pajak Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan glRDl,JASI\lA(;\‘:[El\’\;IIIEI\?IIS,\"rLAAFS‘IAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
983 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencztatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan ggﬂ?g:;mﬁ\ﬁ!ﬁ‘;ﬂ;fh‘ PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
984 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencpatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 20.451.481,00 20.451.481,00 R
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan glRDlj\Sl\lA(’i\‘:gl’:/IAFl\:{IIS’\“I'TRAAilAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan
985 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Penc‘;tatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan [J)aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 106.967.990,00 101.967.990,00 5.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan g:;iﬁg:;mﬁ;g;i@fN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,
986 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencpatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan [J)aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 39.000.000,00 39.000.000,00 R
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
EME END LI DAE
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan g:;iﬁg:ljm”\ﬁls%igf’\‘ PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik :)PAI\ID)AI;)aIAr\TaAga/;iSHLsﬁ(gs:) Dana
987 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi 92.403.583,64 87.403.583,64 5.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

PENCATATAN SIPIL

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kependudukan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi

988 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN o URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil 39.862.656,03 39.862.656,03
dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN . R -
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan BIDANG ADMINISTRASI PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Bagi Hasil (DBH),Pendapatan
989 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | '™ Penc"atatan Sipl KEPENDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Bogh Hajl pajak Kandarasn BZrmotor 3.056.000,00 3.056.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN o
990 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN E,:Z:S;:rkgﬁr::f:s’; BIDANG PEMBERDAYAAN ig;iRQTAZEgE"S‘fKATAN FDaess'gtas' Kerja Sama antar Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN " URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
991 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E/:Z:s;:'kglzzr::‘s:s'; BIDANG PEMBERDAYAAN ggﬁi:ﬁmm';gf“' Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ¥ MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
992 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ’E’/:;:S;:g:ed'::f:; BIDANG PEMBERDAYAAN ggaﬁm}ﬁ &i’n'gg:w Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) 66.000.000,00 56.000.000,00 | o 0000
DENGAN PELAYANAN DASAR ¥ MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa SOR RO
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
D D
993 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN N:Z:S::E;?Zr::f:; BIDANG PEMBERDAYAAN EE;?E&'?&A'\,"\‘";ESTAS' Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
Dinas P PROGRAM ADMINISTRAS!
994 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN N:;‘:Sar:gt’zr::g":; BIDANG PEMBERDAYAAN PE,SERINTAHAN DESSA S Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
Dinas Pemberd PROGRAM ADMINISTRAS|
995 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Mzzsar:gtzra:éa:;; BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTATAN DESA Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
Dinas Pemberd PROGRAM ADMINISTRAS|
996 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN N:;‘:Sar:'kgtedra:‘s;;; BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTANAN DESA Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan
997 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Enlgss;:rk:l:edr::?:; BIDANG PEMBERDAYAAN gga‘;m‘f&i"f\"ggys' Penyelenggaraan Administrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA Pemerintahan Desa
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
PROGRAM PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Desa dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN LEMBAGA lembaga Adat Tingkat Daerah | [\ o0
998 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | °1%° /€T 2€/e2 Eesa BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN, Kabupaten/Kota serta Bidany Pindidikan 88 4 5 283.200.000.00 2203.101298,05 | oo oo o
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA LEMBAGA ADAT DAN Pemberdayaan Masyarakat e +63.200.000/ 098705,
MASYARAKAT HUKUM ADAT Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
PROGRAM PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Desa dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN LEMBAGA Lembaga Adat Tingkat Daerah
999 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | =75/ SF 2622 T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN, Kabupaten/Kota serta Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA LEMBAGA ADAT DAN Pemberdayaan Masyarakat
MASYARAKAT HUKUM ADAT Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN E:rr:::r:fay;;';:e'::aga
1000 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 172 1m0/ Eesa BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA B eer 4 Bidany J Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ¥ MASYARAKAT DAN DESA KEMASYARAKATAN, 8 8

Pemberdayaan Desa dan
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LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan

URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN LEMBAGA Lembaga Adat Tingkat Daerah
1001 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | 12 /€T €72 T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN, Kabupaten/Kota serta Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 50.500.000,00 | 000
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA LEMBAGA ADAT DAN Pemberdayaan Masyarakat 200000
MASYARAKAT HUKUM ADAT Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
1002 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 32:5;::;?3'::?:;; BIDANG PEVMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'igta;'aier:s"ga" ;):?[;))A; :‘T:: :ksa Ls'i'fJA"me(D AU) 1.812.365.255.00 1.812.365.255,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR ¥ MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 g 812369255
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepezawaian
1003 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /72 1T/ Eesa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN i DaerShg Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Peranekat
1004 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /12 FET D€/ T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN o g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Peranekat
1005 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | "% "¢ dan\I/) " BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN oo g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y es MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA 3
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Perankat
1006 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | °1ne® 1ET2eres T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ! 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Permberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Perangkat
1007 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | °n2® /T 2€e2 Eesa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ! 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1008 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | °n%° /€T 2€/e2 Eesa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ! 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 10.000.000,00 | o o000
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA 00500,
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1009 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | v T) BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR asyarakat dan besa MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian
1010 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /12 "ET e/ T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan o [J)aefah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian
1011 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /12 " 2€/ee T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan o [J)aefah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Y MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1012 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /1% "€ 2€/<E T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Permberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1013 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | °ne® 1T o€ e2 T)esa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ¥ MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pemberdavaan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1014 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN v BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 130.000.000,00
Masyarakat dan Desa 20.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

MASYARAKAT DAN DESA

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pemberdayaan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

1015 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Masvarakat dan Desa BIDANG PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DENGAN PELAYANAN DASAR 4 MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Pemetaan Perkiraan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian .
1016 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga | o 2ANG PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian Penduduk DAK Non Fisik-BOKB-KB -
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana PENDUDUK DAN KELUARGA PENDUDUK Cakupan Daerah -
BERENCANA Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Pemetaan Perkiraan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian "
1017 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga | o' PANG PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian Penduduk DAK Non Fisik-BOKB-KB 84.000.000,00 80.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana PENDUDUK DAN KELUARGA PENDUDUK Cakupan Daerah 4.000.000,00
BERENCANA Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Advokasi,
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian :IRDUASI\’IA(’E\IPPEEI\IKIS?\:’[\;‘lA—ﬁrAﬁN PROGRAM PEMBINAAN Komunikasi, Informasi dan
1018 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Edukasi (KIE) Pengendalian DAK Non Fisik-BOKB-KB - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana Penduduk dan KB Sesuai
BERENCANA X
Kearifan Budaya Lokal
) ) URUSAN PEMERINTAHAN Pelaksa_naa.n Advoka5|_, D.ana Alokasi Umum (DAU),DA_U yang
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN Komunikasi, Informasi dan Ditentukan Penggunaannya Bidang
1019 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Edukasi (KIE) Pengendal!an Kesehatan,DAK Fisik-Bidang Kesehatan 3.224.132.588,00 3.200.132.588,00 24.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana BERENCANA Penduduk dan KB Sesuai dan KB-Penugasan-Penurunan
Kearifan Budaya Lokal Stunting (KB),DAK Non Fisik-BOKB-KB
Pelaksanaan Advokasi,
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian gﬁiﬁg::&?\:g;ﬁgﬁN PROGRAM PEMBINAAN Komunikasi, Informasi dan
1020 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga Edukasi (KIE) Pengendalian DAK Non Fisik-BOKB-KB 414.896.000,00 404.896.000,00
PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) . 10.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana Penduduk dan KB Sesuai
BERENCANA :
Kearifan Budaya Lokal
Pelaksanaan Advokasi,
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian ggﬂﬁg:g}g@ﬂg;ﬁ&?\? PROGRAM PEMBINAAN Komunikasi, Informasi dan
1021 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga Edukasi (KIE) Pengendalian DAK Non Fisik-BOKB-KB 125.000.000,00 125.000.000,00
PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) . -
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana Penduduk dan KB Sesuai
BERENCANA .
Kearifan Budaya Lokal
Pelaksanaan Advokasi,
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian ggﬂﬁg::&iﬁg;ﬁ&ﬁN PROGRAM PEMBINAAN Komunikasi, Informasi dan
1022 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Edukasi (KIE) Pengendalian DAK Non Fisik-BOKB-KB - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana Penduduk dan KB Sesuai
BERENCANA N
Kearifan Budaya Lokal
Pelaksanaan Advokasi
URUSAN PEMERINTAHAN !
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian Komunikasi, Informasi dan .
1023 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga SIE?\:?)NUGDEiNr?:NNi:LL:J/X:{ A E';E’UGAR:G“Z :i';";\"';ﬁﬁ': (KB) Edukasi (KIE) Pengendalian FD;i’E;C')‘I’(';T‘;BU"‘”m (DAU),DAK Non 23.000.000,00 23.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana Penduduk dan KB Sesuai
BERENCANA .
Kearifan Budaya Lokal
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN Pendayagunaan Tenaga DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1024 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga Penyuluh KB/Petugas Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik- 1.129.560.057,96
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Lapangan KB (PKB/PLKB) BOKKB-BOKB 1.149.663.200,00 20.103.142,04
BERENCANA
Pengendalian dan .
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian grsﬁ\fg::&?\:g;ﬁ&ﬁh‘ PROGRAM PEMBINAAN Pendistribusian Kebutuhan P:fk[)Kiz::J::: ';B;enrmtzt:;a(::Ba),DAU
1025 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga Alat dan Obat Kontrasepsi yang BBUNANNY. 90.000.000,00 90.000.000,00
PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik- -
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana BERENCANA serta Pelaksanaan Pelayanan BOKB-KB
KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
RUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian LBJIDLiSNG PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN Pendistribusian Kebutuhan
1026 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Alat dan Obat Kontrasepsi DAK Non Fisik-BOKB-KB 573.160.000,00 553.160.000,00 20.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana BERENCANA serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian ggﬂ?g::%iﬁgx&ﬁ’\‘ PROGRAM PEMBINAAN Pendistribusian Kebutuhan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1027 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga Alat dan Obat Kontrasepsi Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik- 148.203.000,00 148.203.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

Berencana

PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KELUARGA BERENCANA (KB)

serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah Kabupaten/Kota

BOKB-KB
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pengendalian

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN

PROGRAM PEMBINAAN

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan

DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB,DAK Non

1028 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA (KB) Tingkat Daerah Fisik-BOKB-KB 429.000.000,00 420.000.000,00 9.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana Kabupaten/Kota dalam
BERENCANA
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian ggﬂ?g::&iﬂgx:m PROGRAM PEMBERDAYAAN EZ:zl;srazar\leZIeuTs::ng;::gn
1029 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA DAN PENINGKATAN Ketahagnan dan Kesejahteraan DAK Non Fisik-BOKB-KB 941.800.000,00 941.800.000,00 ~
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana KELUARGA SEJAHTERA (KS) )
BERENCANA Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian PROGRAM PENUNJANG . .
BIDANG PENGENDALIAN Al K PENDAPATAN ASLI DAERAH
1030 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga PENDUGDUK DGAN RELUARGA URUSAN PEMERINTAHAN P:z;"'i:ta;'a::s"ga" (PAD)Dana Aloksasi Umum (DAU) 1.595.442.388.00 1.595.442.388,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA g ’ B T
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian glzli?VAG’\‘PPEEBT/éIEEF:\:’;;ﬁ&?VN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1031 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian gIEiSI\IA(’i\‘PPEEI\’I\giF:\:’;;ﬁ&?\IN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1032 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga | oo Pl B v URUSAN PEMERINTAHAN ! g B R o 68 v -
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA e
BERENCANA
RUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian LBJIDLiSNG PENGENDALIAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
1033 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Ditentukan Penggunaannya Bidang - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesehatan
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian gIRDL»JASI\IA(;\‘PPEEI\'lvéiT\:,I\DnA—ﬁI’j&N PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1034 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga | o2 re B PO R e Pl URUSAN PEMERINTAHAN Uru:an o Saefah Bidany Kisehatan E8 ¥ -
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian gIRDL;JASI\IA(;\‘PPEEI\’lv(ISiT\:’I\DIZﬁIT&N PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
1035 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA URUSAN PEMERINTAHAN UruZan pemerintahan IZJ)aeEah Ditentukan Penggunaannya Bidang - .
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesehatan
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian :IT;?S;;&?JE;?&%N PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1036 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | Penduduk dan Keluarga | i P P v URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Bidany Kisehatan 8 Y -
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana BERENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah 3
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pengendalian gIRDLiS’\‘A(’;‘PPEE’\’:g?\:’;;ﬁS\ﬁN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1037 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Penduduk dan Keluarga PENDUDUK DAN KELUARGA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan DAK Non Fisik-BOKB-KB - :
DENGAN PELAYANAN DASAR Berencana DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
BERENCANA
PROGRAM
RUSAN PEMERINTAHAN
1038 \lIJVALJJISB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Penetapan Rencana Induk R
& BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
1039 ijiljfé\yAT\lEgﬂ'ﬁ’:)TI;r:?:gAlTAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Penetapan Rencana Induk R
8 BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Penyediaan Perlengkapan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari
1040 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan h . -
BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sumber Lain -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN . " - .
1041 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Penyediaan Perlengkapan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari 100.000.000,00 100.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PERHUBUNGAN

LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Lain
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU

Penyediaan Perlengkapan

1042 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | - Dinas Perhubungan BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jalan di Jalan Kabupaten/Kota -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Penyediaan Perlengkapan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari
1043 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | - Dinas Perhubungan BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Sumber Lain 628.563.894,00 608.563.834,00 | 54 500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
1044 \l;VRALJJISBA"(VAT\‘E(’S\A_I_E”’;TJ:?:SAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengelolaan Terminal R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Penumpang Tipe C -
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
1045 \lj\lileSBA"(VATVE(’S\A'I'EIEII'\VIIQEI?ITAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengelolaan Terminal R
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Penumpang Tipe C -
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
1046 \L;\/iljfBAyAT\jE(’;\A';RDI;’\“::?:gAWAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengelolaan Terminal R
Houng BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Penumpang Tipe C -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengujian Berkala Kendaraan
1047 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan -
BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Bermotor -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengujian Berkala Kendaraan
1048 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan -
BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Bermotor -
DENGAN PELAYANAN DASAR
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengujian Berkala Kendaraan
1049 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Bermotor -
JALAN (LLAJ)
PROGRAM
RUSAN PEMERINTAHAN
URUS . URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Pengujian Berkala Kendaraan
1050 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Bermotor -
JALAN (LLAJ)
PROGRAM Pelaksanaan Manajemen dan
URUSAN PEMERINTAHAN
. URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Rekayasa Lalu Lintas untuk
1051 \é\:;\ngA‘:\lAgfL;lll)Al'\\;ﬁlEgiﬁgﬁN Dinas Perhubungan BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jaringan Jalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
JALAN (LLAJ) Kabupaten/Kota
PROGRAM Pelaksanaan Manajemen dan
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Rekayasa Lalu Lintas untuk
1052 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan . B
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN Jaringan Jalan -
JALAN (LLAJ) Kabupaten/Kota
PROGRAM Persetujuan Hasil Analisis
1053 \lIJVRAleSBA"{\‘ATVE(’;\A;?)IL«\E:?RAEAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Dampak Lalu Lintas R
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN (Andalalin) untuk Jalan -
JALAN (LLAJ) Kabupaten/Kota
PROGRAM Persetujuan Hasil Analisis
URUSAN PEMERINTAHAN
1054 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU Dampak Lalu Lintas R
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN (Andalalin) untuk Jalan -
JALAN (LLAJ) Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM Es?::?;zxﬁ;ﬁt;:znol:ﬁl;m
1055 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN LALU dan/atau Barang Antar Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 2.500.000,00
BIDANG PERHUBUNGAN LINTAS DAN ANGKUTAN 2.500.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR dalam 1 (Satu) Daerah
JALAN (LLAJ)
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
1056 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM Penetapan Rencana Umum R

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PERHUBUNGAN

PENYELENGGARAAN LALU

Jaringan Trayek Perkotaan
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LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1057

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN

Penerbitan Izin Usaha
Angkutan Laut Pelayaran
Rakyat bagi Orang Perorangan
atau Badan Usaha yang
Berdomisili dan yang
Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1058

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN

Penerbitan Izin Usaha
Angkutan Laut Pelayaran
Rakyat bagi Orang Perorangan
atau Badan Usaha yang
Berdomisili dan yang
Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1059

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN

Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang
Kelas Ekonomi dan Kendaraan
beserta Muatannya pada
Lintas Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

1060

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN

Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang
Kelas Ekonomi dan Kendaraan
beserta Muatannya pada
Lintas Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

1061

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

25.000.000,00

12.450.000,00

12.550.000,00

1062

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)

2.106.940.536,00

2.345.720.014,37

238.779.478,37

1063

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

1064

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

1065

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

1066

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

11.500.870,00

11.500.870,00

1067

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.500.000,00

1.402.500,00

1.097.500,00

1068

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1069

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

1070 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan -
DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1071 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan EBJIRDLiSl\f(’E\IPPEER,\::E’gL’\J‘IIZHA?\IN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1072 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan glﬁiﬁgPPEER“:EF:SL/:Si?\JN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1073 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan ;RDL/LS’\‘A(’;‘PPEER’\::EFSSLA;A?\‘N URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1074 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan EITDL;JASI\IAG’\‘PPEER’\I/—I!EF:L’\J‘LAGHA?\IN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) )
1075 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Perhubungan EITJL/JASI\IA(?‘PPEER’\I/—IiETSIL’\J‘Lgi?\IN URUSAN PEMERINTAHAN Ber'u‘;’::'::;f::gﬁ;:”s:’e‘ih Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 48375.57094 | (0 oo e
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Beass
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) ) o
1076 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Perhubungan EIRDT’\?G'\‘PPEER'\::ER;SLZ%N URUSAN PEMERINTAHAN B?EZ—::'Szgqfrfs;ﬁz:nézﬁah EZ:SZE::?\”B:‘:ﬂD':zi" Pajak 54.000.000,00 54.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) ) o )
1077 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Perhubungan EIRDT’@';‘PPEER'\:E'ESLZKN URUSAN PEMERINTAHAN Ber[:z::'::;J:ris:t:::”éz'e'fah B:‘jﬁ??ﬁﬁ’)s” (DBH),Dana Alokasi 273.600.000,00 263.600.000,00 | o 1000
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA T
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik . s
1078 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Perhubungan g:;iﬁg:;r{'\:ﬁ:ﬂmm'\‘ URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan E::jgf:::”;?ﬂo':zi" Pajak 27.540.000,00 27.540.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik o
1079 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Perhubungan g:;iﬁg‘:;mﬂggmm’“ URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan EZ:g:‘::;f\"Bzfi'o':Zi" Pajak 180.660.000,00 180.660.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN
1080 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1081 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Perhubungan :IEL,JASI\)IA(;\‘PPEER’\I/—I!E'EL’\J‘LAGIXZN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - ~
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Informasi dan Dana Bagl Hasll (DBH),Dana Alokasi
1082 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | *119® "ori BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMAS| DAN KOMUNIKASI | Komunikasi Publik Pemerintah | J2"° - (§AU) ' 100.000.000,00 100.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Informasi dan Dana Bag Hasil (DBH),Dana Alokasi
1083 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 19 "of BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Komunikasi Publik Pemerintah | 2@ * (gAU) g 115.000.000,00 112.499.952,00 |, (o0 oo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota R
Pengelolaan Nama Domain
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN yang Telah Ditetapkan oleh
1084 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ID'f"aS Kzfﬂ””'kas' dan BIDANG KOMUNIKASI DAN ZEﬁiig“ﬁa;ﬁ:%ﬁAN Eeme'.'nza.'l.r’uiat dan sub Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ntormatika INFORMATIKA omain ¢l Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ) - URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan E-government di
1085 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN I[:]'f":fmg?;:"'kas' dan BIDANG KOMUNIKASI DAN zigiﬁg“ﬁg\éﬁkzﬁm Lingkup Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN . - URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan E-government di
1086 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Komunikasi dan BIDANG KOMUNIKASI DAN PROGRAM PENGELOLAAN Lingkup Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 1.844.200.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

Informatika

INFORMATIKA

APLIKASI INFORMATIKA

Kabupaten/Kota

2.000.000.000,00

155.800.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Komunikasi dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Perencanaan, Penganggaran,

1087 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 19 "of BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) L URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
1088 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN a:;;gi:mkasl dan BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i:rtag'azer:s”ga” f;:‘;f:rz:g;iZﬁsmmu) 133118067196 1.331.180.671,96 | _
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA g g 331280674
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1089 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 1% "ot BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Do e eat & Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kenezawaian
1090 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 1% "7 BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Dot Daershg Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Peranekat
1091 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 1% "o BIDANG KOMUNIKAS| DAN URUSAN PEMERINTAHAN oo g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) L URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
1092 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN I[:]'::rsmg?;:"'kas' dan BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;:s"as' Umum Perangkat f::g’)A; QEX‘I :lilei[L)JAr:EQH(D " 6.468.432,00 6.468.432,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA (
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perankat
1093 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | "19° "of BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN ! 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.099.568,00 1.099.568,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perankat
1094 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 19 "of BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN ! 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1095 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | "19° 0T BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN ! 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 56.800.000,00 2930000000 | o000
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA -=00.800
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian
1096 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 1% "0t BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan . [J)aefah Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 11168453862 | o004 a0
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA 315404
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNIANG Penyediaan Jasa Penunjan: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1097 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | "% "o BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Uru:an o Saefah Kenda‘:aan Beriotor ) 54,000.000,00 54.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian
1098 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 1% "o BIDANG KOMUNIKAS| DAN URUSAN PEMERINTAHAN Uruzan S Saeih Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 36.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
1099 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | *119® "ori BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 168.000.000,00 168.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1100 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 19 "of BIDANG KOMUNIKASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN . - PROGRAM Penyelenggaraan Statistik
Dinas K RUSAN PEMERINTAHAN
1101 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN In'::&;m:"'kas' dan ;DL/JAS,G\G STATISF'T'IK AHA PENYELENGGARAAN Sektoral di Lingkup Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) 50.000.000,00 37.500.000,00 | o oo o
DENGAN PELAYANAN DASAR STATISTIK SEKTORAL Kabupaten/Kota 200 R0
PROGRAM Penyelenggaraan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Komunikasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN untuk Pengamanan Informasi .
1102 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN R N Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Informatika BIDANG PERSANDIAN PERSANDIAN UNTUK Pemerintah Daerah -
PENGAMANAN INFORMASI Kabupaten/Kota
Penetapan Pemberian
URUSAN PEMERINTAHAN . Fasilitas/Insentif Dibidang
1103 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN Penanaman Modal yang Dana Alokasi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

Modal

BIDANG PENANAMAN MODAL

IKLIM PENANAMAN MODAL

Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Penanaman

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN

Pembuatan Peta Potensi

1104 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN A Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL IKLIM PENANAMAN MODAL Investasi Kabupaten/Kota -
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN Pembuatan Peta Potensi Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
1105 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN . 25.000.000,00 19.686.300,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL IKLIM PENANAMAN MODAL Investasi Kabupaten/Kota Umum (DAU) 5.313.700,00
Penyelenggaraan Promosi
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PROMOSI Penanaman Modal yang Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
1106 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN g 5.000.000,00 3.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Menjadi Kewenangan Daerah Umum (DAU) 2.000.000,00
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PROMOSI Penanaman Modal yang .
1107 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN o Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Menjadi Kewenangan Daerah -
Kabupaten/Kota
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN Pintu dibidang Penanaman Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
1108 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN - 20.619.640,00 20.619.640,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Modal yang Menjadi Umum (DAU)
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN Pintu dibidang Penanaman .
1109 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN - Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Modal yang Menjadi -
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu
URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN Pintu dibidang Penanaman Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
1110 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN - 41.400.000,00 21.214.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Modal yang Menjadi Umum (DAU) 20.186.000,00
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengendalian Pelaksanaan
URUSAN PEMERINTAHAN n PROGRAM PENGENDALIAN
1111 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN agzzre”a"ama" ggﬂﬁg‘:;mmﬁ:;ﬁﬂ”m“ PELAKSANAAN PENANAMAN PMe::."Z'.“;” Modal yaan o | DanaBagiHasi (DBH) 55.795.704,00 55.795.704,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR MODAL Jadi Rewenangan Daera
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENGENDALIAN
1112 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN E/:gzzlpe"a”ama” g:;iﬁg:;mmx:m?w“ PELAKSANAAN PENANAMAN PMe::_"ZW;" Modal yaan o | DanaBagitasi (DBH) -
DENGAN PELAYANAN DASAR MODAL Jaci Rewenangan Daera .
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGENDALIAN
Di P URUSAN PEMERINTAHAN P Modal
1113 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN N:SZ; enanaman AIDANG PENANAMAN MODAL | PELAKSANAAN PENANAMAN ,\:::ZZT;:WE;: ::"[faerah Dana Bagi Hasil (DBH) 46.415.000,00 17.873.58045 | Lo 4o
DENGAN PELAYANAN DASAR MODAL ) 8 2ALAL
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan
PROGRAM PENGELOLAAN . .
1114 \l;\IRALJJIS;‘:\IATVE('S\AEETIIQEQI?AITAN Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN DATA DAN SISTEM Ir?ef:;m:: S:nrg?:r?ntgr':;n Dana Alokasi Umum (DAU) -
M | BIDANG PENANAMAN MODAL INFORMASI PENANAMAN -
DENGAN PELAYANAN DASAR oda G o ORMAS pada Tingkat Daerah
MODAL
Kabupaten/Kota
RUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJAN
URUS Dinas Penanaman URUSAN PEMERINTAHAN 06 UNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH
115 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Modal BIDANG PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 2.033.067.407,94 2:033.067.407,94 -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA e ’ R e
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENUNJANG . . .
1116 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ’E’/:zzsalpe"a"ama" EIRDT’\?G'\‘PPEE’\"\Q&R::AT:;?ANOD AL | URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i;a;'aﬁs:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Di EME N ini i
1117 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN inas Penanaman URUSAN PEMERINTAHA URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat | .\ 01asi Umum (DAU) -

DENGAN PELAYANAN DASAR

Modal

BIDANG PENANAMAN MODAL

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Penanaman

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1118 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Modal BIDANG PENANAMAN MODAL | 1\ e AH KABUPATEN/KOTA Daerah .
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG I
1119 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ’E’/:gzzlpe"a"ama" :I"DL;?QPPEE’\'&E’X'&T:;’:ANODAL URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG o
1120 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN agzzre"a"ama" g:;iﬁgPPEEmmNMT:;/:ANODAL URUSAN PEMERINTAHAN g‘:g:'a":"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 115.000000,00 | 4o oo 000
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA -000.000,
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG I
1121 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E/:ggzlpe"a"aman EIELAZAQPPEEmiﬂNMT:;ﬁANODAL URUSAN PEMERINTAHAN g‘:g:',:'f"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG I
1122 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E,:gzzlpena”ama” gl';lf,\fgppsmm’:}:mﬂ’“w L | URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r':r"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 13.920000,00 | 1 o000
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA -080.000,
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik o )
1123 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E/:gzzlpe"a"ama" ggﬂ?g::miﬁ':}:ﬁ;”wm URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan B:‘jﬁ??g’/xﬁs” (DBH),Dana Alokasi 41.149.656,00 41.149.656,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG ) ) o )
1124 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ’E’/:zzsalpe"a"ama" EIRDT’\?G'\‘PPEE’\"\Q&R::AT:;?ANOD AL | URUSAN PEMERINTAHAN B?EZ—::'Szgqfrfs;ﬁz:nézﬁah B:‘jﬁ?ﬁm’)s” (DBH),Dana Alokasi 60.720.000,00 50.720.000,00 | o 0000
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DOD.05%,
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG ) ) Dana Alokasi Umum
1125 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E/:gzzlpe"a"ama" ggﬂ?g::mm’:}:mﬂw AL | URUSAN PEMERINTAHAN Ber[:z::'::;J:ris:t:::”éz'e'fah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 54.000.000,00 54.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG ) )
1126 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ’E’/:gzzlpe"a"ama" g:;iﬁg:;\nmw:m?w L | URUSAN PEMERINTAHAN Ben':‘s’::':Z;Jearis:t::r‘gzz%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 39.000.000,00 39.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
1127 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN agzzre”anaman LBJI':)LASI\)IA(E\‘PPEEI\’I\AAE\IRAINMTAAI\T;NODAL URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil 30.000.000,00 30.000.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN ) PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1128 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN mzzre"a"ama" glRDlj\Sl\lA(’i\‘PPEEI\’l\/II\T\IFXNMTAAI\'I-‘ANINOD L | URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Bagi Hasil (DBH) 5.100.000,00 5.100.000,00 |
DENGAN PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN | dan Kepemudaan Terhadap DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1129 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | (7P BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING Pemuda Pelopor Bidans pondidikan -
DENGAN PELAYANAN DASAR OLAHRAGA KEPEMUDAAN Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN | dan Kepemudaan Terhadap DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1130 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 5% BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING Pemuda Pelopor Bidans Pendidikan 100.000.000,00 9200000000 | oo o
DENGAN PELAYANAN DASAR OLAHRAGA KEPEMUDAAN Kabupaten/Kota, Wirausaha -000.000,
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN | dan Kepemudaan Terhadap DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1131 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 5% BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING Pemuda Pelopor Bidans Pendidikan -
DENGAN PELAYANAN DASAR OLAHRAGA KEPEMUDAAN Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN | Penyadaran, Pemberdayaan, | /oo e
1132 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING dan Pengembangan Pemuda -

DENGAN PELAYANAN DASAR

Olahraga

OLAHRAGA

KEPEMUDAAN

dan Kepemudaan Terhadap

Bidang Pendidikan
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Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kepemudaan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN

Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Pendidikan pada Jenjang

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

1133 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 79 BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING pom i y Bidane pendidik -
DENGAN PELAYANAN DASAR ga OLAHRAGA KEOLAHRAGAAN endidikan yang Menjadl idang Pencicikan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Keoemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN | Penyelenggaraan Kejuaraan DAU vane Ditentukan Penzzunaannva
1134 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 7% ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING Olahraga Tingkat Daerah Bidany Pindidikan 68 ¥ -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA KEOLAHRAGAAN Kabupaten/Kota 8
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN :Z:belrr:lfannd:: Olahraga DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1135 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 79 ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING Presgtasi - gkat Daerahg Bidany Pgndidikan 88 4 -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA KEOLAHRAGAAN Proving g g
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kevemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN | Pembinaan dan DAU vane Ditentukan Penzzunaannva
1136 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 7% ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN KAPASITAS DAYA SAING Pengembangan Organisasi Bidany Pindidikan 68 ¥ - -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA KEOLAHRAGAAN Olahraga 8
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan )
1137 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN g::f‘ia'(zpem“daa" dan | 5IDANG KEPEMUDAAN DAN iigﬁgﬁm iiggﬁmgﬁzm” Pengembangan Organisasi gggnvagin[zitj&;ka" Penggunaannya 216.000.850,80 197.056.967,34 | 1o 040 on e
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA Kepramukaan 8 43883
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
1138 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN g:z:‘lia'(eapem“daa” dan | BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN ;\::Z:lnt;asaier:;ngan f::‘;Agzﬁ.TaAZ:lilei%ﬁEQFiDAU) 1.623.721.149,20 1623.721.149,20 |
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 g BES IR IAS
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o }
1139 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN g::ai;?em“daa” dan | BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN gg'e"r;:s"as' Umum Perangkat :ﬁ:nyagin[gitj;t;\ka" Penggunaannya -
DENGAN PELAYANAN DASAR & OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA e
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1140 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 79 ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Db 8 Bidany Pgndidikan 88 v -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas K Saand URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat | DAU vane Ditentukan P
1141 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN O'I';f]ia Zpe"‘” N3N | BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag‘r;f rastiimum Ferangia Bidanyagimi'i;'?(a‘:] an Fenggunaannya -
DENGAN PELAYANAN DASAR g OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA e
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Keoemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum perangkat | D202 Alokasi Umum (DAU),DAU yang
1142 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 7% a” u BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN o u 8 Ditentukan Penggunaannya Bidang 25.000.000,00 10.500.000,00 |, 000
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pendidikan -200.000
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Keoemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik DAU vane Ditentukan Penzzunaannva
1143 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | "8 P BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Bid v Pg i 68 v -
DENGAN PELAYANAN DASAR anraga OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah \dang Fendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan: DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1144 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 79 ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan . I;aefah Bidany Pindidikan ee 4 -
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kepemudaan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan: DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1145 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 79 ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Uruzan o tahon Saeih Bidany Pzndidikan eg 4 -
DENGAN PELAYANAN DASAR g OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Keoemudaan dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik DAU vanz Ditentukan Penzeunaanmya
1146 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | 79 ap BIDANG KEPEMUDAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Bidany Pgndidikan 88 4 -
DENGAN PELAYANAN DASAR & OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah g
URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan Perpustak
Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBINAAN €engelo'aan Perpustakaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
147 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | 5o, takaan BIDANG PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN Tingkat Daerah Bidang Pendidikan -
DENGAN PELAYANAN DASAR P Kabupaten/Kota e
URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan Perpustak
1148 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBINAAN Tini(z:;::ra:rpus akaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya 381.160.000,00 371.466.558.28
Perpustakaan BIDANG PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN 8 Bidang Pendidikan Bt 405258, 9.693.441,72

DENGAN PELAYANAN DASAR

Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kearsipan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBINAAN

Pembudayaan Gemar

1149 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Membaca Tingkat Daerah -
Perpustak BIDANG PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN -
DENGAN PELAYANAN DASAR erpustakaan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN . . Pembudayaan Gemar .
1150 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;"rai:;:;za" dan :I"DL;?QPPEER'\QEZ'T'\LL’;FXLN EESSURQTKTMB'NAAN Membaca Tingkat Daerah gggnyaginﬂfj;?(;‘;ka" Penggunaannya 50.000.000,00 30.000.000,00 | o 0000
DENGAN PELAYANAN DASAR s Kabupaten/Kota 8 IR
URUSAN PEMERINTAHAN . . PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Dinas K RUSAN PEMERINTAHAN
1151 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Ple?ais;;s;zan dan gIDLiSNG PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 10.000.000,00 | 4o o000
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah -000.000,
URUSAN PEMERINTAHAN . . PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Dinas K d URUSAN PEMERINTAHAN
1152 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P'e':aistj(:;za” an BIDANG PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH
1153 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perpustakaan BIDANG PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 1.895.127.042,04 1.895.127.042,04 -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA g g 895127082/
URUSAN PEMERINTAHAN ) ] PROGRAM PENUNJANG o
1154 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':asuf;i::r"a" dan ggﬂ?g:::ﬁii:ﬂi’n” URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i;r:;'aﬁ:;”ga” -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG o
1155 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;':ai:éi?;za" dan EIRDT’\?G'\‘PPEER'\QEZ'T'\LLT&N URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i;a;'aﬁ:s"ga" -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG o
1156 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;:ai:teai?;za" dan EIRDT’@';‘PPEER'\QE';'T'\;/X%N URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i:fg’azer:s”ga” -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG o
1157 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'E?ai:;:;za" dan gl';isl\ngPEER'\:Ez'T'ﬂinN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'izrta;'ater:s"ga" -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN ] ] PROGRAM PENUNJANG o
1158 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':aif;i;sgza" dan g:;iﬁg‘:;:sszgﬂin’“ URUSAN PEMERINTAHAN s::g;n'i:tag'aﬁ:s”ga” -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN ) ] PROGRAM PENUNJANG Administrasi Barang Milik
Dinas K d URUSAN PEMERINTAHAN
1159 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN P'e:azsti?(:;za” an BIDANG PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah pada Perangkat -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) ] PROGRAM PENUNJANG Administrasi Barang Milik
1160 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':aif;i:;f‘a" dan g:gi%*g‘::;‘gsz;’ﬂin” URUSAN PEMERINTAHAN Daerah pada Perangkat -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) ] PROGRAM PENUNJANG o )
1161 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':aifteai:;f‘a" dan g:;i?g::QgEi:ﬂi’nN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ::‘g:‘"';;a;'a';f;’:gawa'a" -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA g
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG o
1162 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;':aii‘;ifgza" dan g|’;ti?§pPEER'\QEEIT’\LT|</ZnN URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG o
1163 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;':ai:;;s;za" dan gl';iﬁgPPEER“SEF;'T'\LL’li?\‘N URUSAN PEMERINTAHAN g:;"r'a":"as' Umum Perangkat -
DENGAN PELAYANAN DASAR s DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG o
1164 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e';ai:;:;za" dan g:;iﬁg:;;ﬁsz;’ﬂin’“ URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r';:"as' Umum Perangkat -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) ] PROGRAM PENUNJANG o
1165 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;:aiizir;za” dan g:;i?\fg‘:;;‘gii;’:nn’“ URUSAN PEMERINTAHAN g‘:g:';:s"as' Umum Perangkat -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) ] PROGRAM PENUNJANG o
1166 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat :

DENGAN PELAYANAN DASAR

Perpustakaan

BIDANG PERPUSTAKAAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah
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1167

URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN

Dinas Kearsipan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

Administrasi Umum Perangkat

DENGAN PELAYANAN DASAR Perpustakaan BIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah .
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjang DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1168 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perpustakaan BIDANG PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan . -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA e
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG ) )
W ok | Bororionan | s | S | St 1.
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG ) )
W o | Sooorionan | ssmsmmn | S | St 1.
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1171 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':aiffai:;f‘a" dan ;T)LfNAgPPEER'\sEE'T'\LKnN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan gggnyaggn[zitji’l‘;ka” Penggunaannya -
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah 8
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1172 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':asuf;i::r"a" dan ggﬂ?g:::ﬁii;’in’m URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 120000.00000 | oo
DENGAN PELAYANAN DASAR P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah et
URUSAN PEMERINTAHAN ) ) o
1173 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E;':ai:éi:;za" dan ggﬂﬁg:&ggmy“m iRRSf;RAM PENGELOLAAN E‘::f::fzab"f;'epn?l'(':t;“'s Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 43.000.000,00 | o0 o
DENGAN PELAYANAN DASAR P P OUR00
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Simpul Jaringan
1174 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perpustakaan BIDANG KEARSIPAN ARSIP Informasi Kearsipan Nasional - R
DENGAN PELAYANAN DASAR P Tingkat Kabupaten/Kota
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kearsipan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN Kabupaten/Kota yang
175 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | o citaan BIDANG KEARSIPAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Digabung dan/atau -
DENGAN PELAYANAN DASAR pu Dibubarkan, dan Pemekaran
Daerah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
PILIHAN Perikanan PEMKANAN PERIKANAN TANGKAP Kabupaten/Keta Pandidikan, DAK Fislk.Bidang Kelautan 5.313.750.400,00 4.992.500.000,00
dan Perikanan-Penugasan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pemberdayaan Nelayan Kecil Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
nur7 PILIHAN Perikanan BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGKAP dalam Daerah Umum (DAU) o -
PERIKANAN Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pemberdayaan Nelayan Kecil Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
178 PILIHAN Perikanan BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGKAP dalam Daerah Umum (DAU) o -
PERIKANAN Kabupaten/Kota
. URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan dan . . "
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
1179 PILHAN oo BIDANG KELAUTAN DAN PERICANAN TANGKAP Penyelenggaraan Tempat Urnam (9AU) 100.000.000,00 95.000.000,00 | ¢ 00 00000
PERIKANAN Pelelangan Ikan (TPI)
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan dan )
1180 PILIHAN perikanan BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGKAP Penyelenggaraan Tempat Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
PERIKANAN Pelelangan lkan (TPI)
Penerbitan Izin Usaha
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Perikanan di Bidang )
1181 PILIHAN perikanan BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA Pembudidayaan Ikan yang Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PERIKANAN Usahanya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
. URUSAN PEMERINTAHAN Penerbitan Izin Usaha
1182 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan BIDANG KELAUTAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN Perikanan di Bidang Dana Alokasi Umum (DAU) -

PILIHAN

Perikanan

PERIKANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

Pembudidayaan Ikan yang
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Usahanya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kelautan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Pemberdayaan Pembudi Daya

Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi

1183 PILIHAN Perikanan BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA Ikan Kecil Umum (DAU),DAU yang Ditentukan 75.000.000,00 | 75.000.000,00
PERIKANAN Penggunaannya Bidang Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN Pemberdayaan Pembudi Daya | DN Alokasi Umum (DAU),DAU yang
1184 PILIHAN perikanan BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA Ikan Kecil Ditentukan Penggunaannya Bidang - R
PERIKANAN Pendidikan
1185 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan E|ELAZA§KPEELTLEJ$K\‘JA;:NN PROGRAM PENGELOLAAN Pemberdayaan Pembudi Daya Ba“a B?i‘/\ta)sg/(&zBH)'D?: A't(’kkas' 75.000.000.00 _
PILIHAN Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA kan Kecil mum ;DAY yang Ditentukan et 75.000.000,00
PERIKANAN Penggunaannya Bidang Pendidikan
1186 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan EIT)L;JASI\IAG’\‘KPEEL’\/:IS?:\‘JA;:NN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pembudidayaan Dana Alokasi Umum (DAU) R
PILIHAN Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA Ikan ana Alokast Umu -
PERIKANAN
Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
EME
1187 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan EBJIRDLiSl\f(’E\‘KPEL,XIU?IA’\:\ITA[T:NN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pembudidayaan Ditentukan Penggunaannya Bidang }
PILIHAN Perikanan PEMKANAN PERIKANAN BUDIDAYA Ikan Pendidikan, DAK Fisik-Bidang Kelautan 2.557.300.000,00 2.557.300.000,00
dan Perikanan-Penugasan
1188 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan EIT)L;JASI\IAG’\‘KPEEL’\/:IS?:\‘JA;:NN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pembudidayaan Dana Alokasi Umum (DAU) R
PILIHAN Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA Ikan ana Alokasti Umu -
PERIKANAN
1189 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan glzlisl\)lA(;\‘KPEEL’\/:IS?l{\‘l\-erIDHAANN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pembudidayaan Dana Alokasi Umum (DAU) }
PILIHAN Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA Ikan ana Alokast Umu -
PERIKANAN
1190 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan gIRDLiS’\‘AgKPEELTLEJ?:\‘JA;AANN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pembudidayaan Dana Alokasi Umum (DAU) }
PILIHAN Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA Ikan -
PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGOLAHAN Bahan Baku Industri
1191 EITIL:‘T’\"\‘ PEMERINTAHAN E'e':;faﬁ‘:':”ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN DAN PEMASARAN HASIL Pengolahan Ikan dalam 1 Dana Alokasi Umum (DAU) -
PERIKANAN PERIKANAN (Satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Penyediaan dan Penyaluran
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGOLAHAN Bahan Baku Industri Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Fisik-
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan d
1192 PILHAN P'e':iaksanz:“ an dan BIDANG KELAUTAN DAN DAN PEMASARAN HASIL Pengolahan Ikan dalam 1 Bidang Kelautan dan Perikanan- 600.000.000,00 | 600.000.000.00
PERIKANAN PERIKANAN (Satu) Daerah Kabupaten/ Penugasan T
Kota
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I PENDAPATAN ASLI DAERAH
1193 glms:,\’;‘ PEMERINTAHAN E'e':fksaﬁ?:“ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Q::;‘;"'i:ta;'aif‘a‘s”ga” (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana 5.600.515.663.92 2643930.11446 | o000
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 Alokasi Umum (DAU) BOD-225.863 AIEASD,
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I )
1194 ;ms}:\'\r‘\l PEMERINTAHAN E'e':fksaﬁzl:”ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN s:g;”'i;r:;'aierg:gawa'a” Dana Alokasi Umum (DAU) -
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I o )
1195 EIFE:'J_'S:’\’;‘ PEMERINTAHAN E'e':fksaﬁzl:”ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r:r"s"as' Umum Perangkat B:‘jﬂ??gma)s” (DBH),Dana Alokasi 1.500.000,00 1.500.000,00 |
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I o )
1196 :fiﬁm’:‘ PEMERINTAHAN E'e':fksai:':“ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;f"as' Umum Perangkat B:‘jﬁ?gma)s” (DBH),Dana Alokasi 41.944.590,00 2693188000 | . oo o0
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA i
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I
1197 EITIL:‘T,\"\‘ PEMERINTAHAN E;':;fa::':”ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG o o )
1198 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi 5.202.000,00 5.202.000,00

PILIHAN

Perikanan

PERIKANAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah

Umum (DAU)
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Kelautan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi

1199 : BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.450.000,00 5.450.000,00
PILIHAN Perikanan PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Umum (DAU) -
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG I Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
EME D
1200 EI'LL:‘S:,\"\‘ PEMERINTAHAN P;"riaksa:::’“ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | ;o1 (DAU),DAU yang Ditentukan 190.581.600,00 93537.484,20 | oo oo
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penggunaannya Bidang Pendidikan T
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) ) Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang
RUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kel P P '
1201 SIL::{SAN P'e?iaksan::”ta” dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Uen':;’::'::;iif:taﬁzsnézgih Ditentukan Penggunaannya Bidang 31.925.000,00 31.925.000,00 |
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pendidikan
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) ) Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kelautan d Penyediaan Jasa P
1202 PILHAN P'er:fksanz:“ an dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Uen':Z:n I:er;ear?:taﬁz:nézgfah Ditentukan Penggunaannya Bidang 54.000.000,00 54.000.000,00 |
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pendidikan
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG ) ) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),DAU
1203 glmsﬁl\’;‘ PEMERINTAHAN E'er:fksaﬁ:':”ta” dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Benr::::I::r:f::tx::né::fah yang Ditentukan Penggunaannya 62.040.000,00 62.040.000,00 |
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bidang Pendidikan
Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi
. URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Umum (DAU),DAU yang Ditentukan
1204 Efi:im’;‘ PEMERINTAHAN E'e':fksaﬁzl:”ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Penggunaannya Bidang 58.720.000,00 58.720.000,00 |
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Pendidikan,Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor
) URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik o )
RUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kel Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Al
1205 ElLanJ-?:N RINTAHA! P'e':?ksan::“ta" dan BIDANG KELAUTAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan U:‘jmz(’g'AUa)S' (DBH),Dana Alokasi 33.271.410,00 33.271.410,00 |
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN ) - PROGRAM PELESTARIAN DAN )
1206 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN E'e':us dza'a':’r:sata dan ;'E)L/strxfer\‘KPEEB’\LAJlE)F:v/I::AN PENGELOLAAN CAGAR g::ie'gﬁ:fjgz:;“/t‘;: gﬁ:r‘yaginﬂ:j&;‘:‘ka" Penggunaannya 149.800.000,00 10452633747 | o0
DENGAN PELAYANAN DASAR ¥ BUDAYA g P e 273062,
PROGRAM PENINGKATAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN Pengelolaan Destinasi
1207 PILHAN Keburdayan AIDANG PARIWISATA DAYA TARIK DESTINASI Pariwisats Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 30.000.000,00 |
PARIWISATA
1208 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN Eiefii';;;’:g:mf;/m Pengelolaan Destinasi Dana Alokasi Umum (DAU) R
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA Pariwisata Kabupaten/Kota -
PARIWISATA
1209 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN Eisfiim;;’:;’j‘r?NT;AN Pengelolaan Destinasi 55?53:::::3‘(;5I;Lﬁ:;f:;ﬁ:’;?’DAU 299.199.962 00 279.199.962 00
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA PARIWISATA Pariwisata Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan 20.000.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam
110 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMASARAN gaefs‘tiL::sfi':zie;;az::ank, s st U (OAU) _
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA PARIWISATA st dan £ -
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pemasaran Pariwisata Dalam
111 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMASARAN gae:tiL::sri':zie'zla‘llbvzz:ank, s st U (OAL) ]
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA PARIWISATA st dan £ -
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pemasaran Pariwisata Dalam
b1 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMASARAN ga"t.L“ar,':ege; Daya Tarik, Dana Alokasi Umum (DAU) i
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA PARIWISATA estinasi dan fawasan ana Alokast Emum -
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
1213 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN Bi%?m'\s;ig:mmih‘ Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH 210389520312 | -
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 2.038.773.567,24 65.121.675,88
) - PROGRAM PENUNJANG .
1214 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat Dana Alokasi Umum (DAU) R

PILIHAN

Kebudayaan

BIDANG PARIWISATA

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pariwisata dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1215 URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah -
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1216 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) - R
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1217 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) - R
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1218 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) - .
v DAERAH KABUPATEN/KOTA
. - PROGRAM PENUNJANG - .
1219 ;ms:,\?‘ PEVERINTARAN [K);lzsdzagxsata dan ;T)lisNAG’\‘ pﬂﬂmﬁﬁHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r':r"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 10.000.000,00 | 4o 00000
v DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ : '
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik )
1220 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
V! DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjang .
1221 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah | D212 Alokasi Umum (DAU) -
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjang .
1222 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah | DN Alokasi Umum (DAU) -
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA
P M PENUNJAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN ROGRA UNJANG Penyediaan Jasa Penunjang .
1223 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah | D2n@ Alokasi Umum (DAU) -
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1224 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
V: DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1225 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
V' DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1226 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
uaay; DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pariwisata dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1227 PILIHAN Kebudayaan BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan dan
1228 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN gES(?ERI\A/I’;IA':\:EgZEIDSI:QL\‘N?XAN Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dana Alokasi Umum (DAU) }
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN dan Hijauan Pakan Ternak -
PERTANIAN
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan dan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN Peredaran Benih/Bibit Ternak, N
1229 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN SARANA dan Hijauan Pakan Ternak Dana Alokasi Umum (DAU) 65.032.258,00 57:602.258,00 | 7 435 000,00
PERTANIAN
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih/Bibit
. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Ternak dan Hijauan Pakan
1230 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN SARANA Ternak yang Sumbernya Dana Alokasi Umum (DAU) -

PILIHAN

Kesehatan Hewan

BIDANG PERTANIAN

PERTANIAN

dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
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Dinas Peternakan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Penyediaan Benih/Bibit
Ternak dan Hijauan Pakan

1231 PENGEMBANGAN SARANA Ternak yang Sumbernya Dana Alokasi Umum (DAU) -
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN dalam 1 (Satu) Daerah -
Kabupaten/Kota Lain
Penyediaan Benih/Bibit
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN | Ternak dan Hijauan Pakan )
1232 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN SARANA Ternak yang Sumbernya Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PERTANIAN dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1233 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1234 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1235 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1236 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1237 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian bana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1238 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1239 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan Prasarana .
1240 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PRASARANA PERTANIAN
Penjaminan Kesehatan
PROGRAM PENGENDALIAN Hewan, Penutupan dan
1241 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN HEWAN DAN Pembukaan Daerah Wabah Dana Alokasi Umum (DAU) .
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN KESEHATAN MASYARAKAT Penyakit Hewan Menular -
VETERINER Dalam daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN Pengawasan Pemasukan dan
1242 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN HEWAN DAN Pengeluaran Hewan dan Dana Alokasi Umum (DAU) }
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN KESEHATAN MASYARAKAT Produk Hewan Daerah -
VETERINER Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN Pengelolaan Pelayanan Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN HEWAN DAN Laboratorium dan Jasa Medik .
1243 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN KESEHATAN MASYARAKAT Veteriner dalam Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 169.916.400,40 131.916.40040 | 35 500.000,00
VETERINER Kabupaten/Kota
n PROGRAM PENGENDALIAN Penerapan dan Pengawasan
1244 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN HEWAN DAN Persyaratan Teknis Kesehatan PENDAPATAN ASLI.DAERAH 29.800.000,00 26.300.000,00
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN KESEHATAN MASYARAKAT ) (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00
Masyarakat Veteriner
VETERINER
n PROGRAM PENGENDALIAN Penerapan dan Pengawasan
1245 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN HEWAN DAN Persyaratan Teknis Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) R

PILIHAN

Kesehatan Hewan

BIDANG PERTANIAN

KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Masyarakat Veteriner
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Dinas Peternakan dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PERIZINAN USAHA

Penerbitan Izin Usaha
Pertanian yang Kegiatan

1246 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Usahanya dalam Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
Kabupaten/Kota
1247 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan Dana Alokasi Umum (DAU) :
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Pertanian -
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan .
1248 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 10.000.000,00 |4 460 000,00
1249 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan Dana Alokasi Umum (DAU) }
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Pertanian -
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1250 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN Bi?J(SE::’\I/’IET\iEI;JIEJTiTIiN Administrasi Keuangan (PAD),Dana Alokasi Umum 2.476.824.540,00
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2.476.824.540,00 -
Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Barang Milik )
1251 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah pada Perangkat Dana Alokasi Umum (DAU) - B
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian .
1252 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1253 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan d URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
1254 PILHAN K'Q’;Z;afa:'::wa; an BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag‘r':; rasiimum Perangkat | pha Alokasi Umum (DAU) 8.544.030,00 8.544.030,00 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA
) PROGRAM PENUNJANG I
1255 Efi:im’;‘ PEMERINTAHAN E'e';:;:f;:r;‘::;da" glzlisl\)lA(;\‘PPEERMI’/EZII’:LAHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r:r"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) 1.228.488,00 1.228.488,00 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA
) PROGRAM PENUNJANG I
1256 :E:im’:‘ PEMERINTAHAN E'e::;:f;:r;‘z;aa:da" gl';[f’\fGNPPEER“ﬁZ'I':LAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Q;"e"r'a",f"as' Umum Perangkat | 1 Alokasi Umum (DAU) 5.106.071,60 5.106.071,60 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1257 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1258 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan d URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
1259 PILHAN K'e';z;ateasrgzwi; an BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag:':rls rastimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) 1.129.800,00 1.129.800,00 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan d URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
1260 PILHAN K;r;z;ateasr::w?m an BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag:':rf rasiimum Perangkat | p.ha Alokasi Umum (DAU) 35.050.000,00 17.455.000,00 | o oo oo o
DAERAH KABUPATEN/KOTA 295000
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNIANG Pengadaan Barang Milik )
1261 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNIANG Pengadaan Barang Milik )
1262 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
. PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1263 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 26.561.412,00 26.561.412,00

PILIHAN

Kesehatan Hewan

BIDANG PERTANIAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah
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PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

1264 URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -
PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintah Daerah
. PROGRAM PENUNJANG . .
EME D EME
1265 EI'LL:‘S:,\"\‘ PEMERINTAHAN K;ZZ;::::?Z:;“" :IRDL/JA?(;\'PPER'\ﬁ AZ'I'ZLAHAN URUSAN PEMERINTAHAN B?L'Z::':Z:qif:gﬁ;‘:”éigih Dana Alokasi Umum (DAU) 44.900.000,00 44.900.000,00 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjang .
1266 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) ) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA
n PROGRAM PENUNJANG . .
aonoomon | 900000 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’
. PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
URUSAN PEMERINTAHAN Di Pet: kan d. URUSAN PEMERINTAHAN
1268 PILHAN K'e’;;a;:r::wa; an BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 35.800.000,00 35.800.000,00 |
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1269 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1270 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1271 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
. PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
R N PEMERINTAHAN D P R N PEMERINTAHAN
1272 vL:JmL:iS:N RINTAHA! K'E';z;ate::r:::;da" ;DL/JASr\fG PERTAZIANA A URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 183.286.556,80 | o oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Peternakan dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik )
1273 PILIHAN Kesehatan Hewan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENYEDIAAN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN . URUSAN PEMERINTAHAN Pengawasan Penggunaan .
1274 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN SARANA Sarana Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) 74.860.200,00 70.885.200,00 3.975.000,00
Perkebunan PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENYEDIAAN DAN Dana Bagi Hasil (DBH),Insentif Fiskal
1275 URUSAN PEMERINTAHAN Hortikultura dan URUSAN PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN SARANA Pengawasan Penggunaan Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 412.594.889,00 389.694.889,00
PILIHAN BIDANG PERTANIAN Sarana Pertanian 22.900.000,00
Perkebunan PERTANIAN Sebelumnya
Pengelolaan Sumber Daya
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENYEDIAAN DAN Genetik (SDG) Hewan,
1276 :IRL::_'S:’\"\‘ PEMERINTAHAN Hortikultura dan gIIELiS’\‘A(;\IPPEERI\./IFEEIIIXLAHAN PENGEMBANGAN SARANA Tumbuhan, dan Mikro Dana Bagi Hasil (DBH) - :
Perkebunan PERTANIAN Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Sumber Daya
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENYEDIAAN DAN Genetik (SDG) Hewan,
R N PEMERINTAHAN R N PEMERINTAHAN
1277 'I;JIL:}{{TN RINTAHA! Hortikultura dan lLBJIDLiSI\fG PERTAZIANA A PENGEMBANGAN SARANA Tumbuhan, dan Mikro Dana Bagi Hasil (DBH) - ;
Perkebunan PERTANIAN Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | ;05N pEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAANDAN | o - bangan Prasarana )
1278 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) - a
Perkebunan PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | - ;p\;sAN pEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN | 5. - hangunan Prasarana )
1279 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) - R
Perkebunan PRASARANA PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENYEDIAAN DAN Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif
1280 URUSAN PEMERINTAHAN Hortikultura dan URUSAN PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN Pembangunan Prasarana Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja 137.523.900,00 112.523.900,00

PILIHAN

Perkebunan

BIDANG PERTANIAN

PRASARANA PERTANIAN

Pertanian

Tahun Sebelumnya

25.000.000,00
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Dinas Tanaman Pangan,

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Pembangunan Prasarana

1281 Hortikultura dan PENGEMBANGAN N Dana Alokasi Umum (DAU) -
PILIHAN borkobany BIDANG PERTANIAN PRASARANA PERTANIAN Pertanian -
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | ;p\;sAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAANDAN | o o unan Prasarana )
1282 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
Perkebunan PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | ;e\ ;sAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN | 5 12 ngunan Prasarana )
1283 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) - .
Perkebunan PRASARANA PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN " | URUSAN PEMERINTAHAN Pemb P
1284 PILHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN P::a:i';iuna“ rasarana Dana Alokasi Umum (DAU) 8.481.700,00 8.481.700,00 |
Perkebunan PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | ;0 s AN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYEDIAANDAN | o\ o inan Prasarana )
1285 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PENGEMBANGAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) - a
Perkebunan PRASARANA PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Dlna_s Tanaman Pangan, URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian dan _
1286 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN DAN PENANGGULANGAN Penanggulangan Bencana Dana Alokasi Umum (DAU) - :
Perkebunan BENCANA PERTANIAN Pertanian Kabupaten/Kota
Dinas Tanaman Pangan,
URUSAN PEMERINTAHAN * URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan )
1287 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) 45.500.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00
Perkebunan
Dinas Tanaman Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN * " | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan )
1288 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) 11.163.900,00 11.163.900,00 :
Perkebunan
1289 URUSAN PEMERINTAHAN ag‘ratiskzzl’t':f’r;"g;‘npa"ga"' URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENYULUHAN Pelaksanaan Penyuluhan DAK Non Fisik-Bantuan Operasional 401.800.000.00
PILIHAN oo BIDANG PERTANIAN PERTANIAN Pertanian Penyuluh Pertanian 6.940.774.942,00 -SOR00% 6.538.974.942,00
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | - ;a\;sAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH :
1290 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 6.991.973.700,00 | ¢ 491 973.700,00
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 g 9427300
Dinas Tanaman Pangan PROGRAM PENUNJANG . . .
URUSAN PEMERINTAHAN " | URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi K
1291 PILHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Per’gl'q"'iarta;'a:rgﬁgawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) 5.468.703,00 | 546870300
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 408703
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG L .
1292 Efiﬁm’;‘ PEMERINTAHAN Hortikultura dan glRleth"‘PPEER“ﬁZ'I’:LAHAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;“r;"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) 20.735.951,00 5.468.703,00 | o000
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 207248
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | ;p\sAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat | Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi -
1293 PILHAN Hortikultura dan AIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN ! Urmam (DA} 20735.951,00 | ool oo o
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 199995
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG - .
1294 ;JITIL:‘T,\"\‘ PEMERINTAHAN Hortikultura dan ggﬂ?g:EExiZ'I’:LAHAN URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 5.133.462,00 | s13346200
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 3SA5%
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG - .
RUSAN PEMERINTAHAN RUSAN PEMERINTAHAN P -
1295 EILIL:‘TN RINTAHA! Hortikultura dan ;DL/JAS,G\G PERTAZIANA A URUSAN PEMERINTAHAN g:;"r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) 513346200 | (oo o
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 133462/
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG . "
RUSAN PEMERINTAHAN g RUSAN PEMERINTAHAN A Perangk
1296 :ul:fAN Hortikultura dan gIDLiSNG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN D:;“r';:"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 9.295.964,86 | 295964 56
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA 9905
Dinas Tanaman Pangan PROGRAM PENUNJANG . .
URUSAN PEMERINTAHAN " | URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat -
1297 PILHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':r:s rastimum Perangkat | . ha Bagi Hasil (DBH) 5.259.040,00 9295.964,86 | ;oo o
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA D3692%
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG - .
URUSAN PEMERINTAHAN . ’ URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat .
1298 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 85.650.000,00 5.259.040,00 80.390.960,00

Perkebunan

DAERAH KABUPATEN/KOTA
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Tanaman Pangan,

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1299 Hortikultura dan URUSAN PEMERINTAHAN . 32.825.000,00
PILIHAN perkebunan BIDANG PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 32.825.000,00
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
EME EME
1300 ;JIRL:":‘T’\"\‘ PEMERINTAHAN Hortikultura dan glRDLiSl\f(’;\IPPERﬁAZI:ZLAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
RUSAN PEMERINTAHAN RUSAN PEMERINTAHAN
1301 :’JILIliisAN Hortikultura dan gIDLiSNG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
1302 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 52.400.000,00 - 52.400.000,00
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG . .
URUSAN PEMERINTAHAN ! URUSAN PEMERINTAHAN P d J P
1303 PILHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN o e b8 | Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 42400.000,00 | | oo
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA T
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Tanaman Pangan, | ;p\;sAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNIANG Penyediaan Jasa Penunjang Pendapatan Bagi Hasil Pajak -
1304 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah | Kendaraan Bermotor 39.000.000,00 44.000.000,00 | 5 405 000,00
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ B
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG . .
1305 EITIL:‘T,\"\‘ PEMERINTAHAN Hortikultura dan ggﬂ?g::#im%ﬁm URUSAN PEMERINTAHAN B‘:z‘s’g:':Z;J:risstzﬁz:nézre'ih Dana Alokasi Umum (DAU) 29.000.000,00 | o o 000
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1306 :’JIRL:}{{S:I\’I\‘ PEMERINTAHAN Hortikultura dan EIRDL)JQS’\"A(':PPEExiZI:ZLAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 37.800.000,00 - 37.800.000,00
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah D
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik . s
R N PEMERINTAHAN R N PEMERINTAHAN P B H P -
1307 ;JILIL:‘TN RINTAHA! Hortikultura dan ;DL/JAS,G\G PERTAZIANA A URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan K::j:f:::"B;ﬂotzi" ajak 4.880.000,00 37.800.000,00 | g0 o
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
1308 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 15.997.200,00 4.880.000,00 11.117.200,00
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
Dinas Tanaman Pangan, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN -
1309 PILIHAN Hortikultura dan BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 13.410.720,76 13.410.720.76
Perkebunan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
Pemeriksaan dan Pengawasan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Koperasi Simpan
URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGAWASAN Pinjam/Unit Simpan Pinjam
1310 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Kecil BIDANG KOPERASI, USAHA DAN PEMERIKSAAN KOPERAS! Ko . Wilayah -
DENGAN PELAYANAN DASAR KECIL, DAN MENENGAH perasi yang Wilava .
Menengah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Pemeriksaan dan Pengawasan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Koperasi Simpan
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Perindustrian, Koperasi PROGRAM PENGAWASAN Pinjam/Unit Simpan Pinjam
1311 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Kecil BIDANG KOPERASI, USAHA DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Koperasi yang Wilayah ) -
DENGAN PELAYANAN DASAR KECIL, DAN MENENGAH perasi yang Wilay
Menengah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Dinas Perdagangan Pendidikan dan Latihan
URUSAN PEMERINTAHAN . . L URUSAN PEMERINTAHAN Perkoperasian Bagi Koperasi
1312 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Zz;"&‘;ﬁ:i’e‘c :T"pe'as' BIDANG KOPERASI, USAHA fiﬁﬁm“ﬁ;;;‘oogsxzuzm yang Wilayah Keanggotaan -
DENGAN PELAYANAN DASAR KECIL, DAN MENENGAH dalam Daerah
Menengah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN E'e?ia;dz‘z;‘:iiialia"érasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EZ%:ZL?V:::?:ES] .
1313 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=T £ P BIDANG KOPERASI, USAHA DAN PERLINDUNGAN ¢ tg pd | yane -
DENGAN PELAYANAN DASAR an Ysana fed! KECIL, DAN MENENGAH KOPERASI eanggotaannya cda am
Menengah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN n URUSAN PEMERINTAHAN Pemberdayaan Usaha Mikro
Dinas Perdagangan, PROGRAM PEMBERDAYAAN R .
1314 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN Perindustrian, Koperasi BIDANG KOPERASI, USAHA USAHA MENENGAH, USAHA yang Dilakukan Melalui 30.000.000,00 - 30.000.000,00

DENGAN PELAYANAN DASAR

KECIL, DAN MENENGAH

Pendataan, Kemitraan,
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Menengah

KECIL, DAN USAHA MIKRO
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Kemudahan Perizinan,
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Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA

Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,

1315 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ! BIDANG KOPERASI, USAHA Kemudahan Perizinan, Dana Bagi Hasil (DBH) 30.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR dan Usaha Kecil KECIL, DAN MENENGAH KECIL, DAN USAHA MIKRO Penguatan Kelembagaan dan 30.000.000,00
Menengah (UMKM) -
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Pemberdayaan Usaha Mikro
Dinas Perdagangan PROGRAM PEMBERDAYAAN yang Dilakukan Melalui
URUSAN PEMERINTAHAN D e | URUSAN PEMERINTAHAN USATA MENENGAN, USATA Pendataan, Kemitraan,
1316 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=1 e | P BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL. DAN USALIA MIKRG Kemudahan Perizinan, Dana Bagi Hasil (DBH) 20.000.000,00 1 10.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR KECIL, DAN MENENGAH ’ Penguatan Kelembagaan dan T
Menengah (UMKM) A
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Dinas Perdagangan, Pengembangan Usaha Mikro
URUSAN PEMERINTAHAN : : | URUSAN PEMERINTAHAN nean sana
1317 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Zer"bd“;"'in’ ,'TOperas' BIDANG KOPERASI, USAHA BRMOS\EAM PENGEMBANGAN g:nlgag O}:'e',:;as'.PZ."Sgl:ta" Dana Bagi Hasil (DBH) 10.000.000,00 20.000.000,00 | o o000
DENGAN PELAYANAN DASAR an sana fecl KECIL, DAN MENENGAH a'a Usaha Menjadi Usaha 000009,
Menengah Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN E;’:iarfdpirt‘:;iaﬁa"érasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1318 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=TS ¢ P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 5 143.050.666.00 10.000.000,00 | oo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR Menenean KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah +143.054.666, +133.054.666,
Dinas Perdagangan,
URUSAN PEMERINTAHAN ‘ : | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG A
1319 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN z::’b‘i‘;ﬁ:igc :T"pe'as' BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g:]"'zzrta;'aﬁ:;"ga" F::'[E’)As ;ZAX‘I :ksa lei?JAr:EQH(D AL) 2.143.054666,00 | 0o oo
DENGAN PELAYANAN DASAR Mencmean KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA g : +143.054.666,
URUSAN PEMERINTAHAN E'e':f:dzesrt‘:iaagna’:(ia”e’rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keneeawaian
1320 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | =77 et 0P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN S 3.999.420,00 | 2399942000
DENGAN PELAYANAN DASAR Mencmaan KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA g 399.420,
URUSAN PEMERINTAHAN E'e':f:dz‘zrtf;gna?éa"e’rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat ]
1321 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=T 08 Teh: | P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN oot g Dana Alokasi Umum (DAU) 1.900.000,00 399942000 | oo o
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 095420/
URUSAN PEMERINTAHAN E'e':iarfdz‘z't’fizgna?(iane'rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat .
1322 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=T 02 Teh: | P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN o g Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000,00 1500.00000 | | (o000
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 000.000,
URUSAN PEMERINTAHAN E'E?frfdzes;f;gna':(f"e'rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat )
1323 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=T 0 e | P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN o g Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000,00 | oo oo
DENGAN PELAYANAN DASAR Menenean KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 000,
URUSAN PEMERINTAHAN E'e':?:dz‘z?iﬁa'g"e'rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Admministrasi Umum Peranekat
1324 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=TS ¢ P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN o g 19.000.000,00 “ | 16.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR Mencmaan KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA -000.000,
URUSAN PEMERINTAHAN E;':f:dz‘z‘:;ia’:ia”érasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perankat
1325 WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN | /=TSR ¢ P BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN o g Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Mencmaan KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN E'e':fnsdzesrt‘:;ia?(ia"e’rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1326 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN - fop BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan 70.714.560,00 -

DENGAN PELAYANAN DASAR

dan Usaha Kecil
Menengah

KECIL, DAN MENENGAH

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah

70.714.560,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Penyediaan Jasa Penunjang

1327 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Kecil BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 27.600.000,00 70.714.560,00 43.114.560,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA '
URUSAN PEMERINTAHAN E'e':f:dz‘zrtf;gna?(iap"e’rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG benyediaan Jasa Penunjang
1328 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Ke;:il BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 39.840.000,00 27.600.000,00 12.240.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA !
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Perdagangan, | ;0\, aN pEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik R
Perindustrian, Koperasi . Pendapatan Bagi Hasil Pajak -
1329 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Kecil BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kendaraan Bermotor 1.000.000,00 37.840.000,00 36.840.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah !
URUSAN PEMERINTAHAN E'e?frfdzes;‘:;iaﬁ’p"e'rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1330 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Ke’cil BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 1.000.000,00 149.000.000,00
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah !
URUSAN PEMERINTAHAN E;’:frfdz‘z‘:;ia?(%:’p"e'rasi URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik ]
1331 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN dan Usaha Ke’cil BIDANG KOPERASI, USAHA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 80.237.354,00 140.619.362,10 60.382.008,10
DENGAN PELAYANAN DASAR Menengah KECIL, DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah !
Dinas Perdagangan, PROGRAM PENINGKATAN Pembangunan dan
1332 ;T::f:l\’;‘ PEMERINTAHAN z:;"ljd;;t:izc :TOperas' ggﬂ?:;;gigmgm’“ SARANA DISTRIBUSI Pengelolaan Sarana Distribusi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7523735400 | oo o 4,00
PERDAGANGAN Perdagangan
Menengah
Dinas Perdagangan, Pembinaan Terhadap
1333 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN gigfgﬁglgfgg\lUG;AmN Pengelola Sarana Distribusi :
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN Perdagangan Masyarakat di -
PERDAGANGAN . .
Menengah Wilayah Kerjanya
Dinas Perdagangan, PROGRAM STABILISASI Menjamin Ketersediaan
1334 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN HARGA BARANG KEBUTUHAN Barang Kebutuhan Pokok dan :
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN POKOK DAN BARANG Barang Penting di Tingkat -
Menengah PENTING Daerah Kabupaten/ Kota
Dinas Perdagangan, PROGRAM STABILISASI Menjamin Ketersediaan
1335 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN HARGA BARANG KEBUTUHAN Barang Kebutuhan Pokok dan }
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN POKOK DAN BARANG Barang Penting di Tingkat -
Menengah PENTING Daerah Kabupaten/ Kota
Dinas Perdagangan, PROGRAM STABILISASI Pengendalian Harga, dan Stok
1336 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN HARGA BARANG KEBUTUHAN Barang Kebutuhan Pokok dan 150.000.000,00 }
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN POKOK DAN BARANG Barang Penting di Tingkat ’ 150.000.000,00
Menengah PENTING Pasar Kabupaten/Kota
Dinas Perdagangan, PROGRAM STABILISASI Pengendalian Harga, dan Stok
URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN HARGA BARANG KEBUTUHAN Barang Kebutuhan Pokok dan . . -
1337 PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN POKOK DAN BARANG Barang Penting di Tingkat Dana Bagi Hasil (DBH) 130.350.000,00 | 3 350 090,00
Menengah PENTING Pasar Kabupaten/Kota
Dinas Perdagangan, PROGRAM STABILISASI Pengawasan Pupuk dan
1338 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN HARGA BARANG KEBUTUHAN Pestisida Bersubsidi di Tingkat R
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN POKOK DAN BARANG Daerah Kabupaten/Kota -
Menengah PENTING
Dinas Perdagangan, PROGRAM STABILISASI Pengawasan Pupuk dan
1339 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN HARGA BARANG KEBUTUHAN Pestisida Bersubsidi di Tingkat 15.000.000,00 R
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN POKOK DAN BARANG ’ 15.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota
Menengah PENTING
Dinas Perdagangan, .
1340 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN Ei?liﬁﬁl\?&%ﬁ?\lmsw ;Zlfuk.f:nfe?z “':::;ﬂ?;g;;etig:g Dana Alokasi Umum (DAU) 9.999.999,99 | -
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERDAGANGAN ’ g ’ 9.999.999,99
KONSUMEN Pengawasan
Menengah
Dinas Perdagangan, PROGRAM STANDARDISASI Pelaksanaan Metrologi Legal,
1341 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN Berupa Tera, Tera Ulang, dan R

PILIHAN

dan Usaha Kecil
Menengah

BIDANG PERDAGANGAN

KONSUMEN

Pengawasan
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URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PERENCANAAN

Penyusunan dan Evaluasi

1342 PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN Rencana Pembangunan -
INDUSTRI Industri Kabupaten/Kota
Menengah
Dinas Perdagangan, .
1343 URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN E'Z?‘GPZ%'\’;/z;ZEJN;:,:'AAN gz:z:z:"::r:;::ﬁ::s' £0.000.000.00 ]
PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERINDUSTRIAN ‘ 8 Rt 50.000.000,00
INDUSTRI Industri Kabupaten/Kota
Menengah
Dinas Perdagangan, .
. ) . PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan dan Evaluasi
URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian, Koperasi URUSAN PEMERINTAHAN . .
1344 PILIHAN dan Usaha Kecil BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN Rencan? Pembangunan Dana Bagi Hasil (DBH) 216.999.990,00 35.925.000,01 181.074.989,99
INDUSTRI Industri Kabupaten/Kota
Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PELATIHAN KERIA ) !
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 Ker) KERJA P 8 293290
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Transmigrasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PELATIHAN KERIA Pelaksanaan Pelatihan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1346 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Tenaga Kerja BIDANG TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA berdasarkan Unit Kompetensi Bidang Pendidikan ) -
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 Kerl KERJA P 8
URUSAN PEMERINTAHAN ) o o
e i | o | s e | oo | s 8| o s o |
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 fer) P
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
URUSAN PEMERINTAHAN ) o et X
1348 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ?;';a: Tr'?"s,m'gras idan gEiSIfSTF’EEN’\AAZT\LTE?{T:N r;gf;i’nfUBUNGAN PE;Ja:‘P'a" Keﬁa Bersamz Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ga ferja untuk Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan dan Penyelesaian
URUSAN PEMERINTAHAN . . . Perselisihan Hubungan
1349 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ?;':]25 Zr;;‘f_?'gras' dan glﬁiﬁgTPEENMAZT\LTEiT:N FATSSSRT/;':/LFUBUNGAN Industrial, Mogok Kerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) 504.000.000,00 | 504.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 ferl Penutupan Perusahaan di D00.000,
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan dan Penyelesaian
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Transmigrasi dan URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM HUBUNGAN Persells_lhan Hubungarl Qana Alokasi Umum (DAU),I_nselj\tlf
1350 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Tenaga Keria BIDANG TENAGA KERJA INDUSTRIAL Industrial, Mogok Kerja dan Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja 1.711.585.932 36 484.000.000,00 1.227.585.932 36
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 ) Penutupan Perusahaan di Tahun Sebelumnya T e
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PENUNJANG A PENDAPATAN ASLI DAERAH
Dinas Transmigrasi dan URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan (PAD),Dana Alokasi Umum -
1351 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Tenaga Kerj BIDANG TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.711.585.932,36 1.711.585.932,36
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 Kerja DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 © ' P gt HastiFal SAL285.934
Kendaraan Bermotor
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PENUNJANG I
1352 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ?;’:: Z’:;':_;“'gras' dan :IRDT’\?(':TPEE’\"WAEGT\LTE/;T:N URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a"rf"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ga ker) DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Transmigrasi RUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perangk
1353 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN T;'r‘;s a':z:_’:'gras' dan LBJIDLisNG LENAGA KERIA URUSAN PEMERINTAHAN D‘:;“r'::"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ga ker) DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Transmigrasi d URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat
1354 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN T;T: a';g:,r:'gms' an BIDANG TENAGA KERIA URUSAN PEMERINTAHAN Dagl"lanr:S rastumum Perangkat | pana Alokasi Umum (DAU) 52.698.800,00 | 5200880000
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 Kerl DAERAH KABUPATEN/KOTA 678800/
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Transmigrasi d URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat -
1355 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN T:f: ar;;':.;"'gras' an BIDANG TENAGA KERIA URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r'a"; rasiiimum Perangkat | pha Alokasi Umum (DAU) 12.301.200,00 26.855.400,00 | [,y oo
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 Ker) DAERAH KABUPATEN/KOTA 225200
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1356 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | DInas Transmigrasidan | URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.301.200,00 | |

DENGAN PELAYANAN DASAR

Tenaga Kerja

BIDANG TENAGA KERJA

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah

12.301.200,00
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URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Transmigrasi dan

URUSAN PEMERINTAHAN

PROGRAM PENUNJANG

Penyediaan Jasa Penunjang

1357 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN A URUSAN PEMERINTAHAN X Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja BIDANG TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintahan Daerah -
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PENUNJANG ) )
D EME
1358 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN T;T: Z’;;':_;"'gras' dan :IRDL/JA?(':TPEN'V'AG’X'\LTE’;T:N URUSAN PEMERINTAHAN B?L'Z::':Z:qif:gﬁ;‘:”éigih Dana Alokasi Umum (DAU) -
DENGAN PELAYANAN DASAR ga ker) DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG
Dinas Transmigrasi RUSAN PEMERINTAHAN Penyedi Penunj
1359 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN T;‘f; a';g:,’:'gras' dan gIDLiSNG LENAGA KERIA URUSAN PEMERINTAHAN Uen':;’::'::;iif:taﬁzsnézgih Dana Alokasi Umum (DAU) 11.800.000,00 | 1180000000
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 Kerl DAERAH KABUPATEN/KOTA -e00.000
URUSAN PEMERINTAHAN . . . PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
Dinas T d URUSAN PEMERINTAHAN -
1360 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN T:f ar;;':,r:'gras' an BIDANG TENAGA KERIA URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 11.800.000,00 | [, o000
DENGAN PELAYANAN DASAR 8 ) DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor e
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1361 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ?;r;zs Zr:::,’:'g'“' dan ;’I';lfNAG"‘TPEENN'AEGFX’\:(TE’;T:N URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 | 150.000.000.00
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 ferl DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah PO O
URUSAN PEMERINTAHAN ) o PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1362 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN ?;':: Zr:;‘f_?'gras' dan ggﬂ?g::,\"‘ig“gﬁ{?:” URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 14343292903 | o400
DENGAN PELAYANAN DASAR g2 fer) DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah A36953
n . . Pengembangan Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Transmigrasi dan | URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN ' )
1363 PILIHAN Tenaga Kerja BIDANG TRANSMIGRASI KAWASAN TRANSMIGRASI E::::‘ISEZE pada Tahap bana Alokasi Umum (DAU) 89.999.989,00 50.000.000,00 | 39 994 959,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN Administrasi Tata )
1364 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemerintahan Dana Alokasi Umum (DAU) 97.000.000,00 50.500.789,00 46.499.211,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PROGRAM PEMERINTAHAN Administrasi Tata Dana Alokasi Umum
1365 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemerintahan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 116.200.000,00 86.000.000,00 30.200.000,00
Kendaraan Bermotor
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN Administrasi Tata )
1366 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Pemerintahan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.201.747.870,00 88215.09219 | 5 113532.777,81
- Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN Pelaksanaan Kebijakan ‘ ) -
1367 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kesejahteraan Rakyat E:;";:;an" Penggunaannya Bidang 1.345.331.670,00 2143.955.747,18 | 295 694.077,18
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN Pelaksanaan Kebijakan ) .
1368 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Rakyat Dana Alokasi Umum (DAU) 119.020.000,00 322.631.670,00 203.611.670,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN Pelaksanaan Kebijakan )
1369 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Rakyat Dana Alokasi Umum (DAU) 114.500.000,00 109.010.000,00 5.490.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN Fasilitasi dan Koordinasi )
1370 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Hukum Dana Alokasi Umum (DAU) 337.050.000,00 114.500.000,00 222.550.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . PROGRAM PEMERINTAHAN Fasilitasi dan Koordinasi . -
1371 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Hukum Dana Alokasi Umum (DAU) 153.270.915,53 237.050.000,00 83.779.084,47
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PROGRAM PEMERINTAHAN Fasilitasi dan Koordinasi Dana Alokasi Umum -
1372 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Hukum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 17.240.000,00 126.862.275,97 109.622.275,97
Kendaraan Bermotor
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN G ) -
1373 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 7.760.000,00 17.240.000,00 9.480.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEMERINTAHAN - )
1374 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 41.200.000,00 6.560.000,00 34.640.000,00
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PROGRAM PEREKONOMIAN

Pelaksanaan Kebijakan

1375 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN perekonomian Dana Alokasi Umum (DAU) 78.000.000,00 34.200.000,00 43.800.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . PROGRAM PEREKONOMIAN Pelaksanaan Kebijakan N
1376 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN perekonomian Dana Alokasi Umum (DAU) 122.000.000,00 65.500.000,00 56.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PROGRAM PEREKONOMIAN Pelaksanaan Kebijakan Dana Alokasi Umum -
1377 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN perekonomian (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 35.000.000,00 119.730.920,00 84.730.920,00
Kendaraan Bermotor
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEREKONOMIAN Pelaksanaan Administrasi ) -
1378 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 35.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEREKONOMIAN Pelaksanaan Administrasi )
1379 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) 369.922.995,20 - 369.922.995,20
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PROGRAM PEREKONOMIAN Pelaksanaan Administrasi Dana Alokasi Umum -
1380 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Pembangunan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 240.835.940,80 325.567.682,55 84.731.741,75
Kendaraan Bermotor
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PROGRAM PEREKONOMIAN Pengelolaan Pengadaan Dana Alokasi Umum -
1381 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Barang dan Jasa (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 43.141.064,00 205.668.220,45 162.527.156,45
Kendaraan Bermotor
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . PROGRAM PEREKONOMIAN Pengelolaan Pengadaan .
1382 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Barang dan Jasa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 43.141.064,00 76.858.936,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . PROGRAM PEREKONOMIAN Pengelolaan Pengadaan . -
1383 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Barang dan Jasa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.500.000,00 120.000.000,00 97.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEREKONOMIAN Pemantauan Kebijakan )
1384 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) 22.500.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PEREKONOMIAN Pemantauan Kebijakan )
1385 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBANGUNAN Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) 8.340.146.817,58 " | 8.340.146.817,58
PROGRAM PENUNJANG I
1386 EEN;ERRIEET':af\EUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN :‘:g;”'i;r:g‘a'::s”ga” f:g;’*g ;TaAZ :kSaLS'i[L)JAWEEQH(D AU) 35.808.087,00 882437181588 | Lo oioouge
DAERAH KABUPATEN/KOTA g ( 1662637128,
PROGRAM PENUNJANG I
1387 :g&g:&?}iaﬁzw‘a URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Q‘a"e"r'a”,f"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 5296.675.326.05 35.808.087,00 | oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA IO BI5-355 ~ORE07-235)
PROGRAM PENUNJANG - " Dana Alokasi Umum
1388 :’JEI;LERRI:IFI"/\-‘\a/LiEUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat | 11} pendapatan Bagi Hasil Pajak 166.508.280,00 296.675.326,05 | Ja000 oac oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor e
PROGRAM PENUNJANG Dana Alokasi Umum
NSUR PENDUKUN N inistrasi P -
1389 EE;LEJRRINTAH/LiNu G URUSA Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN g:;"r'a":"as' Umum Perangkat | 1) pendapatan Bagi Hasil Pajak 166.508.280,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor R
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi Perangk
1390 gE,;LEJRINTAHiNU G URUS Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN D:;“r';:"as' Umum Perangkat | . - Alokasi Umum (DAU) 20.899.800,00 | 2089980000
DAERAH KABUPATEN/KOTA 693800/
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi Umum Perangkat
1391 PEMERINTARAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':r:s rasiimum Perangkat | p.ha Alokasi Umum (DAU) 490.998.860,00 20899.800,00 | 0 oo 00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 092065
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi Umum Perangkat -
1392 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN ministrasi Umum Ferangkat | o ha Alokasi Umum (DAU) 344.950.000,00 490.998.860,00

PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah

146.048.860,00
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1393 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 155.821.345,10 187.474.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah 31.652.654,90
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Ba'rang Milik Dana Alokasi Umum ) o
1394 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 578.400.000,00 155.821.345,10 422.578.654.90
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah Kendaraan Bermotor U
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUN RUSAN P i P j -
1395 LJE,;LEJRINTAHiNU G URUS Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Uen':;’::'::;iif:taﬁzsnézgih Dana Alokasi Umum (DAU) 138.000.000,00 578.400.000,00 | 0000
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
PROGRAM PENUNJANG Dana Alokasi Umum
UNSUR PENDUKUNG URUSAN P di; J P j
1396 PEMERINTARAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Uen':Z:n I:er;ear?:taﬁz:nézgfah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.000.200.000.00 138.000.000,00 | g o000
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor e e
PROGRAM PENUNJANG . .
1397 EE’“,;ERRI:‘ET':a;J\EUNG URUSAN | ¢ o\ retariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Benr::::I::r:f::tx::né::fah Dana Alokasi Umum (DAU) 376.007.919,78 95430593291 | Loooo0oiois
DAERAH KABUPATEN/KOTA : o
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Earang Milik Dana Alokasi Umum » - R
1398 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 27.020.000,00 376.007.919,78 348.987.919 78
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1399 Eg&g;:‘?}iaﬁEUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 27.020.000,00 222.980.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah R
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1400 :’J:‘hilléRRI:lﬁ"/\ia/LiEUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 460.183.787,00 200.000.000,00 260.183.787.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah . e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan dan
N. PENDUKUN N -
1401 'I;JEISILEJRRINTAH/LiNU G URUSA Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Operasional Kepala Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 460.183.787,00 360.183.787.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Wakil Kepala Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan dan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
1402 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Operasional Kepala Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 100.000.000,00 R
DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Wakil Kepala Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) PROGRAM PENUNJANG Admml.stram Keuangan dan D.ana Alokasi Umum (DAU),DAU yang
1403 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Operasional Kepala Daerah Ditentukan Penggunaannya Bidang 1.329.110.047.00 100.000.000,00 1.229.110.047.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Wakil Kepala Daerah Kesehatan eTemm e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan dan
1404 Eé\‘hjlé:l;?:af\EUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Operasional Kepala Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 444.293.886,00 1.078.951.247,00 -634 657.361,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Wakil Kepala Daerah e
PROGRAM PENUNJANG e
1405 :g&g:&?}iaﬁzw‘a URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN gzi'r':::r'i:teB“arzraah;a”ggaa" Dana Alokasi Umum (DAU) 67.666.666,00 399.453.986,00 | Lo oo o0 o
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG
1406 ::Jé\:;LéRR|:jFr'/\$/LiEUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Penataan Organisasi Dana Alokasi Umum (DAU) 82.666.668,00 48.229.600,00 34.437.068.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG
N. PENDUKUN N
1407 'I;JEI\;LEJRRINTAH/LiNU G URUSA Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Penataan Organisasi Dana Alokasi Umum (DAU) 67.666.666,00 59.626.696,00 8.039.970,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUN RUSAN
1408 gEISILéRINTAHiNU G URUS Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Penataan Organisasi Dana Alokasi Umum (DAU) 105.200.000,00 48.792.727,00 56.407.273.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Dana Alokasi Umum
UNSUR PENDUKUNG URUSAN -
1409 PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Penataan Organisasi (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 98.766.106,67 98.766.106,67
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor e
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
1410 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Penataan Organisasi Dana Alokasi Umum (DAU) 235.105.689,96 -

PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

235.105.689,96
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PROGRAM PENUNJANG

Pelaksanaan Protokol dan

Dana Alokasi Umum

1411 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN naan Frok (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 190.800.000,00 171.057.064,96
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Komunikasi Pimpinan Kendaraan Bermotor 19.742.935,04
PROGRAM PENUNJANG
END!
1412 EE’\";LEJRRlzT':H:EUNG URUSAN Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Ezlritsr:"k:;";r:’tit‘: dan Dana Alokasi Umum (DAU) 267.568.710,00 190.800.00000 | o oo o
DAERAH KABUPATEN/KOTA P /68 730/
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUNG URUSAN Pelak Protokol -
1413 LJE,;LEJRINTAHiNU G URUS Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Kz;us:ig;"m:ﬁ; dan Dana Alokasi Umum (DAU) 47.400.000,00 247.538557,76 | o0 oe oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA P 138557,
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . Pembentukan Peraturan . -
1414 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Bt kD Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 47.400.000,00 | 100 006 00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . Pembentukan Peraturan .
1415 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN B o L oRD Dana Alokasi Umum (DAU) 50.100.000,00 40.000.000,00 | 10100 000,00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN B
1416 UNSUR PENDUKUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pembahasan Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 50.100.000,00 50.100.000,00
PEMERINTAHAN Anggaran -
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN B
1417 UNSUR PENDUKUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pembahasan Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 248.962.000,00 50.100.000,00
PEMERINTAHAN Anggaran 198.862.000,00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN B
1418 UNSUR PENDUKUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pembahasan Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 50.100.000,00 222.712.000,00 | |
PEMERINTAHAN Anggaran 172.612.000,00
FUNGSI DPRD
PROGRAM DUKUNGAN B
1419 UNSUR PENDUKUNG URUSAN | ¢\ o it ppRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pembahasan Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 50.100.000,00 50.100.000,00
PEMERINTAHAN Anggaran -
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Pembahasan Kebijak
1420 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN embanasan Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 50.900.000,00 50.100.000,00
PEMERINTAHAN Anggaran 800.000,00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN P Penyel -
1421 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN engawasan Fenyelenggaraan | nna Alokasi Umum (DAU) 31.200.000,00 50.900.000,00
PEMERINTAHAN Pemerintahan 19.700.000,00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
1422 UNSUR PENDUKUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pengawasan Penyelenggaraan | . 41ai Umum (DAU) 31.200.000,00 31.200.000,00
PEMERINTAHAN Pemerintahan -
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
1423 UNSUR PENDUKUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pengawasan Penvelenggaraan | o yo1aci Umum (DAU) 31.200.000,00 31.200.000,00
PEMERINTAHAN Pemerintahan -
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
1424 UNSUR PENDUKUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Pengawasan Penyelenggaraan | .. s\o1aci Umum (DAU) 58.400.000,00 31.200.000,00
PEMERINTAHAN Pemerintahan 27.200.000,00
FUNGSI DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN . Pengawasan Penyelenggaraan .
1425 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN e Dana Alokasi Umum (DAU) 1.338.716.000,00 L
FUNGSI DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
NSUR PENDUKUNG URUSAN
1426 UNSU UKUNG URUS Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Peningkatan Kapasitas DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) 688.960.000,00 669.360.000,00
PEMERINTAHAN 19.600.000,00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN -
1427 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Peningkatan Kapasitas DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) 447.000.000,00 638.480.000,00
PEMERINTAHAN 191.480.000,00
FUNGS| DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) ) ) ) -
1428 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Peningkatan Kapasitas DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 447.000.000,00 402.000.000,00

FUNGSI DPRD
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PROGRAM DUKUNGAN

Penyerapan dan

1429 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Penghimpunan Aspirasi Dana Alokasi Umum (DAU) 5.200.000,00 22.500.000,00 17.300.000,00
FUNGSI DPRD Masyarakat
PROGRAM DUKUNGAN Penyerapan dan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) ' o )
1430 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Penghimpunan Aspirasi Dana Alokasi Umum (DAU) 1.428.259.200,00 5.200.000,00 1.423.059.200,00
FUNGSI DPRD Masyarakat
PROGRAM DUKUNGAN Penyerapan dan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN ) ' . )
1431 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Penghimpunan Aspirasi Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.940.000,00 1.288.259.200,00 3.712.680.800,00
FUNGSI DPRD Masyarakat
PROGRAM DUKUNGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN -
1432 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Fasilitasi Tugas DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) 33.193.220,00 2.450.470.000,00
PEMERINTAHAN 2.417.276.780,00
FUNGSI DPRD
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
1433 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 38.193.220,00 18.183.220,00 | Lo o000
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1434 :gﬁg;;i’:aﬁEUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 2.133.969.737.00 20.683.220,00 2.113.286.517.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah T Ty
PROGRAM PENUNJANG - . Dana Alokasi Umum
1435 EE’\";LERRI:‘?:%EUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i;a;'aﬁ:s"ga" (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 41.420.000,00 2133.969.737,00 | (o a0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 Kendaraan Bermotor Ceemme
PROGRAM PENUNJANG o
1436 ;JE’\';L;RRIEET':E%UNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i:fg’azer:s”ga” Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 27.770.000,00 | Lo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 20000
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUN N inistrasi Ki i -
1437 EE';LEJRRlNTAHﬁNU G URUSA Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'izrta;'a:rz:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 | (oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 -HO0.800
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi K i
1438 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Pe:;';n'iarta[s)'a;s:gawa'an Dana Alokasi Umum (DAU) 175.500.000,00 | 175.500.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 200000
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi K i -
1439 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Per’gl'q"'iarta;'a:rgﬁgawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) 7.785.562,00 87.750.000,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 IORA3S
PROGRAM PENUNJANG o
1440 EEN;ERRIEET':af\EUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN gg;“r;"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) 16.585.200,00 7.785.562,00 | o000 o
DAERAH KABUPATEN/KOTA 92638
PROGRAM PENUNJANG o
1441 :g&g:&?}iaﬁzw‘a URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Q‘a"e"r'a”,f"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 91.157.306,41 16.585.20000 |, oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 274200
PROGRAM PENUNJANG o
1442 :’JEI;LERRI:IFI"/\-‘\a/LiEUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN g:z:'a'umas' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 56.087.250,00 91.157.30641 | Lo o0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA D7D856,
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUN N inistrasi P -
1443 EE;LEJRRINTAH/LiNu G URUSA Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN g:;"r'a":"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) 55.743.000,00 56.087.250,00 | L.0oc0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 20
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi Perangk -
1444 gE,;LEJRINTAHiNU G URUS Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN D:;“r';:"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 51.000.000,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA HOBA00
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi Umum Perangkat -
1445 PEMERINTARAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':r:s rasiimum Perangkat | p.ha Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 | Lo oo 000
DAERAH KABUPATEN/KOTA SO0000
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN Administrasi Umum Perangkat
1446 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN ministrasi Umum Ferangkat | o ha Alokasi Umum (DAU) 418.602.940,00 B

PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah

418.602.940,00
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1447 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 418.602.940,00
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah 1.265.430.000,00 846.827.060,00
PROGRAM PENUNJANG I
END -
1448 EE’\:\ZLEJRR|:1T':H:EUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'::"as' Umum Perangkat | .- Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 714.665.00000 | [ ool oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 665008/
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik o
1449 gg&g:&?ﬂizwe URUSAN | ¢ o\ retariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan E::j:f:atf‘"Bifﬂo':Zi" Pajak 121.768.980,00 54.000.000,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
1450 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 331.084.237,60 121.768.980,00 209.315.257.60
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
UNSUR PENDUKUNG URUSAN -
1451 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 331.084.237,60 331.084.237.60
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1452 :gﬁg;;i’:aﬁEUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 411.405.613,32 - 411.405.613.32
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1453 Eé\‘hiléRR|:jFr'/\$/LiEUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 487.279.382,40 411.405.613,32 75.873.769.08
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG ) )
1454 ;JE’\';L;RRIEET':E%UNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Berz‘s’::'::;J;is:t:::”éz'e'ih Dana Alokasi Umum (DAU) 1103.760.300.00 487.279.38240 | oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Sttt AR
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUN N Penyedi Penunj -
1455 EE;LEJRRlNTAHﬁNU G URUSA Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Uenrj“s’::'::::;is:taﬁzr‘jnéz';ih Dana Alokasi Umum (DAU) 644.167.600,00 L078.760.300,00 | opcoo oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 292705
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
UNSUR PENDUKUNG URUSAN -
1456 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 56.030.000,00 644.167.600,00 588.137.600,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor U
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
1457 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 426.948.876,27 56.030.000,00 370.918.876.27
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1458 E:ﬁg;:ﬁuaf\EUNG URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.778.110.785,00 426.948.876,27 10.351.161.908.73
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T T
PROGRAM PENUNJANG
1459 :g&g:&?}iaﬁzw‘a URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN ti‘gzr‘:&:f:;\"gi:ga" Dana Alokasi Umum (DAU) 306.750.000,00 10677.877.884,93 | [0 200 oo oer oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA ) etiaad
PROGRAM PENUNJANG
1460 Ey&g:&?ﬂﬁﬁum URUSAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN tizzr‘:&:i‘:;"gi';ga” Dana Alokasi Umum (DAU) 193.440.000,00 306.750.000,00 | o0 o
DAERAH KABUPATEN/KOTA ) 20000
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUN N L K
1461 'I;JEISILEJRRINTAH/LiNU G URUSA Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Kaezzr_':r?tezﬁ"gi;;a" Dana Alokasi Umum (DAU) 244.960.000,00 177.970.00000 | ¢4 900 000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ! -290.000,
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENDUKUNG URUSAN
1462 gE,aLEJRINTAHiNU G URUS Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Layanan Administrasi DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) 1163.103.590.00 194.480.00000 | g oo o0 0
DAERAH KABUPATEN/KOTA 1103203595 623595
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENDUKUNG URUSAN -
1463 PEVERINTALAN Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD URUSAN PEMERINTAHAN Layanan Administrasi DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 1163.103.590,00 | | oo oo o0
DAERAH KABUPATEN/KOTA 023203595
Badan Perencamaan PROGRAM PERENCANAAN,
1464 UNSUR PENUNJANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN Penyusunan Perencanaandan | .\ okaci Umum (DAU) 140.000.000,00 89.950.000,00

PEMERINTAHAN

Pengembangan

EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Pendanaan

50.050.000,00
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

Badan Perencanaan,

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN

Penyusunan Perencanaan dan

1465 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN EVALUAS! PEMBANGUNAN pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU) 195.788.000,00 110.120.000,00 85.668.000,00
Pengembangan
DAERAH
Badan Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN,
UNSUR PENUNJANG URUSAN . ’ PENGENDALIAN DAN Penyusunan Perencanaan dan . -
1466 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN EVALUAS! PEMBANGUNAN Pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU) 165.788.000,00 165.788.000,00
Pengembangan
DAERAH
Badan Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN, Analisis Data dan Informasi
UNSUR PENUNJANG URUSAN . ’ PENGENDALIAN DAN Pemerintahan Daerah Bidang .
1467 PEMERINTAHAN ge"e"t'ak:‘ dan PERENCANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN Perencanaan Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) -
eneembangan DAERAH Daerah
Badan Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN, Analisis Data dan Informasi
UNSUR PENUNJANG URUSAN . ’ PENGENDALIAN DAN Pemerintahan Daerah Bidang .
1468 PEMERINTAHAN ge"e"“a;‘ dan PERENCANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN Perencanaan Pembangunan bana Alokasi Umum (DAU) 14.305.500,00 " | 14.305.500,00
eneembangan DAERAH Daerah
Badan Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN, Pengendalian, Evaluasi dan
UNSUR PENUNJANG URUSAN e ’ PENGENDALIAN DAN Pelaporan Bidang .
1469 PEMERINTAHAN g::e:;:ag\a:azn PERENCANAAN EVALUAS! PEMBANGUNAN Perencanaan Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) 29.602.800,00 14.305.500,00 15.297.300,00
s 8 DAERAH Daerah
Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
1470 :’J:‘l\iléRRI:lﬁ"/\illjZLANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Pemerintahan dan Dana Alokasi Umum (DAU) 29.602.800,00 -29 602.800.00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia T
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
N. PENUNJAN N !
1471 'I;JEISILEJRRINTALI::A:\IA G URUSA Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Pemerintahan dan Dana Alokasi Umum (DAU) 18.352.800,00 - 18.352.800,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia e
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN ’ -
1472 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Pemerintahan dan Dana Alokasi Umum (DAU) 18.352.800,00 18.352.800,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia e
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN ’
1473 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Pemerintahan dan Dana Alokasi Umum (DAU) 33.690.000,00 - 33.690.000,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia o
Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
1474 Eg\jlé:l;ﬁuﬁELANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Perekonomian dan Dana Alokasi Umum (DAU) 33.690.000,00 ;_;3 690.000,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH SDA (Sumber Daya Alam) o
Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
1475 Eé\‘hilé:I:lﬁ":LdEilANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Perekonomian dan Dana Alokasi Umum (DAU) 153.850.180,00 - 153.850.180,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH SDA (Sumber Daya Alam) e
Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
1476 ES&ERRI:IFF':LI::Z:\IANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Perekonomian dan Dana Alokasi Umum (DAU),DBH Sawit 153.850.180,00 -153 850.180,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH SDA (Sumber Daya Alam) T
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
N: PENUNJAN N !
1477 'I;JEISILEJRRINTALI::A:\IA G URUSA Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Perekonomian dan Dana Alokasi Umum (DAU) 27.040.000,00 - 27.040.000,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH SDA (Sumber Daya Alam) T
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
NSUR PENUNJAN RUSAN ’ -
1478 :’JEISILERINTAL;A:\I G URUS Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) 27.040.000,00 27.040.000,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Kewilayahan T
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN ’
1479 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.020.000,00 - 12.020.000,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Kewilayahan e
Badan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN ’ -
1480 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISAS| PERENCANAAN Bidang Infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.020.000,00 12.020.000,00
Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH Kewilayahan e
Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN Koordinasi Perencanaan
1481 UNSUR PENUNJANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN Bidang Infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) -

PEMERINTAHAN

Pengembangan

PEMBANGUNAN DAERAH

Kewilayahan
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

Badan Perencanaan,

PROGRAM PENUNJANG

Perencanaan, Penganggaran,

1482 Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN 3.736.344.270,00 3.736.344.270,00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah ’ !
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG Dana Alokasi Umum
€ 3 - . ;
1483 EE’\";LEJRRlzT':LdZLANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i:rtag'azer:s”ga” (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 48.442.000,00 373638827000 | L oo oo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA g Kendaraan Bermotor Thhmmme
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENUNJAN RUSAN ’ Admini i K i -
1484 LJE,;LEJRINTALJAL G URUS Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN P:z;"'i:ta;'a;z:gawa'a" Dana Alokasi Umum (DAU) 4.209.428,00 48.442.000,00 | o0 oo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA g e
Badan Perencanaan PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN ! Administrasi U P kat
1485 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag‘r':'f rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) 62.486.724,00 420942800 | (oo oo oo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG - .
1486 EEN;LQRRIZET'KZLANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r':r"s"as' Umum Perangkat | o Alokasi Umum (DAU) 53.081.820,00 62.486.724,00 | oo oo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG . .
1487 :y&g;;ﬂﬂﬁm URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;:s"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 3268182000 | Lo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG . .
1488 EE’\";LERRI:;':L;ZLANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a'us"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 21.401.000,00 | 51.401.000.00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA A
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG - .
1489 ;JE’\';L;RRIEET':L;ZLANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN g:z'a"rf"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 593.329.000,00 2140100000 | oo oo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG
N. PENUNJAN N ’ ini i P -
1490 EE';LEJRRWTAL;ALA G URUSA Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN g:g:'a":"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 22.288.447,00 319.479.000,00 | oo ooo oo
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN
1491 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 85.435.200,00 22.288.447,00 63.146.753.00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN -
1492 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 65.100.756,28 65.100.756,28
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah B
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1493 E:ﬁg:&ﬁug:#NG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG . .
1494 :g&g:&?}iﬂﬁm URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN E?EZ::'SZ;?;&:EQ:”SEZE;,h Dana Alokasi Umum (DAU) 4.900.000,00 | 4.900.000.00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG . .
1495 ;JE’\:;L;RRI:I?XL;ZLANG URUSAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN B‘izz::':Z;J:risstzﬁz:nézrefah Dana Alokasi Umum (DAU) 35.770.000,00 4900.000,00 | Loooe 0
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA o
Badan Perencanaan PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
N. PENUNJAN N ’ -
1496 'I;JEI;LEJRRINTALI::A:\IA G URUSA Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 25.770.000,00 23.770.000,00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah o
Badan Perencanaan PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
NSUR PENUNJAN RUSAN ’
1497 :’JEISILERINTAL;A:\I G URUS Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 11.940.000,00 2.000.000,00 9.940.000,00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN !
1498 PEMERINTAHAN Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 11.940.000,00 88.060.000,00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN ! -
1499 Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 45.290.000,00

PEMERINTAHAN

Pengembangan

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

45.290.000,00
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

Badan Perencanaan,

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

1500 Penelitian dan PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 -
PEMERINTAHAN 15.000.000,00
Pengembangan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah !
Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan, . .
1501 UNSUR PENUNJANG URUSAN penelitian dan PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Bidang Penyelenggaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya 15.000.000,00 -
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH Pemerintahan dan Pengkajian Bidang Pendidikan T 15.000.000,00
Pengembangan
Peraturan
Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan, . .
1502 UNSUR PENUNJANG URUSAN penelitian dan PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Bidang Penyelenggaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya 262.379.800,00 R
PEMERINTAHAN Pengembanzan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH Pemerintahan dan Pengkajian Bidang Pendidikan e 262.379.800,00
€ 8 Peraturan
Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan, N "
1503 UNSUR PENUNJANG URUSAN Penelitian dan PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Bidang Penyelenggaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya 75.000.000.00 252.379.800.00 -
PEMERINTAHAN o o PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH Pemerintahan dan Pengkajian | Bidang Pendidikan DOR.000 373800/ 177.379.800,00
6 8 Peraturan
1504 UNSUR PENUNJANG URUSAN ga:alrf:enrznf"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN E.Ed"er:'t'gn ‘.jalr('jP:"gemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya 7500000000 | -
PEMERINTAHAN enelitian da PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH \dang Sosial da Bidang Pendidikan HU0.00% 75.000.000,00
Pengembangan Kependudukan
1505 UNSUR PENUNJANG URUSAN g:::ﬂt:;er:j;a"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN gied":r"'“g;‘:j';:s"gemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya 25 000.000.00 _
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH e Bidang Pendidikan 000,000/ 75.000.000,00
Pengembangan Kependudukan
1506 UNSUR PENUNJANG URUSAN E::Zﬂt;en'j;a"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN gied":r:'t'gg;ij:lndzﬁngemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya 25.000.00000 | -
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH e Bidang Pendidikan -H00.808/ 75.000.000,00
Pengembangan Kependudukan
1507 UNSUR PENUNJANG URUSAN g::zgt;en'zz‘:"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN g?d":r:'t'gg;ij:lnd:ﬁ"gemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya _
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH e Bidang Pendidikan -
Pengembangan Kependudukan
1508 UNSUR PENUNJANG URUSAN ?adalrf:erznca"aa"' PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN g,ed"e"t'g" ‘.jalzpe"ge'"ba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya
PEMERINTAHAN enelitian dan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH \dang >osial dan Bidang Pendidikan -
Pengembangan Kependudukan
1509 UNSUR PENUNJANG URUSAN gadar:er?ca"aa”' PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN ;,ed"el't':: dan Eed"gemba”ga” DAU yang Ditentukan Penggunaannya 7
PEMERINTAHAN enelitian dan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH \dang tkonomi dan Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1510 UNSUR PENUNJANG URUSAN Sadar:erznca"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN ;.ed“e"t':: dan F?ed“ger"ba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya _
PEMERINTAHAN enefitian dan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH \Cang tkonomi dan Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1511 UNSUR PENUNJANG URUSAN ga:aptfer:znf"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN g.ed"en“t'gz C:]a”m?zngnemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya _
PEMERINTAHAN enelitian da PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH 'dang tkonomi da Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
151 UNSUR PENUNJANG URUSAN gz:znt;er:zr;a"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN gied":r:'t';'(’o‘:i"mpied"aiemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya _
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH e Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1513 UNSUR PENUNJANG URUSAN g::zgt;en'zz‘:"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN g?d":r:'t';'(‘o‘:]aonmﬁzn;emba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya _
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH e Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1514 UNSUR PENUNJANG URUSAN g::ZEtZenrzr;?naan' PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN g?d"aer:'t'gzo‘:]i"mﬁ:';g:mba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya .
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH e Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1515 UNSUR PENUNJANG URUSAN Eadalrf:erznca"aa"' PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN g.ed"el't'zz dan P.edngemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya 7
PEMERINTAHAN enelitian dan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH \dang tkonomi dan Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
UNSUR PENUNJANG URUSAN Badan Perencanaan, PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Penelitian dan Pengembangan | 1\, 2o pitentukan Penggunaannya
1516 Penelitian dan Bidang Ekonomi dan -

PEMERINTAHAN

Pengembangan

PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN DAERAH

Pembangunan

Bidang Pendidikan
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

Badan Perencanaan,

PENELITIAN DAN

PROGRAM PENELITIAN DAN

Penelitian dan Pengembangan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

1517 PEMERINTAHAN Penelitian dan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH Bidang Ekonomi dan Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1518 UNSUR PENUNJANG URUSAN E::Zﬂtzen'z:;a”aa“' PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN gied":r:'t'gzoiinmﬁzr;iemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya ]
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH s Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1519 UNSUR PENUNJANG URUSAN Eadart?er?ca"aa"' PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN E,ed"el't'g(‘ dan Eedngemba"ga" DAU yang Ditentukan Penggunaannya 7
PEMERINTAHAN enelitian dan PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH \dang tkonomi dan Bidang Pendidikan -
Pengembangan Pembangunan
1520 UNSUR PENUNJANG URUSAN g::znt;enrzr;a"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Pengembangan Inovasi dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya 20.867.750.00 _
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH Teknologi Bidang Pendidikan T 29.867.750,00
Pengembangan
1521 UNSUR PENUNJANG URUSAN ga:Zﬂt;enrzr;a"aa"’ PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Pengembangan Inovasi dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya 180.183.000.00 99.867.750,00
PEMERINTAHAN € PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH Teknologi Bidang Pendidikan e T 150.315.250,00
Pengembangan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Penyusunan .
1522 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Rencana Anggaran Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 169.032.410,00 124.853.000,00 44.179.410,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Penyusunan . -
1523 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Rencana Anggaran Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 95.797.500,00 123.932.410,00 28.134.910,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Pengelolaan .
1524 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Perbendaharaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 437.302.834,00 95.797.500,00 341.505.334,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Pengelolaan N
1525 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH perbendaharaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 626.877.831,30 328.962.834,00 297.914.997,30
Koordinasi dan Pelaksanaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN . . -
1526 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Akuntansi dan Pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) 189.575.745,60 580.497.831,30 390.922.085,70
Keuangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Pelaksanaan -
1527 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Akuntansi dan Pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) 58.940.000,00 189.575.745,60 130.635.745,60
Keuangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Pelaksanaan
1528 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Akuntansi dan Pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) 142.022.169.437,15 - 142.022.169.437,15
Keuangan Daerah
Penunjang Urusan PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN . -
1529 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Kewenangan Pengelolaan (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),Dana 2.000.000.000,00 141.972.169.437,15 139.972.169.437,15
Keuangan Daerah Desa
Penunjang Urusan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN .
1530 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Kewenangan Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.007.291.343,10 754.485.646,13 1.252.805.696,97
Keuangan Daerah
Penunjang Urusan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN -
1531 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Kewenangan Pengelolaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 372.575.350,00 2.007.291.343,10 1.634.715.993,10
Keuangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Barang Milik .
1532 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN BARANG MILIK DAERAH Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 493.249.060,00 349.365.350,00 143.883.710,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Barang Milik .
1533 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN BARANG MILIK DAERAH Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 409.325.032,10 281.008.560,00 128.316.472,10
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Kegiatan P lol -
1534 Badan Keuangan KEUANGAN eglatan Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) 79.800.000,00 339.402.532,10

PEMERINTAHAN

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah

259.602.532,10
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

PROGRAM PENGELOLAAN

Kegiatan Pengelolaan

1535 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 69.260.000,00 54.900.000,00 14.360.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Kegiatan Pengelolaan N
1536 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 88.132.500,00 32.870.500,00 55.262.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENGELOLAAN Kegiatan Pengelolaan )
1537 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 5.206.151.878,00 45.826.250,00 | 5 160 325 628,00
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN Administrasi K -
1538 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Pe:;‘;"'iarta;'a;:s”ga" Dana Alokasi Umum (DAU) 188.000.000,00 6496.812.61589 | L0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 208832655
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN Administrasi K i -
1539 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Per’g:]”'iar:;'a:rg:gawa'a” Dana Alokasi Umum (DAU) 35.245.644,63 188.000.000,00 | [0 oopaoo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 5395
PROGRAM PENUNJANG o
1540 :y&g;;ﬂﬂﬁm URUSAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r;:s"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 105.424.725,31 3524560463 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 908
PROGRAM PENUNJANG o
1541 EE’\";LERRI:;':L;ZLANG URUSAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a'us"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 36.975.000,00 10542472531 | g 240 153
DAERAH KABUPATEN/KOTA A8 50
PROGRAM PENUNJANG o
1542 ;JE’\';L;RRIEET':L;ZLANG URUSAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN g:z'a"rf"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) B 36.975.000,00 | L oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 275000,
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENUNJAN N inistrasi P
1543 EE';LEJRRWTAL;ALA G URUSA Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN g:g:'a":"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 30.663.550,00 | 2006355000
DAERAH KABUPATEN/KOTA 663350/
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN Administrasi Umum Perangkat
1544 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Dag:':rls rasiimum Perangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) 129.550.340,00 30.663.550,00 | gooor o0 o
DAERAH KABUPATEN/KOTA 986790/
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN Administrasi Umum Perangkat
1545 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Da;“r':; rasiiimum Perangkat | pha Alokasi Umum (DAU) 391.850.000,00 86337.845,00 | L0000
DAERAH KABUPATEN/KOTA Rt
PROGRAM PENUNJANG o
1546 E:‘,;LQRRIEET'KELANG URUSAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;"r:r"s"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 1.158.990.730,00 187.710.40000 | g1 5e0 23000
DAERAH KABUPATEN/KOTA Bttt 80330
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1547 ES&EEI:‘i':ﬁELANG URUSAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 446.200.000,00 1.128.301.395,55 682.101.395.55
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG ) )
1548 ;JE’\:;L;RRI:I?XL;ZLANG URUSAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN B‘izz::':Z;J:risstzﬁz:nézrefah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 446.200000,00 | Lo 00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ~200.008/
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENUNJAN N Penyedi Penunj
1549 EE;LEJRRINTALJALA G URUSA Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Uen':‘s’::':Z;iis:taﬁz:"ézfah Dana Alokasi Umum (DAU) 303.600.000,00 54.000.000,00 | Lp0 o
DAERAH KABUPATEN/KOTA -608.80%/
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PENUNJANG URUSAN Penyedi Penunj -
1550 gE,;LEJRINTALdAL G URUS Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Uerz‘s’::':Z;J;is:taﬁzr‘jgz';ih Dana Alokasi Umum (DAU) 84.456.000,00 303.600.000,00 | oo o
DAERAH KABUPATEN/KOTA s ton
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN -
1551 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 57.979.000,00 84.456.000,00 26.477.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN k ) -
1552 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - 57.979.000,00 57.979.000,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

1553 PEMERINTAHAN Badan Keuangan KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Badan Kepegawaian, Pengadaan, Pemberhentian
E EPE!
1554 UNSUR PENUNJANG URUSAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN dan Informasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN " DAERAH -
Pelatihan ASN
Badan Kepegawaian, Pengadaan, Pemberhentian
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN . . .
1555 PEMERINTAHAN Pend.ldlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH dan Informasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum (DAU) 16.522.500,00 - 16.522.500,00
Pelatihan ASN
Badan Kepegawaian, Pengadaan, Pemberhentian
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN . . " -
1556 PEMERINTAHAN Pend.ldlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH dan Informasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum (DAU) 10.522.500,00 10.522.500,00
Pelatihan ASN
Badan Kepegawaian, Pengadaan, Pemberhentian
UNSUR PENUNJANG URUSAN s PROGRAM KEPEGAWAIAN . . .
1557 PEMERINTAHAN Pend.ldlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH dan Informasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum (DAU) 10.700.000,00 - 10.700.000,00
Pelatihan ASN
Badan Kepegawaian, Pengadaan, Pemberhentian
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN . . . -
1558 PEMERINTAHAN Pend!dlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH dan Informasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 10.700.000,00 7.700.000,00
Pelatihan ASN
Badan Kepegawaian,
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN . . .
1559 PEMERINTAHAN Pend!dlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH Mutasi dan Promosi ASN Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 - 6.000.000,00
Pelatihan
Badan Kepegawaian,
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN . . .
1560 PEMERINTAHAN Pend!dlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH Mutasi dan Promosi ASN Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 - 300.000.000,00
Pelatihan
Badan Kepegawaian "
UNSUR PENUNJANG URUSAN - ! PROGRAM KEPEGAWAIAN Pengembangan Kompetensi . . -
1561 PEMERINTAHAN Pend.ldlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH ASN Dana Bagi Hasil (DBH) 54.930.480,00 54.930.480,00
Pelatihan
Badan Kepegawaian, "
UNSUR PENUNJANG URUSAN - ! PROGRAM KEPEGAWAIAN Pengembangan Kompetensi .
1562 PEMERINTAHAN Pend.ldlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH ASN Dana Alokasi Umum (DAU) - .
Pelatihan
Badan Kepegawaian, "
UNSUR PENUNJANG URUSAN - ! PROGRAM KEPEGAWAIAN Pengembangan Kompetensi .
1563 PEMERINTAHAN Pend.ldlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH ASN Dana Alokasi Umum (DAU) - .
Pelatihan
Badan Kepegawaian, o R
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN Penilaian dan Evaluasi Kinerja .
1564 PEMERINTAHAN Pend!dukan dan KEPEGAWAIAN DAERAH Aparatur Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 - 4.000.000,00
Pelatihan
Badan Kepegawaian, o R
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM KEPEGAWAIAN Penilaian dan Evaluasi Kinerja . -
1565 PEMERINTAHAN Pend!dlkan dan KEPEGAWAIAN DAERAH Aparatur Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 4.000.000,00
Pelatihan
Badan Kepegawaian o R
UNSUR PENUNJANG URUSAN - ! PROGRAM KEPEGAWAIAN Penilaian dan Evaluasi Kinerja .
1566 PEMERINTAHAN ::::;:;k:n dan KEPEGAWAIAN DAERAH Aparatur Dana Alokasi Umum (DAU) 2.070.968.427,96 " | 2.070.968.427,96
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG - . Dana Alokasi Umum
N. PENUNJAN N K -
1567 EE;LEJRRINTALJALA G URUSA Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN ’;::;‘:]"'E:'ta[s)'a:r:s"ga" (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 212477020552 | o oo
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 Kendaraan Bermotor eI
Badan Kepegawaian PROGRAM PENUNJANG - .
NSUR PENUNJAN RUSAN ! Al P ki
1568 gE,;LEJRINTALdAL G URUS Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN D:;“r';:"as' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 4.814.400,00 | 481440000
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Kepegawaian PROGRAM PENUNJANG . .
UNSUR PENUNJANG URUSAN ! Ad t u P kat -
1569 PEMERINTAHAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Da;"r':r:s rasiimum Perangkat | p.ha Alokasi Umum (DAU) 481440000 | oo
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Kepegawaian PROGRAM PENUNJANG . .
UNSUR PENUNJANG URUSAN L ! Administrasi Umum Perangkat .
1570 PEMERINTAHAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 2.550.000,00 - 2.550.000,00

Pelatihan

DAERAH KABUPATEN/KOTA
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

Badan Kepegawaian,

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1571 Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 97.360.160,04 2.550.000,00
PEMERINTAHAN pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah 94.810.160,04
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG - .
E! -
1572 'I;J:II\ZLEJRRI:IT'/\-‘\LJZ:\IANG URUSAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a":"as' Umum Perangkat | . Bagi Hasil (DBH) 55.824.840,04 | oo oioin
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
NSUR PENUNJAN RUSAN
1573 :’JEISILERINTAL}-‘:A:\I G URUS Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 82.000.000,00 - 82.000.000,00
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN -
1574 PEMERINTAHAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 72.000.000,00 76.288.157,22 £.288.157.22
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG . .
1575 EE’“,;ERRIZET'KZLANG URUSAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Berl'::::'ss;if:gﬁz:"é:';fah Dana Alokasi Umum (DAU) 72.000.000,00 | o000
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG . .
1576 :y&g;;ﬂﬂﬁm URUSAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Ber'u‘;’::'::;f::gﬁ;:”s:gih Dana Alokasi Umum (DAU) 39.000.000,00 - | 36.000.000.00
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG . .
1577 EE’\‘&L;RRI:;':L;ZLANG URUSAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN fﬁﬂ:-::'szgqfrfs;ﬁz:nézﬁah Dana Alokasi Umum (DAU) 33.000.012,00 39.000.000,00 | [ ooo e oo
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum
1578 :’J:‘hilléRRI:lﬁ"/\illjZ:\lANG URUSAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 33.000.012,00 33.000.012.00
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor T
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
NSUR PENUNJAN N
1579 'I;JEISILEJRINTALI::A:\IA G URUSA Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 5.530.000,00 - 5.530.000,00
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN
1580 PEMERINTAHAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Bagi Hasil (DBH) 150.000.000,00 5.530.000,00 144.470.000,00
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
Badan Kepegawaian, PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PENUNJANG URUSAN -
1581 PEMERINTAHAN Pendidikan dan KEPEGAWAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 140.000.000,00
Pelatihan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
Badan Kepegawaian, .
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM PENGEMBANGAN Pengembangan Kompetensi .
1582 PEMERINTAHAN I;:lr;ctlilﬁ;k:n dan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA Teknis Dana Alokasi Umum (DAU) 37.522.500,00 - 37.522.500,00
Badan Kepegawaian, Sertifikasi, Kelembagaan,
UNSUR PENUNJANG URUSAN - PROGRAM PENGEMBANGAN . . n
1583 PEMERINTAHAN Pend!dlkan dan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA Penggml?angan Kompetenm Dana Bagi Hasil (DBH) 246.450.000,00 37.522.500,00 208.927.500,00
Pelatihan Manajerial dan Fungsional
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan PENDAPATAN ASLI DAERAH
1584 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN \nternal (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 588.000.000,00 246.450.000,00 341.550.000,00
PENGAWASAN
PROGRAM PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNSUR PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan (PAD),Pendapatan Bagi Hasil -
1585 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN \nternal Pemegang IUPK atas Pertambangan 35.850.000,00 414.750.000,00 378.900.000,00
PENGAWASAN R
Mineral Logam dan Batu Bara
PROGRAM PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNSUR PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan (PAD),Pendapatan Bagi Hasil -
1586 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN \nternal Pemegang IUPK atas Pertambangan 15.000.000,00 20.550.000,00 5.550.000,00
PENGAWASAN .
Mineral Logam dan Batu Bara
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan
1587 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN Internal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271.950.000,00 15.000.000,00 256.950.000,00
PENGAWASAN
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan PENDAPATAN ASLI DAERAH -
1588 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH gizgﬂ.\fx@i:RAAN Internal (PAD),Pendapatan Bagi Hasil 50.400.000,00 147.000.000,00 96.600.000,00
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Pemegang IUPK atas Pertambangan
Mineral Logam dan Batu Bara

PROGRAM
UNSUR PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan PENDAPATAN ASLI DAERAH
1589 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN \nternal (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 522.000.000,00 50.400.000,00 471.600.000,00
PENGAWASAN
PROGRAM PENDAPATAN ASLI DAERAH
NSUR PENGAWASAN P | P -
1590 UNSUR PENGAWAS Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN enyelenggaraan PENgawasan | - pap) insentif Fiskal Untuk 105.600.000,00 180.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN Internal L . 74.400.000,00
PENGAWASAN Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan
1591 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH PENYELENGGARAAN dengan Tujuan Tertentu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 208.775.250,00 84.000.000,00 124.775.250,00
PENGAWASAN
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan
1592 | INSPEKT! T DAERAH PENYELEN N PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 2.249.927, 182.550.!
59 URUSAN PEMERINTAHAN nspektorat SPEKTORAT DAERA GGARAA dengan Tujuan Tertentu APATAN ASLI DAERAH (PAD) 692.249.927,00 82.550.000,00 | ¢4 699 927,00
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PENGAWASAN S PENDAPATAN ASLI DAERAH
1593 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN di I?lfiang Pengawasan dan (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 534.000.000,00 431.464.058,36 102.535.941,64
DAN ASISTENSI Fasilitasi Pengawasan
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN Perumusan Kebijakan Teknis flf/-’\\‘I;APPel-r\Ea’:altzil ;):;T_:::I R
1594 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN di I?Ifiang Pengawasan dan Pemegang IUPK atas Pertambangan 12.600.000,00 50.000.000,00 37.400.000,00
DAN ASISTENSI Fasilitasi Pengawasan .
Mineral Logam dan Batu Bara
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN . . "
1595 Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN Pendampingan dan Asistensi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.500.000,00 12.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN 900.000,00
DAN ASISTENSI
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN . . .
1596 Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN Pendampingan dan Asistensi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 13.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN 16.500.000,00
DAN ASISTENSI
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN . . "
1597 Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN Pendampingan dan Asistensi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 216.900.000,00 30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN 186.900.000,00
DAN ASISTENSI
PROGRAM PERUMUSAN PENDAPATAN ASLI DAFRAH‘
1508 UNSUR PENGAWASAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH KEBUAKAN, PENDAMPINGAN | Pendampingan dan Asistensi | (" ~0)Pendapatan Bagi Hasil 37.500.000,00 200.900.000,00 | |
URUSAN PEMERINTAHAN P g Ping Pemegang IUPK atas Pertambangan -=00.000, -=>00.000, 163.400.000,00
DAN ASISTENSI R
Mineral Logam dan Batu Bara
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PENUNJANG Perencanaap, F’en_ganggaran, _ R
1599 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 28.500.000,00 28.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah I
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
N: PEN N
1600 '[JJRlSJLSJ:N PEI\G/I):\IQT:iﬁHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
UNSUR PENGAWASAN
1601 Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 4.523.229.690,00 4.523.229.690,00
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENGAWASAN Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH -
1602 Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN . 4.523.229.690,00
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) 4.523.229.690,00
PROGRAM PENUNJANG . .
1603 SQSLSJ:: i’;;’;\m?ﬁﬂ AN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN ;‘:r";"n”'igta;'a':er:s"ga" Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8
PROGRAM PENUNJANG . .
1604 3sag§:igm\gﬁimm Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g:}"'i;ﬁ;ﬁ::”gan Dana Alokasi Umum (DAU) 64.283.255,00 | ea283.255.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA g e
PROGRAM PENUNJANG . . .
1605 UNSUR PENGAWASAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Kepegawaian PENDAPATAN ASLI DAERAH 64.283.255,00

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah

(PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)

1.126.114.790,00

1.061.831.535,00
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UNSUR PENGAWASAN

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Kepegawaian

PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD),Pendapatan Bagi Hasil
Pemegang IUPK atas Pertambangan

1606 | ktorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN 687.598.225,00 812.448.967,00 )
URUSAN PEMERINTAHAN nspektora Perangkat Daerah Mineral Logam dan Batu Bara,Insentif ’ ! 124.850.742,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ) I
Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja
Tahun Berjalan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROGRAM PENUNJANG - " (PAD),Dana Alokasi Umum
1607 3:3;:;?;3%:?:\%.“ Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN ggg:':'f"as' Umum Perangkat | p\)) pendapatan Bagi Hasil 4.438.368,00 667.598.225,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemegang IUPK atas Pertambangan T
Mineral Logam dan Batu Bara
PROGRAM PENUNJANG R
1608 EESEZJigm\gﬁimAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN ’Q‘:Z’:ﬁ"“' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 13.892.502,00 4438.368,00 | o0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Uy
PROGRAM PENUNJANG - " Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif
1609 E:agz;i’;mgﬁi’;’:m Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a"rf"as' Umum Perangkat | .\ | Untuk Penghargaan Kinerja 12.330.000,00 11.892.502,00 | o0 4000
DAERAH KABUPATEN/KOTA Tahun Berjalan U
Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENUNJANG - . . .
1610 UNSUR PENGAWASAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat | (DAU),Pendapatan Bagi Hasil 723.000.000,00 12.330.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Pemegang IUPK atas Pertambangan 710.670.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
Mineral Logam dan Batu Bara
Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PENGAWASAN Administrasi Umum Perangkat (DAU),Pendapatan Bagi Hasil
1611 | ktorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN 210.900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN nspektora Daerah Pemegang IUPK atas Pertambangan 1.649.995.700,00 , 1.439.095.700,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
Mineral Logam dan Batu Bara
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik Dana Alokasi Umum R
1612 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24.480.000,00 191.136.700,00 166.656.700.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah Kendaraan Bermotor e
PROGRAM PENUNJANG . .
1613 3?35:5 i’;mg:ﬁ’;ﬁ N Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN B‘iﬂ:::':Z;J::stx’;:”ézz%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 4.480.000,00 20480.000,00 | [ o 00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PEN N P i P j
1614 3R3LSJ " PE,\GA’;\QTC%:H AN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Uen’:;’::':Z;iif:taﬁz:"522§ah Dana Alokasi Umum (DAU) 125.760.000,00 4480.000,00 | | oo 00
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjang F:/-I\\IE)D)AIDPaAr\ZA/'-\\II:liLin?JAr:]ESQH -
1615 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah | (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38.100.000,00 125.760.000,00 | g7 ¢61 000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
NSUR PEN N P Bagi Hasil Paj -
1616 3R3LSJ " PE,\GA’;\QTC%:H AN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kz:jzf::f‘”B;ﬂotzi' ajak 25.245.186,00 38100.000,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Ty
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Earang Milik ) :
1617 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 19.500.000,00 25.245.186,00 5.745.186,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
UNSUR PENGAWASAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan ?arang Milik _ :
1618 URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat INSPEKTORAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 19.500.000,00 19.500.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM Koordmasn Penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN Kegiatan
1619 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat )
PELAYANAN PUBLIK g
Kecamatan
PROGRAM Penyelfenggaraan Urufan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak
1620 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) -

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
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PROGRAM
PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Urusan

1621 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN E&;:T;\eg;r:s::r;ey::fa Comat Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN - .
1622 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) 6.350.000,00 -
Pemberdayaan Desa 6.350.000,00
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Lo .
1623 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) 4.400.000,00 |
Pemberdayaan Desa 4.400.000,00
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan .
1624 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum (DAU) - .
KETERTIBAN UMUM
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1625 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1626 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1627 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan )
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1628 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.875.000,00 - 4.875.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan T
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1629 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 4.875.000,00 2.625.000.00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1630 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 3.750.000,00 ; 750.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1631 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 915.318.568,00 - 915.318.568,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan F:/-I\\IE)D)AIDPaAr\ZA/'-\\II:liLin?JAr:]ESQH -
1632 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (DAU)‘ Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.100.000,00 915.318.568,00 910.218.568,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ! : o
Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENUNJANG dministrasi
1633 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁer';‘:;'igta;'azer:s”ga” Dana Alokasi Umum (DAU) 330000000 | S0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1634 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 22.500.000,00 - 22.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNIANG Administrasi Kepegawaian -
1635 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 20.500.000,00 20.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1636 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 9.426.330,00 - 9.426.330,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA
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PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1637 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 3.668.940,00 9.426.330,00 5.757.390.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1638 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 2.652.000,00 2.652.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1639 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 - 45.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1640 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 37.140.000,00 30.779.042,93 6.360.957.07
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1641 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 19.770.000,00 19.770.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1642 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1643 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 15.555.000,00 - 15.555.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik .

1644 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 15.555.000,00 15.555.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1645 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1646 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1647 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 17.600.000,00 - 17.600.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,

1648 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Uruzan Pemerintahan Saeih Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 17.600.000,00 36.400.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian Dana Alokasi Umum R

1649 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan [J)aesah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 49.200.000,00 54.000.000,00 4.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -

1650 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan pemerintahan [J)aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 49.200.000,00 31.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA -200.000,
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Dana Alokasi Umum R

1651 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 17.000.000,00 17.000.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik

1652 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 4.088.160,00 - 4.088.160,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik :

1653 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Anggrek KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 4.088.160,00 4.088.160,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM i:(g)i;dt::su Penyelenggaraan

1654 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENYELENGGARAAN Dana Alokasi Umum (DAU) -

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
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Penyelenggaraan Urusan

PROGRAM " .
PENYELENGGARAAN P‘emermtahan yang TI‘dak ‘ A
1655 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja : Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PELAYANAN PUBLIK Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1656 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) 2.925.000,00 -
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat ! 2.925.000,00
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN Lo .
1657 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.925.000,00 | -
Pemberdayaan Desa 2.925.000,00
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1658 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI g::;‘:lza:g:f:::
1659 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum (DAU) - R
KETERTIBAN UMUM
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1660 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah .
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1661 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah .
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1662 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan )
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1663 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan )
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1664 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 - 6.000.000.00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan T
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1665 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 _3 000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1666 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 1.048.033.272,00 1.048.033.272,00
PROGRAM PENUNJANG dmini . PENDAPATANIAkSLIADAERAH
1667 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ’;E:Z:;';:ta;'az‘j:s"ga” z;ﬁzkiz:z:pg;:; r;i”':'; i Pajak 6.000.000,00 1048.033.272,00 | [ 0o o
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ e
Kendaraan Bermotor
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan -
1668 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 3.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1669 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 21.000.000,00 -

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah

21.000.000,00
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PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Kepegawaian

1670 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 21.000.000,00 21.000.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1671 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 10.977.750,00 - 10.977.750,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1672 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.736.660,00 10.977.750,00 8.241.090,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1673 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 2.579.998,20 2.579.998.20
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1674 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 42.500.000,00 - 42.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1675 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 38.250.000,00 34.088.952,90 4.161.047.10
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ o
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1676 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 22.020.000,00 22.020.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1677 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1678 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 30.811.152,00 - 30.811.152.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah D
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik :

1679 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 30.811.152,00 30.811.152,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah o
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1680 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1681 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1682 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.999.000,00 - 12.999.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,

1683 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan pemerintahan [J)aefah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 12.999.000,00 41.001.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA -001.000,
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan Pendapatan Bagi Hasil Pajak -

1684 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN o o o o | K e ) 37.800.000,00 50.000.000,00 | o0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA o
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan -

1685 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 31.800.000,00 13.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik pendapatan Bagi Hasil Pajak R

1686 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kendar')aan Berriotor ’ 18.000.000,00 18.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik

1687 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah
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PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

1688 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Monano KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 11.700.000,00 - 11.700.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM E:;iraciian:si Penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN . -
1689 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN bemerintahan i Tingat Dana Alokasi Umum (DAU) 7.800.000,00 7.800.000,00
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
PROGRAM Penyelgnggaraan Urufan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak
1690 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Perangkat Daerah yang Ada di )
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1691 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN . -
PELAYANAN PUBLIK Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN I .
1692 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.725.000,00 -
Pemberdayaan Desa 10.725.000,00
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN I .
1693 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) 9.360.000,00 | -
Pemberdayaan Desa 9.360.000,00
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI K°°rd'|"as' Upaya
1694 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN KETENTRAMAN DAN EZ:!:tz:‘agriaar:Z:n Ketertiban | Dana Alokasi Umum (DAU) -
KETERTIBAN UMUM
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1695 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1696 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1697 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 3.900.000,00 - 3.900.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan R
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1698 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.875.000,00 2.925.000,00 1.950.000.00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1699 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 4.875.000,00 -1 875.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan T
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1700 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 :?' 000.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1701 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 1.125.140.680,00 1.125.140.680,00
PROGRAM PENUNJANG . .
1702 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,00 1.125.140.680,00 |

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah

(PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)

1.122.140.680,00
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PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Keuangan

1703 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000,00 1.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e R
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan

1704 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 28.200.000,00 - 28.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA g e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -

1705 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerzhg Dana Alokasi Umum (DAU) 28.200.000,00 28.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA g e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1706 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 9.583.920,00 - 9.583.920,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1707 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 3.337.950,00 9.583.920,00 6.245.970,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA : o
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1708 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 2.696.880,00 2.696.880.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ R
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1709 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 34.250.000,00 - 34.250.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1710 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 10.530.000,00 24.665.000,00 14.135.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA -155.000,
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1711 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.720.000,00 3.720.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1712 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1713 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 19.176.000,00 - 19.176.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik ;

1714 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 19.176.000,00 19.176.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1715 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 8.160.000,00 - 8.160.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah R
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik .

1716 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 8.160.000,00 8.160.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah R
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1717 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 25.250.000,00 - 25.250.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan

1718 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 21.250.000,00 32.750.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak -

1719 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN o e | e s o) 37.800.000,00 4919268849 | 11 .00 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -

1720 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN v jang Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.450,00 37.800.000,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan Daerah

19.799.550,00
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PROGRAM PENUNJANG

Pemeliharaan Barang Milik

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1721 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kendaraan Bermotor 18.000.450,00 18.000.450,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1722 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.825.000,00 - 3.825.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1723 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.825.000,00 -3 825.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM E:(g)iradt::m Penyelenggaraan
1724 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENVELENGGARAAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Timur PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat )
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
o)
1725 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENYELENGGARAAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
Timur PEMERINTAHAN DAN . -
PELAYANAN PUBLIK Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1726 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Sumalata KECAMATAN PENVELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
Timur PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat )
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Sumalata PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1727 UNSUR KEWILAYAHAN ) KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Timur Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
Kecamatan Sumalata PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1728 UNSUR KEWILAYAHAN ) KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Timur Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
Kecamatan Sumalata PROGRAM KOORDINASI gz:\r/illzz:\sglggf:::
1729 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum (DAU) - R
KETERTIBAN UMUM
Umum
Kecamatan Sumalata PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1730 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
Kecamatan Sumalata PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1731 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Sumalata PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1732 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Sumalata PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1733 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 5.070.000,00 - 5.070.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Sumalata PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1734 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 5.070.000,00 2.430.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan ’
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Kecamatan Sumalata S N -
1735 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 6.000.000,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah

114




Kecamatan Sumalata

PROGRAM PENUNJANG

Perencanaan, Penganggaran,

1736 UNSUR KEWILAYAHAN ) KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
Ti 1.127.325.056,00 1.127.325.056,00
imur DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah g ’
PROGRAM PENUNJANG . .
1737 UNSUR KEWILAYAHAN _';ie:‘i'r“ata" Sumalata KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;"'i:rtag'azer:s”ga” f;:‘;f :‘TEA:'I :ksa Ls'i'?ﬁ:mH(D AU) 4.500.000,00 1127.325.056,00 | [0 0os e oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA g ’ emmmm
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan -
1738 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 3.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA g T
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1739 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah e Dana Alokasi Umum (DAU) 19.500.000,00 - 19.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1740 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerghg Dana Alokasi Umum (DAU) 16.500.000,00 16.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA s e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1741 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 20.294.940,00 - 20.294.940 00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1742 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 5.100.000,00 20.294.940,00 15.194.940,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1743 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 2.550.000,00 2.550.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA -220.000;
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1744 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 43.500.000,00 - 43.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1745 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 41.230.000,00 27.902.260,81 13.327.739.19
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1746 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 22.470.000,00 22.470.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata . N
1747 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
u DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata 5 .
1748 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 21.251.088,00 - 21.251.088,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata X . -
1749 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 21.251.088,00 21.251.088,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata f "
1750 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata f "
1751 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata . .
1752 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.750.000,00 - 12.750.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,
1753 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN v jang Dana Alokasi Umum (DAU) 69.000.000,00 12.750.000,00

Timur

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan Daerah

56.250.000,00
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Kecamatan Sumalata

PROGRAM PENUNJANG

Penyediaan Jasa Penunjang

Dana Alokasi Umum

1754 UNSUR KEWILAYAHAN ) KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN . (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 37.800.000,00 64.000.000,00
Timur DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Bermotor 26.200.000,00
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan B
1755 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan [J)aegah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.450,00 37.800.000,00 19.799.550,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Sumalata PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Pendapatan Bagi Hasil Pajak -
1756 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kenda?aan Berriotor g 18.000.450,00 18.000.450,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah R
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata . .
1757 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
Kecamatan Sumalata N N
1758 UNSUR KEWILAYAHAN Timur KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.500.000,00 - 10.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM Koolrdlna5| Penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN Kegiatan B
1759 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN bemerintahan di Tinekat Dana Alokasi Umum (DAU) 10.500.000,00 10.500.000,00
PELAYANAN PUBLIK gra
Kecamatan
PROGRAM Penyelgnggaraan Urufan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak
1760 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PELAYANAN PUBLIK Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1761 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat )
PELAYANAN PUBLIK P P
PROGRAM PEMBERDAYAAN Lo "
Koordinasi Kegiatan .
1762 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.100.000,00 -
Pemberdayaan Desa 4.100.000,00
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Lo .
Koordinasi Kegiatan . -
1763 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.100.000,00
Pemberdayaan Desa 4.100.000,00
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI xsr‘:lz:“ :f:::
1764 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Kety ¢ 88 dan Ketertib Dana Alokasi Umum (DAU) - a
KETERTIBAN UMUM enteraman dan Ketertiban
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1765 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - }
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1766 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1767 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1768 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 - 4.500.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan R
Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan :
1769 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENGAWASAN Koordinasi Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 4.500.000,00

PEMERINTAHAN DESA
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Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi

1770 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - :

PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,

1771 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,

1772 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 1.447.642.334,64 1.447.642.394,64
PROGRAM PENUNJANG . .

1773 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ::‘;‘:';gﬁ;’a’;&r:s”ga” :’::‘[E’)ADP;T:: :éLS'i[L)JAr:EQH(D AU) 1447.642394,60 | | oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 ’ R
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan

1774 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA grat Dae
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan

1775 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 10.800.000,00 - 10.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -

1776 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerzhg Dana Alokasi Umum (DAU) 10.800.000,00 10.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1777 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 13.481.850,00 - 13.481.850,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1778 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.051.730,00 13.481.850,00 11.430.120.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1779 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 1.843.650,00 1.843.650.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1780 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 43.200.000,00 - 43.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1781 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 42.800.000,00 32.425.000,00 10.375.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1782 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 24.200.000,00 24.200.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1783 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1784 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 22.766.400,00 - 22.766.400,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik ;

1785 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 22.766.400,00 22.766.400,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1786 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah
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PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

1787 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1788 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 6.181.343,10 - 6.181.343.10
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan
1789 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan [J)aegah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 6.181.343,10 47.818.656,90
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak -
1790 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN e | o s o o) 37.800.000,00 47.236.917,69 | oo o
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
1791 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan o Saefah Dana Alokasi Umum (DAU) 17.999.999,87 32.800.000,00 | [, 000 0is
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik pendapatan Bagi Hasil Pajak R
1792 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kenda‘r)aan Berriotor . 17.999.999,87 17.999.999 87
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah D
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1793 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1794 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Kwandang KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM Ez;irati?:m Penyelenggaraan
1795 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN PENVELENGGARAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat )
PELAYANAN PUBLIK gka
Kecamatan
PROGRAM Penyelgnggaraan Urufan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak
1796 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
PEMERINTAHAN DAN Perangkat Daerah yang Ada di )
PELAYANAN PUBLIK 5 vang
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
L PENYELENGGARAAN .
1797 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN Pemerintahan yang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat .
PELAYANAN PUBLIK P P
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1798 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN 8 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.457.000,00 -
Pemberdayaan Desa 2.457.000,00
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN I .
. Koordinasi Kegiatan . -
1799 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) 2.457.000,00
Pemberdayaan Desa 2.457.000,00
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI g::r‘:lzzs' L;rp:ay:
1800 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN KETENTRAMAN DAN v 88 . PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
Ketenteraman dan Ketertiban -
KETERTIBAN UMUM
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1801 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - R
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1802 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - R
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan
1803 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN PENGAWASAN Koordinasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -

PEMERINTAHAN DESA
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Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi

1804 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN PENGAWASAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.850.000,00 - 5.850.000.00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan R
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1805 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 5.850.000,00 1.650.000.00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan T
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran, R
1806 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 1.800.000,00 1.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah AR
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1807 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 1.215.638.793,00 1.215.638.793,00
PROGRAM PENUNJANG . .
1808 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ::‘;‘;"'i;a;'a';f::”ga” ff:g’)A; ;T:: :kSaLs'i[EjAr:EQH(D AU) 7.500.000,00 1215638.793,00 | [0 on oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA g ’ e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan -
1809 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.550.000,00 5.550.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e R
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1810 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25.800.000,00 - 25.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1811 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerzhg Dana Alokasi Umum (DAU) 25.800.000,00 25.800.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA g T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1812 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.410.920,00 - 8.410.920,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA et
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1813 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.269.230,00 8.410.920,00 5.141.690,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA : o
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1814 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 2.222.325,51 2.222.325 51
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1815 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56.125.000,00 - 56.125.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1816 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 22.680.000,00 40.285.000,00 17.605.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1817 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 11.480.000,00 11.480.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA A
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1818 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.443.100,00 - 12.443.100,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik ;
1819 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.965.000,00 12.443.100,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah

1.478.100,00
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PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

1820 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.965.000,00 10.965.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah B
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1821 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1822 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.050.000,00 - 16.050.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah o
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,
1823 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Uru:an Pemerintahan EJ)aefah Dana Alokasi Umum (DAU) 69.000.000,00 16.050.000,00 52.950.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG penvediaan Jasa Penunian Dana Alokasi Umum R
1824 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan Saefah (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak 36.000.000,00 63.279.173,83 | o0 0 gs
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
1825 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 32.000.000,00 14.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik pendapatan Bagi Hasil Pajak R
1826 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kenda?aan Berriotor g 18.000.000,00 18.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1827 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1828 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tomilito KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM Ezziradt;n:m Penyelenggaraan
1829 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Gentuma KECAMATAN PENVELENGGARAAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Rava PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat )
PELAYANAN PUBLIK g
Kecamatan
e
1830 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Gentuma KECAMATAN PENYELENGGARAAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
Raya PEMERINTAHAN DAN Perangkat D h Ada di -
PELAYANAN PUBLIK gkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1831 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Gentuma KECAMATAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
Rava PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat )
PELAYANAN PUBLIK P P
Kecamatan Gentuma PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1832 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
Raya Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
Kecamatan Gentuma PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1833 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN g Dana Alokasi Umum (DAU) -
Raya Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
Kecamatan Gentuma PROGRAM KOORDINASI g:gri::s' L;f:a‘/:
1834 UNSUR KEWILAYAHAN o KECAMATAN KETENTRAMAN DAN o Ketertiban | D@na Alokasi Umum (DAU) -
¥ KETERTIBAN UMUM
Umum
Kecamatan Gentuma PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1835 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - R
\ PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
Kecamatan Gentuma PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1836 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -

Raya

PEMERINTAHAN UMUM

Penugasan Kepala Daerah
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Kecamatan Gentuma

PROGRAM PEMBINAAN DAN

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi

1837 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Gentuma PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1838 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 6.875.000,00 - 6.875.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan ’
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Gentuma PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1839 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 6.875.000,00 2.125.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Kecamatan Gentuma S . -
1840 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 4.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah ’
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
Kecamatan Gentuma R .
1841 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 1.230.802.866,00 - 1.230.802.866,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e T
PROGRAM PENUNJANG . .
1842 UNSUR KEWILAYAHAN g:\c;mata" Gentuma KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;gi;;ag'aZf:s”ga” f::'[?)ADP :‘TEA:'I :ksa L;'?ﬁ:ﬁm[) AU) 8.250.000,00 1230.802.866,00 | [ oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ memmmmm
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan -
1843 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 4.125.000,00 4.125.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNIANG Administrasi Keuangan
1844 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 25.200.000,00 - 25.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA '
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1845 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 25.200.000,00 25.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1846 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 10.344.840,00 - 10.344.840,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA !
PROGRAM PENUNJANG dministrasi K
1847 UNSUR KEWILAYAHAN E:igmata" Gentuma KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ga;"r;f"as' Umum Perangkat | . alokasi Umum (DAU) 4.998.000,00 10.344.840,00 | | 4o oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ R
G PROGRAM PENUNJANG dmini . K
1848 UNSUR KEWILAYAHAN g:i;mata" entuma KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN gaz::rftras' Umum Perangkat | . Alokasi Umum (DAU) 3.577.140,00 3499.62000 | o
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1849 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 38.575.000,00 3.577.140,00 34.997.860.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA !
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1850 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 32.780.000,00 30.691.590,04 2.088.409.96
DAERAH KABUPATEN/KOTA !
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1851 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.475.000,00 18.475.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA '
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Gentuma . "
1852 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 4.057.560,00 - £.057.560,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah U
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1853 UNSUR KEWILAYAHAN Raya KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.342.000,00 4.057.560,00 8.284.440,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah
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Kecamatan Gentuma

PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

1854 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.342.000,00 12.342.000,00
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1855 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Gentuma . .
1856 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Gentuma . "
1857 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 18.999.000,00 - 18.999.000.00
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,
1858 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan pemerintahan l;aefah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 18.999.000,00 35.001.000,00
v DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
1859 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 49.000.000,00 13.000.000,00
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
1860 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 31.000.000,00 13.000.000,00
4 DAERAH KABUPATEN/KOTA S
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
Kecamatan Gentuma . . -
1861 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 18.000.000,00
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah SRR
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
Kecamatan Gentuma N "
1862 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Kecamatan Gentuma PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1863 UNSUR KEWILAYAHAN Rava KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
Y DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM E:(g)iradt::su Penyelenggaraan
1864 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENYELENGGARAAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat )
PELAYANAN PUBLIK g
Kecamatan
PROGRAM Penyelfenggaraan Urufan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak
1865 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PELAYANAN PUBLIK Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1866 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENVELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat )
PELAYANAN PUBLIK P P
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1867 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN g Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1868 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI g::":lzzs' L;f:;’:
1869 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Keteynteragrian dan Ketertiban Dana Alokasi Umum (DAU) - R
KETERTIBAN UMUM
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1870 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -

PEMERINTAHAN UMUM

Penugasan Kepala Daerah
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PROGRAM

Penyelenggaraan Urusan

1871 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1872 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1873 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 6.750.000,00 - 6.750.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi R
1874 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan U
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran, R
1875 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 3.000.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1876 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
1.342.182.840,60 1.342.182.840,60
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG . .
1877 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN s:g;"'i:'tag'ater:s"ga" f:/:\'[?)A; :‘T:: :ksa Ls'i%ﬁmH(D AU) 5.100.000,00 138218284060 | [ oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 ’ U
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan -
1878 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.550.000,00 2.550.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1879 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 25.200.000,00 - 25.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1880 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerghg Dana Alokasi Umum (DAU) 25.200.000,00 25.200.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA g e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1881 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 8.860.230,00 - 2.860.230,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ B
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1882 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 5.672.220,00 8.860.230,00 3.188.010.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA -160.0.10,/
PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat -
1883 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.569.600,00 4.569.600,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1884 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 44.210.000,00 - 44.210.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1885 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 43.660.000,00 35.610.000,00 8.050.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1886 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 28.530.000,00 28.530.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1887 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah
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PROGRAM PENUNJANG

Pengadaan Barang Milik

1888 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 14.752.056,00 - 14.752.056.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik ;
1889 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 14.752.056,00 14.752.056,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1890 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1891 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1892 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 23.500.000,00 - 23.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,
1893 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae?ah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 23.500.000,00 30.500.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
1894 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 48.003.582,71 12.003.582.71
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan -
1895 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Pendapatan Bagi Hasil Pajak R
1896 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kenda?aan Berriotor ’ 18.000.000,00 18.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah D
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
1897 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.295.000,00 - 2.295.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik :
1898 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Atinggola KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.295.000,00 2.295.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM KoolrdlnaS| Penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN Kegiatan
1899 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat )
PELAYANAN PUBLIK gka
Kecamatan
PROGRAM Penyelgnggaraan Urufan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak
1900 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PEMERINTAHAN DAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PELAYANAN PUBLIK Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1901 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat )
PELAYANAN PUBLIK P P
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1902 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1903 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN 8 Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI gzs“:lzzs' :’::;’:
1904 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN KETENTRAMAN DAN v 88 Dana Alokasi Umum (DAU) -

KETERTIBAN UMUM

Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
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PROGRAM

Penyelenggaraan Urusan

1905 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1906 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1907 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan )
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1908 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.290.000,00 - 4.290.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1909 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.290.000,00 ;1 290.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1910 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan )
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1911 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah °
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1912 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 1.176.830.000,00 1.176.830.000,00
PROGRAM PENUNJANG . .
1913 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ﬁ:g;’;’i;a;'aﬁ::”ga” f::‘I;A; ;‘ZA: :lilei[L)JAr:mH(D " 1176.830000,00 | [ o oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA ’ ’ T
PROGRAM PENUNJANG dmini .
1914 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN :er';‘:;'i;ag'a';er::”ga” Dana Alokasi Umum (DAU) 3.750.000,00 | 375000000
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG dmini .
1915 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ’;er';‘:"g'i:tag'azer:s”ga” Dana Alokasi Umum (DAU) 24.600.000,00 3750.000,00 | oo o0
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1916 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 24.600.000,00 24.600.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA '
PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat
1917 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 7.537.290,00 - 7.537.290.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat -
1918 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 4.558.686,00 7.537.290,00 2.978.604.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1919 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 4.008.345,00 4.008.345,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA : T
PROGRAM PENUNJANG P
1920 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat | o | 01aci Umum (DAU) 40.050.000,00 B
Daerah 40.050.000,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA
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PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1921 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 45.740.000,00 30.040.000,00 15.700.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1922 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 21.628.222,82 21.628.222.82
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1923 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1924 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 16.575.000,00 - 16.575.000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik :

1925 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 16.575.000,00 16.575.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1926 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1927 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - a
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1928 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 18.900.000,00 - 18.900.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan

1929 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 69.000.000,00 18.900.000,00 50.100.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG . . . . .

1930 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN BTEZ::'::;J;is:tzg:”szgfah B:jn??gﬁa)s” (DBH),Dana Alokasi 39.000.000,00 59.000.000,00 | o o 0000
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -

1931 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Uru:an Pemerintahan I;aefah Dana Alokasi Umum (DAU) 17.999.999,99 39.000.000,00 21.000.000,01
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik pendapatan Bagi Hasil Pajak R

1932 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kendaf’aan Berriotor ) 17.999.999,99 17.999.999,99
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik

1933 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.163.020,00 - 3.163.020.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik .

1934 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Biau KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.163.020,00 3.163.020.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah . e
PROGRAM Koo.rdlna5| Penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN Kegiatan

1935 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN P intahan di Tingkat -
PELAYANAN PUBLIK emerintahan di fingka

Kecamatan

PROGRAM Penyelgnggaraan Uru'san
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang Tidak

1936 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DAN Perangkat Daerah yang Ada di )
PELAYANAN PUBLIK & yang

Kecamatan

PROGRAM Pelaksanaan Urusan

1937 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENVELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Dilimpahkan kepada Camat
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PROGRAM PEMBERDAYAAN

Koordinasi Kegiatan

1938 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1939 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI gz:;:'l';isg'ggf:::
1940 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum (DAU) - R
KETERTIBAN UMUM
Umum
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1941 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1942 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah )
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1943 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan )
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1944 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.680.000,00 - 4.680.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan e
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1945 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 4.680.000,00 ;1 680.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan R
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1946 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan i
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1947 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah i
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1948 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 1.282.117.677,00 1.282.117.677,00
PROGRAM PENUNJANG . .
1949 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN :::Z;Eigta;'a';er:s”ga” F::‘LE’)A;;ZA: :éi'ﬁﬁﬁg”w AU) 3.600.000,00 1282.117.677,00 | [0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA ! e
PROGRAM PENUNJANG dministrasi
1950 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN ’;er';‘:;'i;a;'a'(:r:s"ga" Dana Alokasi Umum (DAU) 11.330.000,00 1.800.00000 | g oo o000
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
PROGRAM PENUNJANG Admini i K
1951 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Per’;‘;"g'i:rta[s)'aeer:s”ga” Dana Alokasi Umum (DAU) 25.200.000,00 5.665.000,00 | 1o o000
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1952 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 1.129.510,00 20.200.000,00 19.070.490,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNIANG Administrasi Umum Perangkat
1953 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 12.850.980,00 1.129.510,00

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah

11.721.470,00

127




PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat

1954 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 4.437.510,00 12.850.980,00 8.413.470,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1955 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 3.672.510,00 3.672.510.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat

1956 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 39.250.000,00 - 39.250.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1957 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 28.850.000,00 33.750.000,00 £.900.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -

1958 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 17.350.000,00 17.350.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1959 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1960 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 29.172.000,00 - 29.172.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik .

1961 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 29.172.000,00 29.172.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1962 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - ;
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1963 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik

1964 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 23.500.000,00 - 23.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah e
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan,

1965 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Uruzan Pemerintahan I;ae?ah Dana Alokasi Umum (DAU) 54.000.000,00 23.500.000,00 30.500.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA R
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak -

1966 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN o | e g o 36.000.000,00 48.666.012,00 | o oo o
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -

1967 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan pemerintahan [J)aesah Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 31.000.000,00 13.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA -000.000,
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik pendapatan Bagi Hasil Pajak R

1968 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kenda?aan Berriotor ’ 18.000.000,00 18.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik

1969 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik

1970 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Tolinggula KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM i:(g)i;dt::su Penyelenggaraan

1971 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Ponelo KECAMATAN PENYELENGGARAAN Dana Alokasi Umum (DAU) B

Kepulauan

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
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Penyelenggaraan Urusan

PROGRAM Pemerintahan yang Tidak
1972 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Ponelo KECAMATAN PENVELENGGARAAN Dilaksanakan oleh Unit Kerja | Dana Alokasi Umum (DAU) -
Kepulauan PEMERINTAHAN DAN Perangkat Daerah yang Ada di -
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
PROGRAM Pelaksanaan Urusan
1973 UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Ponelo KECAMATAN PENVELENGGARAAN Pemerintahan yang Dana Alokasi Umum (DAU) -
Kepulauan PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan kepada Camat -
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Ponelo PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1974 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Kepulauan Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
Kecamatan Ponelo PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan
1975 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MASYARAKAT DESA DAN Dana Alokasi Umum (DAU) -
Kepulauan Pemberdayaan Desa -
KELURAHAN
Kecamatan Ponelo PROGRAM KOORDINASI E:g;(:lgsglg:f:av:
1976 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum (DAU) - R
KETERTIBAN UMUM
Umum
Kecamatan Ponelo PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
1977 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai - R
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
Kecamatan Ponelo . " .
1978 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Dana Alokasi Umum (DAU) - :
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Ponelo PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1979 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Ponelo PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1980 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Ponelo PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1981 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) - R
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kecamatan Ponelo PROGRAM PEMBINAAN DAN Koordinasi
1982 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN PENGAWASAN Dana Alokasi Umum (DAU) 2.850.000,00 - 2.850.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan '
Pemerintahan Desa
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1983 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 2.850.000,00 2.850.000,00 R
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran,
1984 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) 915.169.704,00 2.850.000,00 912.319.704.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah !
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH R
1985 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana 915.169.704,00 915.169.704.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Alokasi Umum (DAU) !
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan
1986 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) -

Kepulauan

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah

129




Kecamatan Ponelo

PROGRAM PENUNJANG

Administrasi Keuangan

1987 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Dana Alokasi Umum (DAU) 20.020.000,00 -
Kepulauan DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 20.020.000,00
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Kepegawaian -
1988 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN perangkat Daershg Dana Alokasi Umum (DAU) 20.020.000,00 20.020.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA i BT
PROGRAM PENUNJANG . .
1989 UNSUR KEWILAYAHAN E:Ci'git:rf Ponelo KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN g‘:g:'a":"as' Umum Perangkat 13.457.370,00 | 1345737000
P DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1990 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 13.457.370,00 13.457.370,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA e
PROGRAM PENUNJANG . .
1991 UNSUR KEWILAYAHAN Ezcz'git;: Ponelo KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN gg;gmaﬂ Umum Perangkat -
P DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1992 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) - R
P DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat
1993 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 42.610.000,00 - 42.610.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA 610000,
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1994 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah g Dana Alokasi Umum (DAU) 24.250.000,00 34.180.000,00 9.930.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA SR
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Administrasi Umum Perangkat -
1995 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah 8 Dana Alokasi Umum (DAU) 11.495.000,00 11.495.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
Kecamatan Ponelo . .
1996 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1997 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 27.894.000,00 - 27.894.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah o
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik ;
1998 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 27.894.000,00 27.894.000,00
pulau DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah Rt
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
1999 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - :
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
2000 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan - R
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik
2001 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 9.999.000,00 - 9.999.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah R
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan
2002 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UruZan Pemerintahan I;ae%ah Dana Alokasi Umum (DAU) 69.000.000,00 9.999.000,00 59.001.000,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA T
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
2003 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Uru:an Pemerintahan EJ)aefah Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 63.337.974,79 27.337.974.79
P DAERAH KABUPATEN/KOTA e
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penunjan, -
2004 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN v jang Dana Alokasi Umum (DAU) 14.068.350,00 33.000.000,00

Kepulauan

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan Pemerintahan Daerah

18.931.650,00
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2005

UNSUR KEWILAYAHAN

Kecamatan Ponelo

KECAMATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Dana Alokasi Umum (DAU)

17.998.920,00

14.068.350,00

Kepulauan DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah 3.930.570,00
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Pendapatan Bagi Hasil Pajak ;
2006 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kenda?aan Berriotor g 17.998.920,00 17.998.920,00
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah T
Kecamatan Ponelo PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
2007 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - R
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
Kecamatan Ponelo . .
2008 UNSUR KEWILAYAHAN Kepulauan KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) - .
P DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN PROGRAM PENGUATAN dan Pemantapan Pelaksanaan .
2009 UMUM dan Politik POLITIK IDEOLOGI PANCASILA DAN Bidang Ideologi Pancasiladan | DN Alokasi Umum (DAU) -
KARAKTER KEBANGSAAN s 8
Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN PROGRAM PENGUATAN dan Pemantapan Pelaksanaan .
2010 UMUM dan Politik POLITIK IDEOLOGI PANCASILA DAN Bidang Ideologi Pancasiladan | DN Alokasi Umum (DAU) -
KARAKTER KEBANGSAAN s 8
Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis
PROGRAM PENGUATAN
2011 E”:‘ASJJ,\'; PEMERINTAHAN zzsapno:(izskat“a" Bangsa igslf':—IEAN BANGSA DAN IDEOLOGI PANCASILA DAN gia d”a:E'Lae':;p?';::i:';;?da:: Dana Alokasi Umum (DAU) 524.999.640,14 | 524.999.640.14
KARAKTER KEBANGSAAN s 8 992640,
Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis
PROGRAM PENGUATAN "
U PEMERNTASA | ot tntarn | (CSMNNGION | peoioq paicasiapay | G e | o sttt | iggengson | smomonnit | g gn s
KARAKTER KEBANGSAAN s g s £08-18%
Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
PROGRAM PENINGKATAN g?kzngupdea"d"i'kﬁ::""t'k'
PERAN PARTAI POLITIK DAN a Sucaya PO,
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Peninglkatan Demokrasi, -
2013 UMUM dan Politik POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK :f::fﬂéﬁ':r:"gz‘f;ﬁ"an Dana Alokasi Umum (DAU) 9:900.705.988,00 | 4 950 705.988,00
DAN PENGEMBANGAN ETIKA dan Partai Poli'tik Pemilihan
SERTA BUDAYA POLITIK I
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
PROGRAM PENINGKATAN Efkaangupdea"da"i':ﬁ:; olitik,
PERAN PARTAI POLITIK DAN . 4 L
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Peningkatan Demokrasi,
2014 UMUM dan Politik POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK :ﬂl"etflﬂt':f]':r:“ngf;"az"an Dana Alokasi Umum (DAU) 24.896.000,00 " | 24.896.000,00
DAN PENGEMBANGAN ETIKA dan Partai Poli'tik Pemilihan
SERTA BUDAYA POLITIK N
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Perumusan Kebijakan Teknis
PERAN PARTAI POLITIK DAN Etika Sudaya Politik !
2015 UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Peningkatan Demokrasi, Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 9.896.000,00

UMUM

dan Politik

POLITIK

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum

40.104.000,00
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Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

UNSUR PEMERINTAHAN

Badan Kesatuan Bangsa

KESATUAN BANGSA DAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan

2016 UMUM dan Politik POLITIK KETAHANAN EKONOMI, Bidang Ketahanan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 47.000.000,00 | 5 554 900,00
SOSIAL, DAN BUDAYA Sosial dan Budaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN PENGEMBANGAN dan Pemantapan Pelaksanaan . .
2017 UMUM dan Politik POLITIK KETAHANAN EKONOMI, Bidang Ketahanan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) 35.000.000,00 10.000.000,00 |5 150.000,00
SOSIAL, DAN BUDAYA Sosial dan Budaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN PENGEMBANGAN dan Pemantapan Pelaksanaan . .
2018 o N . Dana Bagi Hasil (DBH) -
UMuM dan Politik POLITIK KETAHANAN EKONOMI, Bidang Ketahanan Ekonomi, -
SOSIAL, DAN BUDAYA Sosial dan Budaya
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN DAN PENINGKATAN KUALITAS dan Pelaksanaan Pemantapan .
2019 UMUM dan Politik POLITIK DAN FASILITASI Kewaspadaan Nasional dan Dana Alokasi Umum (DAU) 69.550.000,00 " | 69.550.000,00
PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik Sosial
SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN DAN PENINGKATAN KUALITAS dan Pelaksanaan Pemantapan . -
2020 UMUM dan Politik POLITIK DAN FASILITASI Kewaspadaan Nasional dan Dana Alokasi Umum (DAU) 59:550.000,00 | ¢4 5c6 600,00
PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik Sosial
SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN DAN PENINGKATAN KUALITAS dan Pelaksanaan Pemantapan .
2021 UMUM dan Politik POLITIK DAN FASILITASI Kewaspadaan Nasional dan Dana Alokasi Umum (DAU) 337.260.000,00 | 337.260.000,00
PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik Sosial
SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL Perumusan Kebijakan Teknis
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN DAN PENINGKATAN KUALITAS dan Pelaksanaan Pemantapan .
2022 UMUM dan Politik POLITIK DAN FASILITASI Kewaspadaan Nasional dan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.178.772.874,84 279-500.000,00 | ) 599572 874,84
PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik Sosial
SOSIAL
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa KESATUAN BANGSA DAN PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi -
2023 UMUM dan Politik POLITIK URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Umum (DAU) 2.178.772.874,83 2.178.772.874,83
DAERAH KABUPATEN/KOTA g : e
PROGRAM PENUNJANG P
2024 EIIIIASLLJJJ PEMERINTAHAN :::apno:?;skatuan Bangsa EZSL»;\]‘I_'IEAN BANGSA DAN URUSAN PEMERINTAHAN ggz::traa Umum Perangkat Dana Alokasi Umum (DAU) 58.096.320,00 R £5.056.320.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA o
PROGRAM PENUNJANG . . Dana Alokasi Umum
2025 3&555 PEMERINTAHAN SZ:aP”oﬁgskat”a” Bangsa EZSL?TTIEAN BANGSA DAN URUSAN PEMERINTAHAN g:;“r'a'}f"as' Umum Perangkat | o)) pendapatan Bagi Hasil Pajak 48.096.320,00 | oo oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kendaraan Bermotor o
PROGRAM PENUNJANG . .
2026 EmSJJ’S PEMERINTAHAN gzgapnoﬁteiskatuan Bangsa EZSS:}';(JAN BANGSA DAN URUSAN PEMERINTAHAN g:z;:ﬂram Umum Perangkat Dana Alokasi Umum (DAU) } )
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
NSUR PEMERINTAHAN B K B KESATUAN BANGSA DAN Admini i P ki
2027 3MSL5JM d::apnomeiskat“a" angsa POSLITIlli GS URUSAN PEMERINTAHAN D‘:g‘r';:"as' Umum Perangkat | - Alokasi Umum (DAU) 24.996.800,00 | 2499680000
DAERAH KABUPATEN/KOTA T
PROGRAM PENUNJANG
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesat! B KESATUAN BANGSA DAN Administrasi U P kat
2028 adan Kesatuan Bangsa URUSAN PEMERINTAHAN ministrasi Umum Ferangkat | . ha Alokasi Umum (DAU) 29.220.000,00 10.050.400,00

UMUM

dan Politik

POLITIK

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daerah

19.169.600,00
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UNSUR PEMERINTAHAN

Badan Kesatuan Bangsa

KESATUAN BANGSA DAN

PROGRAM PENUNJANG

Penyediaan Jasa Penunjang

2029 e URUSAN PEMERINTAHAN X Dana Alokasi Umum (DAU) 43.200.000,00 29.220.000,00
UMuUM dan Politik POLITIK DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintahan Daerah 13.980.000,00
PROGRAM PENUNJANG ) )
EME B B E B D, -
2030 EmSJJMR PEMERINTAHAN d::apnoﬁteiskat“a" angsa E oSL?TT|L|<JAN ANGSA DAN URUSAN PEMERINTAHAN B?L'Z::':Z:qﬁf:gﬁ;‘:”éigih Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 43200.000,00 | o0 oo
DAERAH KABUPATEN/KOTA Rt
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Pendapatan Bagi Hasil Pajak -
2031 UMUM dan Politik POLITIK URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Kendaraan Bermotor 18.000.000,00 18.000.000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah R
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan B KESATUAN BANGSA DAN
2032 OMUM d:naPnoliteiia uan Bangsa POLTIK URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik
UNSUR PEMERINTAHAN Badan Kesatuan Bangsa | KESATUAN BANGSA DAN ; )
2033 UMUM dan Politik POLITIK URUSAN PEMERINTAHAN Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 140.448.548,27 9.551.451,73

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

803.200.034.655,69

702.085.479.144,20

101.114.555.511,49
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